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BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang

— Mengingat

NOMOR £| TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022  tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana _°°

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran
Negara Republik Indonesia. Tahun 1999 Nomor 177,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3808), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana .
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045: *
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024



Menetapkan

Nomorl94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 180);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2024 Nomor 220},

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
dan
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

. JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Mentawai.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045 yang selanjutnya
disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak tahun 20235 sampai tahun 2045.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai yang selanjutnya disebut
RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan



berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah serta memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

6. V_i-si adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan
daerah.

7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perecanaan
pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20
(dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025
sampai tahun 2045 dalam bentuk visi, misi dan arah

pembangunan.
Pasal 3

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi
Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi menjadi pedoman
penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan
program Bupati.

(2) Penyusunan RPJM Dacrah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.

Pasal 5

(1) RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika:

bab ] memuat pendahuluan;

bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;

bab III memuat Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
bab IV memuat Visi dan Misi Daerah;

bab V memuat Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
bab VI memuat Penutup.

(2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD
Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya
Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan RPJPD Tahun 2025-

2045.
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Pasal 8

(1) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 dapat dilakukan
dalam hal:



a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana pembangunarn Daerah

yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan; dan
¢. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD Tahun 2025-
0045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa mas

a berlaku

RPJPD Tahun 2025-2045 kurang dari 7 (tujuh) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c mencakup terjadinya bencana alam,
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,
gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan

kebijakan nasional.
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang mengetahuinya,

m

emerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 12 Degamber 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 12 Daserb er 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWALI,

MARTINUS D~

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR

TAHUN 2024

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI

SUMATERA BARAT: ( 4 /9%/A024 )



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045
UMUM

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang merupakan
memiliki tujuan utama mewujudkan Mentawai Emas 2045 yaitu Kepulauan
Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan dan
mempedomani RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Propinsi
Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sebagai bagian utuh dalam suatu sistem
perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung
pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan

Sebagai induk dari perencanaan daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah atau RPJPD ini sangat strategis dalam meletakkan
pondasi pembangunan untuk 20 tahun mendatang. Hal ini diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun
dimana RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah
yang mengacu pada RPJPN.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan,
berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang
digunakan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu pendekatan
teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, pendekatan atas-
bawah dan bawah-atas, pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif
dan pendekatan spasial.

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun mengingat bahwa RPJPD
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025 akan berakhir pada
bulan Oktober 2025. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dan



kesinambungan pembangunan Daerah diperlukan Perencanaan
Pembangunan Daerah 2025-2045 sebagai panduan perencanaan jangka
panjang yang nantinya juga menjadi pedoman dalam penyusunan 4
periodisasi RPJMD dan RKPD setiap tahunnya. Selain itu, penyusunan
RPJPD Tahun 2025-2045 sangat penting sebagai dasar bagi calon Bupati
dan calon Wakil Bupati nantinya dalam merumuskan visi, misi dan
program pembangunan yang akan dikampanyekan kepada masyarakat
luas.

Dalam implementasinya, RPJPD Tahun 2025-2045 dijabarkan kedalam 4
pentahapan pembangunan yang menjadi dasar dan pedoman
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
kepala daerah terpilih nantinya.

Lebih lanjut, RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi landasan hukum daerah
dan perkuatan koherensi dan keselarasan perencanaan pembangunan
Daerah serta pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-
undangan tingkat Daerah dalam kerangka keselarasan arah dan
kebijakan pembangunan Nasional.

[I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2024 NOMOR.4,
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LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TAHUN 2025-2045

DAFTAR ISI
I E- 54 2 ol £ i
Daftar Tabel ... ..o iii
Daftar GambDAT . cuiivririeererren et b bt vi
BAB I PENDAHULUAN ... .ooiiiiiiiiiiiitirseiseranninirssan s seaacas s ranns I.1
1.1 Latar BelaKang . ..o ettt st cm e e s s e I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ... eeeeeeiiniimiiiiiiiiiiinessaneane e 1.10
1.3 Hubungan Antar DOKUMEN .......cciiiviiiirinieiierinn v eanenaeeann 1.13
1.4 Maksud dan TUjuam ...cocceviiiiniiiinii v e aea e cseea e 1.18
1.4.1 MaKSUA .cevvneniciiiiiiiiiiiicirnerinrecrtsssenssrseasrsenrrasesastaaconssnssnons 1.18
1.4.2 TUJUAIL...ciirerereecictianiiinier v e e b s e sstesessa s e s saae s arsssaninanes I.18
1.5 Sistematika Dokumen RKPD ... .19
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..o, II.1
2.1 Aspek Geografl dan Demografis ..., II.1
2.1.1 Aspek Geografi .......vereemiiii e 1.1
2.1.2 Aspek Demografl ......ccoviiiiiiii 11.32
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..., 11.40
2.2.1 Kesejahteraan EKONOMI . ..covuieeiininiiimimiiiiiiieeeneen 11.40
2.3 Aspek Daya Saing .......cccivviiiriireeneiiiiin e I.70
2.4 Aspek Pelayanan UIMUIM ....cceeeeeeemueeeeiiimianmmimeesiiimmes I1.129
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025...ccccciriiiiiiiniiiiniiinnnann. I1.135
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan
PUDHK ootereeeieeusseeneiunsirneesanesanamansarssssaastassnsarastossinssastsnanmsniaerssss 11.160
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah ......ccocoinicciinnnn 11.174
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH......... 1.1
3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah ......c..ooiiiinn.. 1.1
3.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah ......ccccooiivniininnnenereeae 11.13
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH ... V.1
4.1 Visi Daerah Tahun 2025-2045. . .o V.1
4.2 Misi Daerah Tahun 2025-2045.....coiiiiiiminreninneeens V.14
BAB V ARAH KEBIJAKAN SASARAN POKOK .......cccoccimeemmnieiinininnnnne V.1
5.1 Arah KebijaKam .......ccceveeeeeeraasmimininrimanisssssnninase e nsnsnnsnssecessns V.2
5.9 SASATAN POKOK ..vvieieerrrrriiiiiiiunimareenntaessssannes s sssessssensnsee V.84
BAB VI PENUTUP......ivuiittiririrrracinrasieamtessaaiasta s ssrasaspsnrressassssesee VI.1
6.1 Kaidah PelaKSanaan ........cooervemuuarmmmmrmnnnnssnssasesssstossnisssssesnses V1.1
6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan .............ccoceeeeeees VL1
6.1.2 Kerangka Pengendalian ......cccconeierinnmmnnisnsmmssnnnensresnseees VL6



Tabel 2.1
Tabel 2.2
Tabel 2.3
Tabel 2.4
Tabel 2.5

Tabel 2.6
Tabel 2.7

Tabel 2.8

Tabel 2.9

Tabel 2.10
Tabel 2.11
Tabel 2.12
Tabel 2.13
Tabel 2.14
Tabel 2.15
Tabel 2.16
Tabel 2.17
Tabel 2.18
Tabel 2.19
Tabel 2.20

Tabel 2.21

DAFTAR TABEL

Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan Kabupaten

Kepulauan Mentawai, 2023 ......c.ccoovereeminrienrinrieinie e evvinnans. 1.3
Jumlah Desa dan Dusun Kabupaten Kepulauan Mentawai,

2023 e e e aa e e aa e et a e ens 1.4
Luasan Penggunaan Lahan Kabupaten Kepulauan Mentawai 1.4
Kelerengan Tanah Kabupaten Kepulauan Mentawai............... 1.9
Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai 11.19
Tipe Ekosistem Taman Nasional Siberut....cc.ccovvvivvicrnennnenn.. I1.23

Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kepadatan
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di
Kabupaten Kepulanan Mentawai, 2023.......ccevvuieinniviianenennn. I11.34
Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kepadatan
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di

Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023......cccccivrvivveiiniiniennes. 11.34
Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Umur dan jenis
Kelamin Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023 .................. I1.35
Rasio Ketergantungan Kepulauan Mentawai Berdasarkan

Jenis Kelamin, 2023 ... i e 11.39
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah yang telah berjalan hingga tahun 2023
sebagai perwujudan dan implementasi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 menunjukkan
tren yang positif. ~Pembangunan telah mendatangkan
kesejahteraan bagi masyarakat, hal ini dapat dilihat dari
pertumbuhan ekonomi yang relatif tumbuh positif meskipun pada
tahun 2020-2021 mengalami kontraksi yang sangat dalam.

Berkaca dari perkembangan indikator makro pembangunan
kurun waktu 20 tahun menjadi tolok ukur dalam merumuskan
dan merencanakan pembangunan jangka panjang untuk 20 tahun
kedepan. Visi pembangunan nasional 2045 menuju Indonesia
Emas Tahun 2045 menjadi harapan, arah dan tujuan
pembangunan yang menjadi pedoman dan arah pembangunan
bagi pemerintah daerah. Untuk mewujudkan impian besar
tersebut, dibutuhkan partisipasi aktif seluruh pemangku
kepentingan dimulai dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta,
dan masyarakat.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional dan sekaligus pembangunan daerah juga

merupakan bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah
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wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada
bulan November 2024.

Sebagai induk dari perencanaan daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD ini sangat
strategis dalam meletakkan pondasi pembangunan untuk 20
tahun mendatang. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun
dimana RPJP Daerah memuat visi, misi dan araﬁ pembangunan
Daerah yang mengacu pada RPJPN.

Lanskap perencanaan pembangunan daerah memerlukan
analisis yang kuat dalam memperhitungkan kemampuan daya
dukung dan daya tampung wilayah sehingga mampu membawa
pembangunan yang berkelanjutan melalui sebuah kajian
lingkungan hidup yang sistematis dan terukur. Penyusunan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD sebagaimana
amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
bahwa penyusunan KLHS dalam RPJPD KLHS ini tidak hanya
mengkaji dampak sebuah kegiatan, melainkan mengupayakan
agar Kebijakan Rencana dan Program (KRP) yang akan disusun
dapaf menjamin  keberlanjutan pembangunan  sehingga
memastikan prospek pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan.
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menyelaraskan strategi pembangunan dengan keempat pilar
pembangunan berkelanjutan, daerah dapat membuka jalan
menuju masa depan yang berketahanan, inklusif, dan sejahtera
yang bermanfaat bagi generasi sekarang dan masa depan.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara
transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif,
terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD
Tahun 2025-2045, yaitu pendekatan teknokratik, pendekatan
partisipatif, pendekatan politis, pendekatan atas-bawah dan
bawah-atas, pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif
dan pendekatan spasial.

Tahapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 telah dimulai
sejak tahun 2023 dan berlanjut pada tahun 2024 hingga pada
penetapan RPJPD. Tahapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-
2045 antara lain:

1. Persiapan, antara lain:

a. Pembentukan SK Tim Penyusun Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun 2025-2045.

b. Orientasi mengenai RPJPD.

c. Penyusunan Agenda Tim Penyusun RPJPD

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan

Daerah berdasarkan SIPD
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4. Rancangan Akhir RPJPD, antara lain:

a. Penyempurnaan rancangan RPJPD menjadi rancangan

akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil
Musrenbang RPJPD (ayat 1 Pasal 33 Permendagri 86
Tahun 2017).

Penyampaian rancangan akhir RKPD yang dimuat dalam
Rancangan Peraturan Daerah kepada Sekretaris Daerah
melalui perangkat daerah yang membidangi hukum untuk
melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan
pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD
(ayat 1 dan 3 Pasal 34 Permendagri 86 Tahun 2017).
Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah
RPJPD Tahun 2025-2045 oleh Kementerian Hukum dan
HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam rangka
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD
Tahun 2025-2045 (Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022).

Reviu Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Tahun 2025-
2045 (Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Nomor X.100.4.6/89/1J perihal Pedoman Reviu Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD])).
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Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya
mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan
dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek
pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi
bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan,
Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai

penikmat dan pelaku pembangunan.

L34
b, W
oy
N AN
L9 N R
\ ““\'-.,-2\.: R,
) P
N\,
R ¥



Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor194,
Tambahan Lembaran Negéra Republik Indonesia Nomor 6987);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
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3. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor : 600.2.1/3674/SJ dan 2 Tahun
2024 Tanggal 6 Agustus 2024 Tentang Pemutakhiran Sasaran
Pembangunan Provinsi dalam RPJPD Tahun 2025-2045.

4. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor:
050/38/111/P2EPD /Bappeda-2024 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah  Kabupaten/Kota  dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun

2025-2045.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-20:45 merupakan satu
kesatuan dari perencanaan pembangunan | nasional. Hubungan
antara RPJPD Tahun 2025-2045 dengan dokumen perencanaan
lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem  Perencanaan Pembanlgunan Nasional

menyatakan bahwa menyatakan bahwa  perencanaan
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3.

rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "no
one left behind" atau “tidak ada seorangpun yang tertinggal”.
RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035
RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan dan
mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang
wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan
pemanfaatan ruang, sesuai dengan RTRW Kabupaten
Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015
tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035. Penataan ruang
Kabupaten Kepulauan Mentawai  bertujuan  untuk
meningkatkan perekonomian melalui pengembangan potensi
sumber daya alam berkelanjutan yang berbasis ekonomi
kerakyatan, kearifan lokal serta ramah lingkungan dengan
dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan berbasis mitigasi
bencana. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan penataan
ruang, maka beberapa kebijakan yang diambil antara lain:
a. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung
pelayanan sosial ekonomi dalam pengembangan wilayah.
b. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka menunjang
pengembangan wilayah dan pengembangan jalur mitigasi

bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawali.
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Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelakéanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 akan menjadi pedoman
dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai
pada setiap periode tahapan pelaksanaan RPJPD. Visi, misi,
sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka
panjang daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan

RPJMD secara berkelanjutan.

PROVINSI i I ‘ KAB.KOTA.
&
3

RPPLH mempethatikan RRIRPD dllakukzn simultan
PROVINS! PROVINSI

£

RPPLH
KAB,/KOTA

E
A % E
PROVINSI 46 KAB./KOTA
RRIMD RPIMD

HASILEVALUASI
RPIPD PROVINS!

RPIPD KAB./XOTA
PERICDE
SEBELUMNYA

PERIODE
SEBELUMNYA

Gambar 1.2 '
Proses Penyusunan dan Keterkaitan RPJPD Tahun 2025-2045
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
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1.5. Sistematika Penyusunan RPJPD

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB 1

BAB II

BAB III

BAB IV

Pendahuluan;

memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan,
hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta
sistematika dokumen RPJPD.

Gambaran Umum Kondisi Daerah;

kondisi umum daerah yang menjelaskan dan
menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran
umum kondisi daerah yang meliputi Aspek Geografi dan
Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek
Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah.
Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;

terdiri atas Permasalahan Pembangunan Daerah dan
Isu Strategis daerah.

Visi dan Misi Daerah;

mengemukakan secara eksplisit Visi dan Misi
Kabupaten Kepulavan Mentawai Tahun 2025-2045
sebagai upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah
untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun

2045.
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1 Aspek Geografi

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai terletak pada
posisi 0°55'00"-3°21'00” Lintang Selatan dan 98035’00”-100°32°00”
Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawal secara
geografis berbatasan dengan:

- sebelah Utara adalah Selat Siberut.

sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

sebelah Timur berbatasan dengan Selat Mentawai.

sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan satu-satunya
kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang wilayah administrasinya
terpisah oleh laut dengan Pulau Sumatera dengan luas wilayah
sekitar luas wilayah 5.983,22 km? dan panjang garis pantai 1.402,66
km, sebagaimana Surat Kapus PI?BW BIG No. B-3.11/PBW-
BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 dan ditetapkan
dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117
Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data
Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Kepulauan

Mentawai terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun
/#
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Adapun keadaan geografis

Kepulauan Mentawai setiap kec

tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

dan administrasi

Kabupaten

amatannya disajikan dalam bentuk

Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Mentawal, 2023

Luas

No Kecamatan Ibukota W:]l::y:;]h Is'i;:::g ,IB.;:‘j:::;

1 | Pagai Selatan | Bulasat 901,08 | 2°49:04"-3°21°00" | 100°07°01"-100°32'00"
2 | sikakap Taikako 278,45 | 2°037°127-3°55'04” | 100°00°00™-100°16°12"
3 | Pagai Utara Saumanganya’ | 342,02 | 2°30'007-2051'36” | 99°57'007-100%09'36”
4 | Sipora Selatan | Sioban 268,47 | 2°06°007-2024°36” | 99°36'00°-99°52°12"
5 | Sipora Utara Sido Makmur 383,08 | 1957°00”-2°18'00” | 98°30°00"-99°42'00"
6 | Siberut Selatan | Muara Siberut | 508,33 | 1°19°487-1%42°00"| 98%48'00"-99°18'00”
7 gf;;“t Barat | pej.pei 649,08 | 1027'367-1057°00" | 98945'007-99°19°48"
& | Siberut Tengah | Saibi Samukop | 739,87 | 1°1500”-1°33'00" | 98°54°00™-99°12'00"
9 | Siberut Utara g&::‘i;aajuan 816,11 | 0°54°00°-1927°00" | 98°40°487-99°06'00”
10 | Siberut Barat | Betaet 1.124,86 | 0955'00-1°34°12" | 98°35°00"-98°59°24"

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Jumlah desa dan dusun di Kabupaten Kepulauan Mentawai

ditunjukkan tabel 2.2 dengan jumlah desa sebanyak 43 desa dan

dusun sebanyak 341 dusun. Kecamatan Pagai Selatan dengan

jumlah dusun paling banyak yaitu dengan 49 dusun dan Kecamatan

Siberut Utara dengan jumlah dusun paling sedikit yaitu dengan 26

dusun.
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luasan hutan produksi tetap menjadi kawasan hutan dengan
persentase sebesar 41,75 persen atau seluas 250.971,2 ha dan
kawasan suaka dan pelestarian alam sebesar 30,51 persen atau
seluas 183.378,9 ha, kawasan hutan lindung sebesar 7.217,28 ha
atau sekitar 1,20 persen dari luas wilayah. Untuk kawasan hutan
produksi yang dapat dikonversi seluas 50.727 ha atau sekitar 8,44
persen dari total luas wilayah dan memiliki potensi yang besar untuk
dikelola oleh masyarakat dan pemerintah, Areal penggunaan lainnya
sebagai areal penopang kehidupan masyarakat sebesar 108.840,62

ha atau sekitar 18,11 persen dari luas wilayah Kepulauan Mentawai.

Gambar 2.2
Persentase Penggunaan Lahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai

1.20

| ' '30.51
8.44

41.75 —

m Hutan Lindung in Suaka dar_rf’_el_e_r_,_thlji‘ag Alamy
& Hutan Preduksi Tetap . Hutan Produksi Dapat Dikonversi
m Areal Penggunaan Lainnya

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Peruntukan dan Penggunaan kawasan hutan oleh pihak swasta
maupun pemerintah yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai
antara lain KSA/KPA yang ditunjuk seluas £ 183.397 Ha termasuk

ﬂ
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Gambar 2.3
Peta Fungsi Kawasan Hutan




4. Up Land, yaitu daerah berbukit-bukit (catchment) daerah sungai
baik yang bermuara ke pantai barat maupun pantai timur pulau,
dengan ketinggian antara 50-275 m dpl dan dengan kelerengan >
05 %. Sebagian besar kawasan ini merupakan kawasan lindung.

Untuk lebih jelas mengenai sebaran Kkelas lereng, peta

ketinggian lahan, dan peta kelas lereng dapat dilihat pada tabel dan

peta berikut.

Tabel 2.4
Kelerengan Tanah Kabupaten Kepulauan Mentawal

Iaas Persentase
1 0% - 8% 237.756 39,55
2 8% - 14% 185.921 30,93
3 15% - 25% 158.726 26,40
4 25% - 40 % 18.362 3,05
5 >40 % 370 0,05

Sumber : Intepretasi Data Peta Topografi JAN TOP-AD

1.9



Gambar 2.5
Peta Kelas Lereng
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batu pasir gampingan dan lapisan tipis lignit dan berumur
miosen akhir-pliosen akhir.

Formasi Saibi menjemari dengan formasi Sa{gulubbek. Formasi
Kalen menjemari déngan formasi Sagulubbek yang terdiri dari
perselingan antara napal, batu pasir, batu 1empung, batu
lempung tufaan, tufa yang mengandung konkreksi batu pasir
gampingan dan berumur miosen akhir - pleistosen awal. Satuan
termuda ialah batu gamping koral, endapan rawa dan aluvium
yang berumur holosen. Struktur geologi yang berkembang di
daerah ini adalah lipatan, patahan dan rekahan. Struktur-
struktur tersebut dikontrol oleh kegiatan tektonik yang sangat
kuat di daerah ini sejak intra miosen sampai plitosen. Kegiatan
tektonik berupa pengangkatan masih terus berlangsung hingga
sekarang ditandai dengan berkembangnya terumbu koral di
bagian barat kawasan Siberut.

Kegiatan tektonik menunjukkan pembenturan kerak samudera
Hindia yang bergerak ke arah utara jalur pelentukan condong ke
timur laut. Puslitbang Geologi (1990) telah membagi geologi
pulau-pulau ini ke dalam delapan tatanan stratigrafi/litologi,
yang menjadi batuan induk bagi pembentukan tanah di daerah
ini yakni: bongkah batuan ultramafik, batuan rancuh tak
terparakkaﬁ, formasi talopulai, formasi Maonai, formasi
Betumonga, formasi simatobat. Sedangkan struktur geologi yang

mengontrol Pulau Siberut secara regional terdiri atas: lipatan,

5
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Gambar 2.6
Peta Formasi Geologl
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2)

3)

dengan kemiringan lereng antara 2°-7°. Pantai berteras
mendominasi hampir diseluruh Kepulauan Mentawai.
Pantai jenis ini biasanya memiliki kondisi perairan yang
cukup jernih dan tenang hingga terumbu karang dapat
berkembang dengan baik, demikian juga beberapa biota
laut lainnya (secara setempat dan dalam jumlah kecil)
terutama ikan dan rumput laut. Hal ini disebabkan oleh
adanya teras karang di depan pantai berfungsi sebagai
penghalang hempasan gelombang. Pada tipe pantai tidak
dijumpai muara sungai. Pantai tipe ini sangat cocok untuk
dikembangkan menjadi kawasan pariwisata.

Pantai berpasir hitam

Tipe karakteristik berupa pantai berpasir berwarna hitam
hingga abu-abu kehitaman dan putih, relief rendah, bentuk
garis pantai lurus dan memanjang sebagian berbentuk
teluk dan tanjung. Geologi pantai tersebut tersusun oleh
aluvium yang merupakan hasil rombakan batuan yang
lebih tua berukuran pasir sangat halus hingga sangat
kasar. Pantai tipe ini dapat dijumpai di setiap muara
sungai.

Pantai Bertebing

Relief tinggi dan kelerengan mendekati 90°, tersusun oleh
batuan karbonat berwarna putih kotor hingga kehitaman

(warna lapuk). Pantai bertebing ini mempunyai sebaran
]
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terhadap bahaya tsunami. Pada tahun 2023 telah terjadi gempa
tektonik di wilayah Kepulauan Mentawai sebanyak 4 kali.

Dilihat dari tingkat bahaya bencana yang akan terjadi bahwa
tingkat bahaya bencana diperoleh berdasarkan luas terdampak
bahaya (rendah, sedang dan tinggi) yang memiliki persentase luas

bahaya terdampak paling besar.

Tabel 2.5
Tingkat Risike Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawal
No Jenis Bencana Tingkat Risiko
1 | Gelombang Ekstrim dan Abrasi Tinggi
2 | Gempa Bumi Tinggi
3 | Tsunami Tinggi
4 | Cuaca Ekstrem Tinggi
5 | Tanah Longsor Tinggi
6 | Banjir Tinggi
7 | Kekeringan Tinggi
8 | Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi

Sumber: Risiko Bencana Indonesia, 2023

Tabel 2.5 memperlihatkan bahwa tingkat bahaya tinggi
berpotensi terjadi terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi,
tsunami, cuaca ekstrem, tanah longsor, banjir, bencana gempa
bumi, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan sedangkan
tingkat bahaya sedang terhadap bencana kekeringan. Indeks
bahaya disesuaikan dengan standar parameter yang telah
ditentukan oleh BNPB dengan merujuk kepada peta bahaya sétiap

bencana yang berpotensi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
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1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Mentawai
semaksimal mungkin tetap dijaga dan dipastikan tetap pada
kondisi awal/lestari. Luas kawasan Yyang mayoritas adalah
kawasan hutan dengan persentase 82 persen tentunya sebagai
indikator bahwa wilayah Kepulauan Mentawai relatif masih aman
dari deforestisasi yang akan berdampak pada penurunan kualitas
dan daya dukung lingkungan/kawasan. Begitu juga respon
terhadap kasus-kasus lingkungan hidup yang menjadi
kewenangan pemerintah derah, melalui dukungan seluruh
stakeholder, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga melalui
forum pimpinan di tingkat kabupaten permasalahan pencemaran

dan kasus lingkungan dapat ditangani dengan baik.

Gambar 2.8
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2023

94.41 9450 19423

2017 2018 2019 2020 2021 2022 20230

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kebupaten Kepulauan Mentawai
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dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan,
pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Tabel 2.6
Tipe Ekosistem Taman Nasional Siberut

No Tipe Ekosiétem |  Jenis Flora yang Mernidominasi

dipterocarpus spp, shorea spp, vatica
1 | Hutan Primer Dipetrocarpaceae spp dan hopea spp, palagqulum spp
{sapotaceae) dan hydnocarpus sp

Famili euphorbiaceae, mrysticaceae,
2 | Hutan Primer Campuan dilleniaceae, dipterrocarpaceae dan
fabaceae

Didominasi tumbuhan pioneer seperti

3 | Hutan Sekunder macaranga, trema dan neolamarkis

Didominasi oleh terminalia phellocarpa
4 | Hutan Rawa Air Tawar dan flora tanah didominasi oleh alem,
rotan dan pandan

rhizopora adalah genus utama dan

5 | Hutan Manggrove tersebar luas

Keanckaragaman hayati tentunya dipengaruhi oleh tutupan
lahan yang ada. Tutupan lahan menggambarkankondisi tutupan
hutan dan vegetasi non hutan. Perhitungan IKL didasarkan pada
beberapa faktor, seperti tutupan vegetasi hutan, belukar, belukar
rawa, Ruang Terbuka Hijau (RTH), hasil Rehabilitasi Hutan dan
Lahan (RHL). Tutupan lahan mendokumentasikan seberapa
banyak wilayah yang ditutupi oleh hutan, lahan basah,
permukaan kedap air, pertanian, dan jenis lahan dan air lainnya.

Perubahan tutupan lahan dapat terjadi akibat kegiatan
manusia dan fenomena alam. Beberapa faktor yang dapat
menyebabkan  perubahan tutupan lahan, diantaranya:
pertumbuhan penduduk, mata pencaharian, aksesibilitas,

Fasilitas pendukung kehidupan, kebijakan pemerintah.

|
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atau 98,62 persen dari total tutupan lahan yang ada. Kondisi
tutupan lahan di Kepulauan Mentawai dengan nilai 94,92 dan
dikategorikan dengan predikat unggul.
3. Penggunaan Energi

Ketersediaan dan pemanfaatan listrik sudah menjadi
kebutuhan dasar yang seharusnya tersedia bagi masyarakat.
Energi melalui pemakaian listrik menjadi salah satu indikator
untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi
pemakaian listrik suatu keluarga atau masyarakat maka akan
berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraannya. Secara agregat,
perkembangan konsumsi listrik per kapita masyarakat Kepulauan
Mentawai mengalami peningkatan. Capaian rata-rata konsumsi
listrik Per Kapita masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai
mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah
penduduk dan kebutuhan akan energi listrik, yaitu dari 167,14
kWh/kapita pada tahun 2017 meningkat menjadi 229,47
kWh/kapita pada tahun 2023, Hal ini menjadi penting karena
konsumsi energi listrik menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat
untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan kebutuhan
usaha/ekonomi masyarakat. Namun, jika dibandingkan dengan
rata-rata konsumsi listrik secara Propinsi Sumatera Barat masih
berada di bawah konsumsi rata-rata listrik per kapita Sumatera
Barat, yaitu untuk tahun 2018 dengan rata-rata konsumsi listrik

Sumatera Barat sebesar 629,68 kWh/kapita sedangkan konsumsi
—_
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Ketidakcukupan konsumsi pangan (undernourishment
adalah kondisi seseorang yang secara regular mengkonsumsi
sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi
yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau
Prevalence of Undernourishment (PoU) menjadi indikator yang
dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan
dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan
tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada
tingkat nasional dan sub-nasional. Secara umum, terdapat 5 (lima)
klasifikasi status PoU yaitu sangat rendah (2,5%), rendah (2,5%-
4%), sedang (5%-19%), tinggi {20%-34%) dan sangat tinggi (>35%).

Pada tahun 2017, prevalensi ketidakcukupan pangan di
Kepulauan Mentawai mencapai angka 9,19 persen. Hal ini
menunjukkan adanya permasalahan dalam konsumsi pangan di
masyarakat. Angka ini mengalami penurunan signifikan pada
tahun 2018, menjadi 6,47 persen, yang menunjukkan adanya
perbaikan dalam akses dan konsumsi pangan. Namun, tren ini
tidak konsisten. Pada tahun 2019, prevalensi meningkat lagi
menjadi 8,15 persen dan pada tahun 2020, angka tersebut

kembali menurun ke 7,08 persen.

.27 x&?’;

B g ARy AT e — o



bidang pangan adalah indeks ketahanan pangan daerah. Indikator
ini menggambarkan kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap
warga masyarakat sampai dengan perseorangan, yang tercermin
dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun
mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta
tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara
berkelanjutan. Perkembangan capaian ketahanan pangan di
Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat rendah atau dalam
kategori rentan yang dillhat dari aspek Ketersediaan,

keterjangkauan dan pemanfaatan.

Gambar 2,11
Pertembangan Indeks Ketahanan Pangan
Kabupaten Kepulauan Mentawal, 2005-2023

2005 2005, 2007 2008 2009 2010 2012012 -2013 2014; 2015 2016 2017..2018 -20192,2020 2021 202272023}
Sumber : Badan Pangan Nasional (diolah}

Angka ini masih dikatakan sangat kecil mengingat potensi

sumber daya alam Kepulauan Mentawai yang sangat besar untuk
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6. Indeks Risiko Bencana

Sebagai daerah dengan potensi bencana yang besar,
Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berupaya melakukan
usaha-usaha mitigasi bencana untuk mengurangi dampak negatif
dari setiap bencana yang terjadi. Upaya pengelolaan risiko
bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada
yang diperoleh melalui suatu informasi/kajian risiko bencana.
Informasi risiko bencana dapat digunakan oleh berbagai pihak dan
terutama pemerintah daerah untuk melakukan analisis sebagai
dasar pembentukan  kebijakan  kelembagaan, kegiatan,

perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan

bencana.
Gambar 2.12
Perkembangan Indikator Indeks Risiko Bencana
Kabupaten Kepulauan Mentawal, 2015-2023
972 1972 1912 19720 1972 1912 972 1972

12015 2016 2017 2018 2019 2020 1202 12022° 2023

Sumber : IRBI BNPB
Gambar 2.12 perkembangan indikator Indeks Risiko

Bencana kurun waktu 2015-2023 menunjukkan tren penurunan,
yaitu dari 197,2 pada tahun 2015 turun menjadi 184,08 pada

tahun 2023 meskipun capaian IRBI di Kepulauan Mentawai

|
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Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi
penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap
waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Secara
umum keadaan kependudukan di Kepulauan Mentawai
dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Secara teori
(BPS), penduduk diartikan sebagai semua orang yang berdomisili
di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih
dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi
bertujuan untuk menetap.

Penduduk menjadi aset dan modal besar dalam
pembangunan, sebagai pelaku dan penikmat hasil pembangunan,
Integrasi perencanaan dengan kependudukan menjadi hal penting
bagi daerah dalam mengarahkan esensi pembangunan daerah,
bahwa  pembangunan berwawasan kependudukan lebih
berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk
secara keseluruhan dibanding dengan orientasi pembangunan
ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Disisi lain,
tantangan pertumbuhan penduduk menjadi permasalahan
tersendiri di daerah baik itu dilihat dari laju pertumbuhan
penduduk, ketimpangan distribusi, tingkat ketergantungan,
kepadatan penduduk yang akan dikaitkan dengan daya dukung
lingkungan/alam. Jumlah penduduk per kecamatan, luas daerah

dan kepadatan penduduk disajikan pada tabel 2.7 berikut:

11.33
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Kecamatan Sikakap dengan kepadatan penduduk 33,39
orang/km? dan Kecamatan Siberut Selatan dengan kepadatan

penduduk 31,78 orang/km?,

Tahel 2.9
Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Umur dan jenis Kelamin
Kabupaten Kepulauan Mentawal, 2023

Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan ' i_tnsjq- _

(tabun) | Qiwa) ) (Giwa) | JonisXelamin.
0-4 4.288 4,107 104,4
5-9 3.828 3.682 104,0

10-14 4.481 4.294 1044

15-19 4.944 4.495 110,0

20-24 4.278 3.822 1119

25-29 3.867 3.717 104,0

30-34 3.833 3.774 101,6

35-39 3.753 3.475 108,0

40 - 44 3.263 2.889 112,9

45 - 49 2.835 2.628 107,9

50-54 2477 2.179 113,7

55-59 2.033 1.779 114,3

60 - 64 1.428 1.322 108,0

65 - 69 a70 925 104,9

70-74 545 503 108,3
75+ 499 515 96,9
Total 47.321 44,106 107,2

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Tabel 2.9 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berjenis
kelamin laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis
kelamin perempuan atau dengan rasio 107,2 artinya setiap 100
penduduk perempuan terdapat 107 orang penduduk laki-laki di
Kepulauan Mentawai. Untuk kelompok umur usia non produktif
lansia {65+ tahun), rasionya cukup besar yaitu 108,03. Artinya

setiap 100 orang penduduk lansia perempuan terdapat 108 orang

o \'gt,\‘ _. }*
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sebanyak 13.931 jiwa atau 15 persen generasi baby boomer
sebanyak 5.693 jiwa atau 6 persen dan generasi pre boomer
sebanyak 1.014 jiwa atau 1 persen.Tingkat kelahiran dan
perpindahan penduduk menjadi indikator cukup tingginya
komposisi penduduk usia 0-9 tahun, namun di sisi lain masih
rendahnya kualitas kesehatan lingkungan dan masyarakat
berdampak pada penuruna1.1 jumlah penduduk kelompok usia

produktif hingga penduduk pada kelompok usia lansia.

Gambar 2.15
Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023

70-74
, .
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i50-54E
;40-445
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Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Komposisi penduduk Kepulauan Mentawai jika dilihat dari
piramida penduduk seperti pada Gambar 2.15 menunjukkan
bahwa kelompok ‘usia 10-14 tahun memiliki komposisi paling
besar dari struktur usia penduduk di Kepulauan Mentawai,
namun menurun tajam pada komposisi kelompok usia 55+ tahun.
Jika dilihat komposisi penduduk dari kelompok usia dengan

rentang usia 14 tahun seperti pada Gambar 2.16 piramida
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Tabel 2.10
Rasio Ketergantungan Kepulauan Mentawal
Berdasarkan Jenis Kelamin, 2023

|
Pe“dg‘f“llzum 12.597 12.083 24.680 104
Penduduk Usia 32.711 30.080 62.791 109
15 - 64
Penduduk Usia 2.014 1.943 3.957 104
65 +
Rasio Ketergantungan 44,67 46,63 45,61

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2024

Tabel 2.10 menunjukkan bahwa kelompok usia produktif
laki-laki lebih besar dari pada perempuan dengan rasio 109,
artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif perempuan
terdapat 109 penduduk usia produktif laki-laki. Berdasarkan hasil
sensus penduduk tahun 2050, rasio ketergantungan Kepulauan
Mentawai tahun 2023 sudah dibawah 50 persen yaitu sebesar
45,61 persen, artinya setiap 100 penduduk wusia produktif
menanggung beban 46 penduduk usia tidak produktif. Jika rasio
ketergantungan ini di tahun berikutnya mengalami penurunan
maka Kepulauan Mentawai akan mendapatkan bonus demografi
yang tentunya sangat berguna dalam pembangunan di daerah
terkhususnya dengan ketersediaan sumber daya manusia yang

produktif dan memiliki daya saing dan kompetitif,
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1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makro
ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan
pembangunan secara umum. Pertumbuhan ekonomi yang positif
dan meningkat menunjukkan perkembangan produksi barang dan
jasa suatu daerah ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi
suatu wilayah dapat diukurl melalui jumlah Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) di daerah yang dilihat dari berbagai waktu

tertentu.

Gambar 2.17
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023

6.3k &
594 31

20050 2008, 2007 2008 2009 2010 20M 2012, 200 (200 2008 200 20w 2wy Fuis:

Q== Frop.Sumatera Baral === Kab, Kepuladdn Meitawal

Sumber ; BPS Kepulauan Mentawai (diolah)

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Kepulauan Mentawai kurun waktu 2005-2023 menunjukkan tren
yang positif artinya bertumbuh positif. Namurn, pada tahun 2020-
2021 mengalami perlambatan yang cukup dalam diakibatkan

pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Program vaksinasi dan
i e —
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sektor pertanian perikanan dan perkebunan mengalami
penurunan, yaitu dari 54,29 persen tahun 2005 menjadi 45,45
persen di tahun 2023. Begitu juga dengan kontribusi sektor
akomodasi dan transportasi sebagai penyockong pariwisata di
Kepulauan Mentawai juga mengalami tren penurunan, yaitu dari
27 persen pada tahun 2005 turun menjadi 7,92 persen pada
tahun 2023. Untuk kontribu;i sektor industri pengolahan juga
mengalami hal yang, sama yaitu pada tahun 2005 konfribusi
sektor ini sebesar 7,71 persen turun pada tahun 2023 turun
menjadi sebesar 2,45 persen. Penurunan perkembangan sektor
pertanian sejatinya berbanding lurus dengan peningkatan sektor
jasa dan sektor manufaktur sehingga alokasi sumber daya dari
sektor primer (pertanian perikanan dan perkebunan) mengalami
peningkatan nilai tambah (value added) ke sektor lain.

2. Rasio Gini

Rasio Gini atau Indeks Gini adalah indikator yang
menunj’ukkan tingkat  ketimpangan pengelua;'a.n secara
menyeluruh, khususnya dalam pembagian pendapatan relatif
antar penduduk suatu wilayah. Semakin rendah nilainya, semakin
merata pendapatan rumah tangga didistribusikan. Nilai 0 berarti

tidak ada kesenjangan ekonomi, atau perekonomian merata pada

daerah tersebut. Nilai 1 menunjukkan nilai kesenjangan maksimal.

B e iy

I1.43

- S o ek
o iy i i B



Selama kurun waktu- 13 tahun Kabupaten Kepulauan
Mentawai telah mampu menekan ketimpangan pendapatan antar
penduduk sebesar 0,067 poin. Angka ini lebih baik dari capaian
penurunan indek Gini Propinsi Sumatera Barat dalam kurun
waktu 13 tahun dengan penurunan sebesar 0,049 poin.

Capaian indeks Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai sedikit
lebih baik daripada indeks Gini Propinsi Sumatera Barat. Gambar
2.19 menunjukkan tren perkembangan indeks Gini Kabupaten
Kepulauan Mentawai lebih curam dengan slope yang lebih besar
yaitu sebesar 0,0051 daripada tren perkembangan indeks Gini
Propinsi Sumatera Barat dengan slope sebesar 0,0044.

3. Tingkat Kemiskinan Daerah

Kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya
multidimensional. Pendekatan dengan satu bidang ilmu tertentu
tidaklah mencukupi untuk mengurai makna dan fenomena yang
menyertainya. Definisi secara umum yang lazim dipakai dalam
perhitungan dan kajian akademik adalah pengertian kemiskinan
yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai
ketidakmampuan mencapai standar hidup minimum (Word Bank,
1990). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan

makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS).
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ekstrem-setara dengan USD 1.9 PPP (purchasing power parity).
Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "absolute poverty
measure” yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Faktor penyebab kemiskinan ekstrem diantaranya adalah
pengangguran dan kurangnya peluang kerja, pendidikan yang
rendah, kesehatan yang buruk, ketidakadilan sosial dan ekonomi,
serta perubahan iklim dan bencana alam. Dengan demikian,
upaya pencegahan terjadinya kemiskinan ekstrem memerlukan
pendekatan utuh dan menyeluruh sehingga mereka yang berada
dan berpotensi mengalami kemiskinan ekstrem bisa keluar dari
situasi tersebut.

Gambar 2.21
Perkembangan Kemiskinan Ekstrem
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2023
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Ier, embangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan
Mentaw:.. dalam 4 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan,
yaitu duari 7,78 persen pada tahun 2020 menjadi 2,12 pada tahun
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dan kota yang sudah mencapai target nol persen kemiskinan
ekstrem, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota
Solok, Kota Bukittinggi, Kota Sawalunto dan Kota Pariaman.
Tentunya ini menjadi tantangan bagi Daerah bagaimana untuk
menekan dan menghilangkan kemiskinan ekstrem dengan
problematika karakteristik wilayah dan penduduk di Kepulauan
Mentawal.
5. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Proporsi Penciptaan
Lapungan Kerja Formal

Suluh satu faktor utama dalam pembangunan daerah adalah
tersedinanya tenaga kerja yang handal dan memiliki daya saing.
Penguuian sumber daya manusia menjadi penting dalam
mengh~sllzan tenaga kerja yang siap pakai.

Gambar 2.23
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
dan Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023
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lapangan kerja formal di Kabupaten Kepulauan Mentawai
mengalami peningkatan menjadi sebesar 17,58 persen.
6. Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap
total PDRB Provinsi

Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah satu-satunya yang
masih tertinggal di Sumatera Barat dengan kontribusi PDRB yang
kecil terhadap provinsi. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus
dari berbagai pihak untuk bisa mendorong Kabupaten Kepulauan
Mentawai memberikan kontribusi yang lebih besar mengingat

pbtensi daerahnya yang juga besar.

Gambar 2.24
Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawal
terhadap PDRB Propinsi Sumatera Barat, 2005-2023
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Gambar 2.25 menunjukkan perkembangan Angka Harapan
Hidup (AHH) masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai
kurun waktu 2005-2023. Pada Gambar 2.25 terlihat bahwa
perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat
mengalami tren peningkatan pencapaian.

Gambar 2.25
Angka Harapan Hidup (Tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawali, 2005-2023
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Pada tahun 2005 AHH Kepulauan Mentawai sebesar 68,1
tahun meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2009
menjadi sebesar 68,36 tahun. Pada tahun 2010 dengan
menggunakan metode perhitungan baru, Angka Harapan Hidup
(AHH) masyarakat Kabupaten Kepulanan Mentawai sebesar 63,49
tahun dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga pada
tahun 2023 AHH Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 65,1

tahun. Jika dibandingkan capaian AHH Kabupaten Kepulauan
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Angka kematian ibu yang diukur dalam per 100.000
kelahiran hidup menunjulgkan masih tingginya kasus kematian
ibu yang melahirkan. Hal ini dapat dilihat sejak tahun 2014 angka
kematian ibu tercatat sebanyak 310 kasus, hingga tahun 2023
masih terdapat 304 angka kematian ibu di Kabupaten Kepulauan
Mentawai.

3. Prevalensi Stunting {pendek dan sangat pendek) pada balita

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak di
bawah usia 5 tahun yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih
pendek dari rata-rata anak seusianya. Stunting disebabkan oleh
kekurangan asupan gizi yang berlangsung dalam jangka waktu
lama, baik pada ibu selama kehamilan maupun pada anak saat
sedang tumbuh.

Tabel 2.13
Perkembangan Prevalensi Stunting
Kabupaten Kepulauan Mentawal, 2016-2023

Indikator Kesehatan

Satuan

2016

2017 2018

2019

2020

2021

2022

2023

Prev-alansi Stunting
{pendek dan sangat
pendek) pada balita

%

24.8

222 31,7

25,2

NA

27,3

32

33,7

Perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan
Mentawai masih kategori tinggi dan cenderung naik. Hal ini dapat
dilihat dari tahun 2016 tingkat prevalensi stunting pada angka
24,8 persen, naik pada tahun 2018 sebesar 31,7 persen lalu tahun
2019 sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 25,2 persen
lalu naik pada tahun 2021 menjadi sebesar 27,3 persen dan naik

hingga pada tahun 2023 dengan prevalensi stunting sebesar 33,7

A
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Tabel 2.14
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023

Indikator Kesehatan | Satuan | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 2019 | 2020} 2021 | 2022 | 2023

. Cakupan penemuan

dan pengobatan
kasus Tuberkulosis kasus 133 137 139 407 184 212 258 306 258 257

{treatment coverage)

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis
(treatment coverage) di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih
cukup tinggi yaitu pada tahun 2014 penemuan kasus TB
sebanyak 133 kasus, khususnya di tahun 2017 mengalami
peningkatan kasus dan pengobatan TB yaitu dengan 407 kasus.
Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 184 kasus.
Namun kembali naik pada tahun 2019 menjadi 212 kasus dan
setiap tahun mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023
penemuan kasus dan pengobatan TB sebanyak 257 kasus.

Adapun permasalahan dalam pencapaian ini disebabkan
antara lain masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap
tuberkulosis dan cara penanganannya. Begitu juga kepatuhan
masyarakat terhadap pengobatan yang masih relatif rendah
sehingga tenaga kesehatan perlu upaya lebih keras untuk
memastikan pengobatan TB dapat berjalan lancar.

5. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment
success rate)

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang

Penanggulangan TBC menargetkan eliminasi TBC pada tahun

—_
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kesehatan sehingga tidak terkendala dalam mendapatkan layanan

kesehatan.

Tabel 2.16
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Kepulauan Mentawal, 2014-2023

Indikator Kesehatan | Satuan 2014 | 2015 | 2016 |' 2017 [ 2018 | 2015 |.2020'| 2021 | 2022

- 2023

Cakupan kepesertaan
Keschatan % 92,44 | 92,83 | 93,17 93,52 94,03 96,03 | 96,26 | 98,56

jaminan
nasional

98,99

99,56

Hingga tahun 2023 cakupan masyarakat Mentawai yang
telah memperoleh jaminan kesehatan mencapai 99,56 persen.
Kedepan menjadi peran dan tanggungjawab pemerintah daerah
dalam mewujudkan akses layanan kesehatan secara inklusifi
sebagai wujud peningkatan kualitas hidup masyarakat dan
menjadi bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam semua aspek
kehidupan masyarakat khususnya layanan dasar kesehatan.

7. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi
tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai
pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang
dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami
oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin,
hari tua, dan meninggal dunia. Gambar 2.26 menunjukkan bahwa
cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan mengalami
peningkatan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 8,07 persen dan
mengalami peningkatan cakupan pada tahun 2023 menjadi 38,17

persen, tentunya ini pertanda semakin meningkatnya komitmen
——
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Akses Perbankan dan Kredit, Keterbukaan Wilayah), Indeks
Ketahanan Ekologi/ Lingkungan (Kualitas Lingkungan, Bencana

Alam, Tanggap Bencana)

Tabel 2.17
Perkembangan Indikator Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023

No Klasifikasi Desa 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1. | Tertinggal 23 18 15 13 11 8
2. | Berkembang 19 22 21 22 20 22
3. | Maju 1 3 6 5 9 10
4. | Mandiri 0 1 3 3 3
JUMLAH DESA 43 43 43 43 43 43

Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten
Kepulauan Mentawai sebagaimana Tabel 2.17 menunjukkan
bahwa tidak ada lagi desa sangat tertinggal di Kabupaten
Mentawai sejak tahun 2018 dan telah terdapat 3 desa mandiri

dengan 10 desa maju hingga tahun 2023.

Gambar 2.27
Perkembangan Indikator Indeks Desa Membangun {IDM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023
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dalam penyusunan indikator Persentase Desa Mandiri dalam
dokumen perencanaan pembangunan di Indonesia.
9. Penyandang Disabilitas di Sektor Formal

Sebagai bentuk inklusivitas yang bekerja dalam sektor formal,
pemerintah daerah memberikan ruang seluas-luasnya untuk siapa
saja dapat bekerja dan berpartisipasi dalam segala sektor
khususnya penyandang disabilitas yang merupakan perwujudan
untuk mengimplementasikan amanah Undang-Undang-Nomor 8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang di dalamnya
termaktub poin yang mengamanahkan instansi pemerintah agar
mempekerjakan paling sedikitnya 2% tenaga disabilitas dan 1%
tenaga disabilitas dalam perusahaan swasta.

Perkembangan penyandang disabilitas yang bekerja di sektor
formal di Kabupaten Kepulauan Mentawai terlihat dari Gambar

2.28 menunjukkan tren peningkatan.

Gambar 2.28
Perkembangan Penyandang Disabilitas di Sektor Formal
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023
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Ketimpangan gender merujuk pada ketidaksetaraan antara
perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan,
termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan
partisipasi dalam pengambilan keputusan. Beberapa contoh
ketimpangan gender meliputi ketimpangan dalam akses dan
partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pendidikan formal.
Ketimpangan dalam kesempatan kerja, upah, dan partisipasi
perempuan dan laki-laki di pasar tenaga kerja. Ketimpangan
dalam akses perempuan dan laki-laki terhadap layanan kesehatan,
termasuk kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit, dan
perawatan medis. Ketimpangan dalam partisipasi perempuan dan
laki-laki dalam pengambilan keputusan politik dan kepemimpinan.
Ini mencakup perwakilan perempuan dalam parlemen,

pemerintahan, dan lembaga-lembaga publik.

Gambar 2.29
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023

0.855

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Sumber : BPS (diolah)

11.65 \



anak, kekerasan, maupun perlindungan terhadap anak dengan

disabilitas.

Gambar 2.30
Perkembangan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022
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Indikator yang termasuk dalam IPKA adalah indikator yang
menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan
khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan
anak terlantar baik secara nasional maupun di tingkat provinsi.
Hasil IPKA menjadi indikator yang sangat dibutuhkan sebagai
dasar penyusun kebijakan terhadap perlindungan khusus anak
dan sebagai indikator yang dapat menilai keberhasilan
pembangunan. Perkembangan Indeks Perlindungan Khusus Anak
(IPKA) di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2018-2022

menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu terjadi kenaikan

dari dengan nilai 50,74 tahun 2018 menjadi 52,76 pada tahun
—_

11.67 S
R =
N,
N



warisan budaya benda yang ada di Kepulauan Mentawai.
Pembangunan kebudayaan yang dilakukan dalam kurun waktu S
tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan,
terutama tahun 2020 dan tahun 2021 selama pandemi yang
dibatasi pergerakan/ mobilitas dan bahkan melarang
berkumpulnya orang, sehingga even dan festival terkait
kebudayaan tidak dilaksanakan. Perkembangan objek kebudayaan
yang telah ditetapkan kurun waktu 2014-2023 telah mencapai 12
warisan budaya. Penetapan ini dilakukan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal
Kebudayaan antara lain warisan budaya yang ditetapkan adalah
Tato (2014), Sikerei (2019), Uma (2020}, Kirekat dan
Pasikut Abag (2022), Tahun 2023 antara lain Mone, Pangurei,

Panunggru, Gajeumak, Turuk Laggai, Opa dan Pasipiat Sot.

Gambar 2.31
Perkembangan Warisan Budaya yang Dilestarikan
Kabupaten Kepulauan Mentawail, 2014-2023
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provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional
atau internasional.
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai
didominasi pada sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,
Perburuan, dan Perikanan dengan rata-rata kontribusi pada PDRB
sebesar 48,01 persen, artinya sektor primer masih menjadi tulang
punggung ekonomi sebagian besar masyarakat Mentawai. Jika
dilihat tren transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor
manufaktur/industri dan sektor jasa belum menunjukkan
perubahan (kenaikan) yang signifikan.

Tabel 2.18
Kontribusi PDRB ADHB (%)
Kabupaten Kepulanan Mentawai, 2019-2023

Lapangan Usaha - 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 ’fn‘;t,;
Pertanian, Perkebunan, '
Kehutanan,
A Perburuan, den 46,48 48,65 48,87 48,01 48,45 48,01
Perikanan
Pertambangan dan
B Penggalian 1,62 1,63 1,65 1,61 1,62 1,65
C Industri Pengolahan 2,33 2,43 2,57 2,48 2,45 2,49
E‘:;gadaa“ Listrikdan | 403 | 0,03 | 0,03 0,03 0,03 | 0,03
Pengadaan Air,
E Pengelolaan Sampah, 0 0] 0 0 0 0,00
Limbah dll
r Konstruksi 13,04 13,2 13,66 14,03 14,17 13,45
G | Perdagengan Besar 12,75 | 12,75 | 12,72 | 1343 | 13,72 | 12,99
dan Eceran
Transportasi dan
H Perpudangan 11,74 8,56 7,48 7,79 7,05 8,96
Penyediaan Akomodasi
I dan Makan Minum 0,8 0,76 0,81 0,84 0,87 0,81
Informasi dan
J Komunikasi 0,9 0,98 1,04 1,06 1,07 0,98
Jasa Keuangan dan :
K Asuransi 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12
L Real Astate 0,9 0,92 0,91 0,89 0,92 0,91
M,N Jasa Perusahaan 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

o ‘!\Q"‘-\‘\“
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sebagai Sektor Maju dan Tumbuh Pesat yang merupakan sektor

basis dan memiliki potensi yang sangat baik, memiliki keunggulan

kompetitif dan perkembangannya progresif.

Tabel 2.19

Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi

Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Annlisia | Analisis | Pertumbuhan |Heunggulon | Pergeseran
Lapangan Usaha Tipologl Klassen LQ DLQ Proporsional | Kompetitif Bersih
Pertanian, Perkebunan, . P
A Kehutanan, Perburunn, s;uktn?lgrtf {;leg:tn Basis Potensi c::pl:::.han Kampetitif Progresif
dan Perikanan
Pertambangan dan Sektor Relatif Non Pertumbuhan Tidak .
B | Penggatian Tertinggal Basis | _Fovensi Cepat Kompeticif | Frosresif
Sektor Potensial }
. Masih dapat Non Pertumbuhan ; N
c Industri Pengolahan Berkembang dengan Basis Fotenal Cepat Kompetitif Progresif
Pesat
Sektor Potensial /
Pengadaan Listrik dan Masih dapat, Non Tidak Pertumbuhan . .
b Gas Berkembang dangan Basia Potens! Cepat Kompetitil Progresif
Pesat
Sektor Potensial /
Pengadaan Afr, b
iy Masih dapat Nen . Pertumbuhan . :
E Pgugelo!ann Sampah, Berkembang dengan Basis Potensi Cepat Kompetitil Progresif
Limbah dll Pesat
. Sektor Maju dan Pertumbuhan o .
F Konstruksi Tumbuh Pesat Baasis Fotens! " Cepat Kompetitif Progresif
Sektor Patensial /
Perdagangan Besar dan Masih dapat Non . Pertumbuhan ; .
G Eceran Berkemhbang dengan Basis Potensi Cepat Kompetitif Progresif
Pesat
Transportasi dan Sektor Relatif Non : Perturnbuhen Tidak .
H Pergudangan Tertinggal Basis Potensi Cepat Kompetitif Progresif
Sektor Potensial /
1 Penyediaan Akomodasi Masih dapat Non Tidak Pertumbuhan Kompetitif Progresif
dan Makan Minum Berkembang dengan Basis Potensi Cepat pe &
Pesat
Sektor Potensial /
Informasi dan Masih dapat Non Pertumbuhan " i
J Komunikasi Berkembang dengan Basis Patensi Cepat Kompetitif Progresif
Pesat
Jasa Kenangan dan Sektor Relatif Non Tidak Pertumbuhan s .
K Asuransi Tertingpal Basis Potensi Cepat Kompetitif Progresif
Sektor Relatif Non Pertumbuhan Tidak .
Real Astate Tertinggal Basis _ Patensi Cepat Kompetitif Progresif
Sektor Relatif Non : Pertumbuhan . :
M,N | Jasa Perusahaan Tertinagal Basis Potensi Cepat Kompetitif Progresif
Administrasi Sektor Maju dan Pertumbuhan Tidak .
Pemerintahan Tumbuh Pesat EBasla Potensl Cepat Kompetitif Progre 31{
Selktor Potensial /
Masih dapat Non : Pertumbuhan : .
P Jasa Pendidikan Berkembang dengan Basis Potensi Cepat Kompetitif Progresif
Pesat
Sektor Potensial /
Jasa Kesehatan dan Masih dapat Non Pertumbuhan . .
Q Kegiatan Sosial Berkembang dengan Basia Potens] Cepat Kompetitif Progresif
Pesat
Scktor Potensial /
RS, . Masih dapat Non . Pertumbuhan . N
TU Jasa Lainnya Berkembang dengan Basis Potensi Cepat Kompetitif Progresif
Pesat

Sumber ;:BPS (data diclah)
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1. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu
daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang
merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena
itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai
PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat
tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor
produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas
dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per
satu orang penduduk. Pendapatan per kapita sering digunakan
sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan
sebuah negara; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin
makmur negara tersebut. Selain sebagai data pencapaian
pembangunan daerah, pendapatan per kapita juga dapat menjadi
indikator penting dalam pengambilan keputusan investasi daerah.
Pendapatan per kapita yang tinggl mengindikasikan tingginya daya
beli masyarakat.

Perkembangan PDRB per kapita sebagaimana pada Gambar
2.32 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun
2005 pendapatan Per Kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai
sebesar 10,27 juta rupiah mengalami peningkatan lebih dari 500
persen yaitu menjadi 64,7 juta rupiah pada tahun 2023. Begitu

juga, pendapatan Per Kapita Kepulauan Mentawai kurun waktu
#_
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prasarana, budi daya perikanan, pengolahan bahkan pada

pemasaran produk perikanan.

Gambar 2.33
Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023
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Sumber : BPS (diolah)

Gambar 2.33 perkembangan Kontribusi PDRB Sub sektor
Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2005-
2023 yang menunjukkan tren kenaikan, namun belum signifikan
yaitu dengan peningkatan 5-6 basis poin. Pada tahun 2005
kontribusi PDRB sub sektor perikanan sebesar 12,42 persen
mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2023
kontribusi PDRB sub sektor perikanan di Kabupaten Kepulauan
Mentawai sebesar 18,23 persen. Potensi hasil laut Kepulauan
Mentawai sebesar 1.229.950 ton ikan, namun yang dikelola dan

dimanfaatkan pada angka 10.807 ton atau sekitar 0,87 persen. Ini
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Gambar 2.34 menunjukkan perkembangan share Industri
Pengolahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045
yang menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2005 kontribusi
sektor industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 7,71 persen
dan pada tahun 2006 mengalami penurunan menjadi sebesar 7,37
persen hingga pada tahun 2010 menjadi sebesar 7,03 persen.
Perubahan tahun dasar (2010) perhitungan PDRB juga didapat
hasil dengan tren penurunan yang sama yaitu pada tahun 2011
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Kepulauan
Mentawai sebesar 3,53 persen dan mengalami penurunan hingga
pada tahun 2023 menjadi sebesar 2,45 persen. Capaian ini
mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan komoditas
unggulan di Kepulauan Mentawai sebagai upaya peningkatan nilai
tambah komoditas akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat
dan daerah.

4. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat poteﬁsial untuk
mengembangkan sektor jasa melalui pengembangan sektor
pariwisata. Sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai core sector
dan menjadi salah satu pilar utama pembangunan Kabupaten
Kepulauan Mentawai. Sektor pariwisata memberikan multiplier
effect terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi,

jasa lainnya bahkan sektor pertanian dan industri.
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5. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk
kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya
yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan
intelektual dalam membangunnya. Ide dan gagasan yang inovatif
menjadi poin penting dalam membaca kebutuhan konsumen
sebagai bentuk diversifikasi produk pariwisata yang dibutuhkan
dan diinginkan para wisatawan dan konsumen lainnya.
Pengembangan sektor ini juga sangat potensial untuk membangun
ekonomi kreatif baik itu bagi ekonomi mikro juga pengembangan
ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal.

Untuk rasio PDRB Ekonomi Kreatif yang dipilih sektor jasa
lainnya menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu 2005-
2009 yaitu dari 0,68 persen ke 0,61 persen. Dengan metode
perhitungan PDRB menggunakan standar harga berlaku tahun
2010. Perkembangan PDRB Ekonomi Kreatif menunjukkan
pencapaian rasio yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Pada tahun 2010 rasio PDRB lEkonomi Kreatif di Kabupaten
Kepulauan Mentawai sebesar 0,69 persen mengalami peningkatan
di tahun 2011 menjadi sebesar 0,7 persen dan meningkat lagi
tahun 2014 menjadi sebesar 0,75 dan meningkat lagi hingga di
tahun 2023 rasio PDRB Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kepulauan

Mentawai menjadi sebesar 0,96 persen.
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atau daerah mana saja yang menjadi kawasan strategis, namun
perlu juga memperhatikan tema pengembangan, ketersediaan
dana, peningkatan kapasitas pelaku pariwisata, perancangan
lokasi pengkajian kelayakan dan peluang kerja sama antar pihak.
6. Proporsi jumlah UKM non pertanian

Perkembangan usaha kecil menengah di Kabupaten
Kepulauan Mentawai belum menunjukkan hasil yang memuaskan
khususnya UKM yang bergerak di luar sektor pertanian.
Pembinaan dan pengembangan sektor Usaha Kecil Menengah
menjadi penting sebagai penyokong ekonomi daerah yang tangguh
dan resiliensi.

Tabel 2.20
Perkembangan Proporsi Jumlah UKM non Pertanian '
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023

Uraian Satuan | 2018 | 2019 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Proporsi jumlah UKM non
pertanian

%

42,86

39,29

35,35

35,35

25,98

32,87

Perkembangan proporsi jumlah UKM non pertanian di
Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan peréeseran yang
cukup besar. Dilihat dari Tabel 2.20 menunjukkan bahwa proporsi
UKM non pertanian secara umum mengalami penurunan, yaitu
dari 42,86 persen pada tahun 2018 menjadi 39,29 persen di tahun
2019 dan turun kembali di tahun 2020 menjadi 35,35 persen dan
di tahun 2023 proporsi UKM non Pertanian menjadi sebesar 32,87

persen. Fenomena ini tentu menjadi hal yang perlu diperhatikan
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sebesar 64,68 persen dan di tahun 2023 proporsi jumlah IKM
menjadi sebesar 53,28 persen.
8. Rasio Kewirausahaan

Kewirausahaan menjadi model pengembangan potensi diri
yang dieksplorasi dalam kerangka kreativitas dan mampu
membaca peluang pasar untuk mengembangkan diri dan
kepercayaan diri sehingga mampu mengembangkan usaha atau

bisnis untuk sesuatu hal yang lebih baik.

Gambar 2.37
Perkembangan Raslo Kewirausahaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016-2023
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—O=Rasio Kewirausahaan {%)

Munculnya wirausaha-wirausaha baru menjadi hal
dinantikan khususnya kaum milenial dan Gen Z yang nantinya
membuka paradigma usaha berbasis kreativitas dan inovasi.
Untuk rasio kewirausahaan Kabupaten Kepulauan Mentawai
kurun waktu 2016-2023 juga menunjukkan tren peningkatan,

yaitu dengan rasio 0,86 tahun 2016 dan meningkat pada tahun
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persen pada tahun 2018 dan menurun pada tahun 2019 yaitu
dengan rasio 0,12 persen dan pada tahun 2023 rasio volume
koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai
sebesar 0,11 persen, tentu ini menjadi perhatian khusus dalam
pembinaan usaha kecil dan menengah terkhususnya usaha mikro
yang dapat segera naik kelas ke usaha kecil. Begitu juga dengan
koperasi yang sehat sebagai fondasi ekonomi masyarakat.
Harapannya, dengan dukungan semua sektor dan pendampingan
dari pemerintah daerah, untuk usaha mikro dan kecil dan
koperasi dapat mengembangkan unit usaha/permodalan dan
skala pemasaran serta legalitas sehingga mampu memberikan
kontribusi pada peningkatan pendapatan daerah melalui pajak
dan retribusi.
10. RoA BUMD

Dalam sebuah bisnis ataupun usaha perlu mengetahui cara
menghitung return on assets yang berguna menghitung tingkat
efisiensi perputaran uang yang dipakai untuk membeli aset yang
menjadi laba bersih. Return of assets (ROA) menjadi sebuah tolak
ukur akan untung yang bisa didapat dari dalam sebuah bisnis.
Disisi lain, RoA juga menunjukkan tingkat efisiensi sebuah
perusahaan untuk mengelola asetnya dalam proses bisnisnya.

Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Kemakmuran
Mentawai yang dibentuk tahun 2017 melalui Peraturan Daerah

Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2017 telah

|

11.87



kawasan permukiman/perkantoran dan alih fungsi lahan untuk
komoditas pertanian lainnya (tidak konsisten) menjadi isu penting
dalam mempengaruhi ketersediaan pangan bagi masyarakat. Oleh
karena itu, pembangunan sektor pertanian menjadi perhatian
serius pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.

Gambar 2,38
Perkembangan Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
Kabupaten Kepulanan Mentawai, 2005-2023

2005 2004 2007 2008 200% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Z-EIZTIJ FAIFY 2952 2023

Sumber : BPS (diolah)

Perkembangan kontribusi sektor primer yaitu Sektor
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB di
Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 20 (dua
puluh} tahun menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2005
share Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB
di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 33,16 persen dan
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peningkatan potensi wajib pajak menjadi salah satu indikator
untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Gambar 2.39
Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2023

0.164

0.032 0.029
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0.025 0.028
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—O=Raslo Pajak Daerah terhadap PDRE

Kontribusi sektor pajak dalam pembangunan menjadi
indikator yang dapat dilihat sejauhmana memberikan kontribusi
bagi pembangunan. Gambar 2.39 kontribusi pajak terhadap PDRB
di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren
peningkatan walaupun dari sisi nilai masih relatif kecil. Pada
tahun 2010 kontribusi pajak terhadap PDRB di Kabupaten
Kepulauan Mentawai sebesar 0,025 persen dan mengalami
peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 yaitu
sebesar 0,112 persen. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 terjadi
bencana kesehatan COVID-19 sehingga menurunkan kinerja
sektor pajak yaitu penurunan kontribusi sektor pajak menjadi

0,076 persen tahun 2020 dan 0,080 persen tahun 2021. Pada
ARSI
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Rp.375.986.000.000 atau sebesar6,36 persen dari total PDRB
Kabupaten Kepulauan Mentawai.
14, Nilai Transaksi Saham Per Kapita

Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar
keuangan yang paling popular. Menerbitkan saham merupakan
salah satu pilihéln perusahaan ketika memutuskan untuk
pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan
instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena
saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.
Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal
seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau
perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka
pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim
atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS). Pencataan dan transaksi saham

dilaksanakan pada bursa efek.

Tabel 2.25
Perkembangan Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Uraian . Batuan 2019 2020 2021 2022

2023

Nilai Transaksi Saham Per Kapita Rupiah 245.852 | 322.751 | 499.650 | 687.679

891.608

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Perkembangan transaksi saham diakumulasi secara total
dan bagi per kapita sehingga diperoleh hasil sebagaimana pada

Tabel 2.25 yang menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2019
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menjelaskan bahwa pada tahun 2019 total kredit yang disalurkan
sebanyak Rp.366.058.000.000 atau 7,85 persen dari total PDRB
Kepulauan Mentawai. Nilai ini naik di tahun berikutnya yaitu
Rp.415.350.000.000 pada tahun 2020 atau sebesar 8,94 persen
dari total PDRB. Namun sedikit menurun di tahun 2021 menjadi
Rp.395.823.000.000 atau sebesar 8,17 persen dari total PDRB dan
pada tahun 2023 total kredit yang disalurkan sebesar
Rp.447.852.000.000 atau dengan persentasi 7,57 persen dari tital
PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai.

16. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto} jasa keuangan
adalah salah satu komponen PDRB yang mengukur kinerja
pembangunan ekonomi suatu wilayah. Berikut ini adalah
beberapa komponen PDRB jasa keuangan: Jasa perantara
keuangan, Asuransi dan dana pensiun, Jasa keuangan lainnya,
Jasa penunjang keuangan.

Rasio sekt(.Jr Jasa Keuangan di Kabupaten Kepulauan
Mentawai seperti pada Bank, lembaga non Bank dan lembaga
keuangan lainnya/ asuransi sebagaimana Gambar 2.40
menunjukkan capaian yang relatif stabil. Artinya, tidak mengalami
peningkatan yang signifikan, Pada tahun 2010 kontribusi sektor
Jasa Keuangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,12
persen, mengalami peningkatan di tahun 2012 menjadi sebesar

0,13 persen.
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Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan
penduduk suatu wilayah, maka semakin baik kualitas tenaga
kerjanya yang memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif,
disiplin dan profesional.

Gambar 2.41
Perkembangan Tingkat Pendidikan Pendududuk
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2003-2023
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Sumber : BPS (diolah)
Dilthat dari tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten

Kepulauan Mentawai kurun waktu 20 tahun terakhir
menunjukkan tren peningkatan seperti pada jenjang pendidikan
D1-D2 mengalami peningkatan yaitu dari 0,36 persen di tahun
2003 meningkat menjadi 6,35 persen di tahun 2023.

Untuk jenjang pendidikan pendidikan 8S1/82/S3 juga
mengalami peningkatan, yaitu dari 0,46 persen pada tahun 2003
meningkat hingga tahun 2023 proporsi penduduk dengan jenjang
pendidikan S1/82 dan S3 mencapai 8,09 persen.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM})
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Pada tahun 2005 IPM -Kabupaten Kepulauan Mentawai
sebesar 67,4 mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi
sebesar 68,42. Pada tahun 2010 perhitungan IPM menggunakan
metode baru IPM yaitu merupakan angka komposit dari capaian
angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata lama sekolah
dan pengeluaran per Kkapita sehingga mengalami perubahan
mendasar pada besaran komposit IPM. Pada tahun 2010 IPM
Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 55,56 mengalami
peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2023 IPM Kabupaten
Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 63,13. Perkembangan
capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan
Mentawai yang setiap tahunnya mengalami peningkatan masih
berada di bawah capaian rata-rata IPM Propinsi Sumatera Barat.
Pencapaian IPM ini juga mengindikasikan adanya perbaikan yang
konsisten terhadap sektor pendidikan, ksehatan dan peningkatan
kualitas standar hidup yang layak bagi masyarakat.

2. Harapan lama Sekolah

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari
seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat yang dapat
teratasi. Permasalahan tersebut antara lain kemiskinan dan
pengangguran serta ketiadaan akses terhadap fasilitas pendidikan
dan kesehatan. Keberhasilan pembangunan manusia juga harus
dapat diukur. Berbagai ukuran pembangunan manusia telah

dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran
"
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seseorang maka kualitas hidup manusia akan semakin baik,
karena dengan ilmu pengetahuannya ia dapat mengelola dirinya
sendiri. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh para ahli
aliran klasik yang menganggap manusialah sebagai faktor
produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa.
Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber
daya manusianya (Smith, 1790). Pembangunan pendidikan
merupakan untuk membentuk modal manusia (human capital)
dalam pembangunan ekonomi yang tidak lain merupakan
investasi dalam jangka panjang.

Gambar 2.43
Perkembangan Indikator Harapan Lama Sekolah {Tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2023
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Sumber: BPS Kepulauan Mentawai
Tercapainya tujuan pembangunan bidang pendidikan, pada
gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas

penduduk, dimana pertumbuhan produktivitas penduduk tersebut
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merupakan motor penggerak (engine of growth) pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan penduduk itu sendiri.

Indikator Harapan Lama Sekolah kurun waktu 2010-2023
mengalami peningkatan, yaitu dari 10,84 tahun pada tahun 2010
meningkat menjadi 10,97 tahun pada tahun 2011. Peningkatan ini
cukup signifikan terjadi hingga tahun 2019 yaitu dengan nilai
Harapan Lama Sekolah sebesar 12,76 tahun. Hingga tahun 2023
peningkatan nilai Harapan Lama Sekolah sebesar 0,14 poin atau
dengan nilai 12,9 tahun. Angka tersebut berartinya ekspektasi
atau harapan masyarakat untuk mengeyam pendidikan di
Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah pada jenjang
SMA/sederajat.

3. Rata-Rata Lama Sekolah

Sejatinya pembangunan ekonomi daerah yang tumbuh positif
haruslah berbanding lurus pembangunan manusianya, melalui
Pendidikan maka mata rantai kesenjangan sosial, kemiskinan
dapat diputus dengan munculnya generasi yang berpendidikan
dan memiliki daya saing.

Pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial
masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan

diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
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Sumatera Barat. Capaian Propinsi Sumatera Barat (9,28 tahun
atau setara dengan kelas 8-9 SMP/sederajat) sedangkan capaian
rata-rata lama sekolah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar
7,76 tahun atau setara kelas 7 SMP/sederajat (seperti pada
Gambar 2.19).
4. Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar
kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional.
Asesmen Nasional adalah evaluasi yang diadakan oleh
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek) untuk meningkatkan kualitas pendidikan
berdasarkan input, proses, dan output pembelajaran di semua
institusi pendidikan. Kualitas institusi pendidikan diukur dari
hasil belajar siswa yang mencakup literasi, numerasi, dan
karakter, serta dari kualitas proses belajar-mengajar dan suasana
pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi
ini diperoleh melalui tiga instrumen utama: Asesmen Kompetensi
Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.
Salah satu pengukuran yang dilakukan adalah melihat
persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi
minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca
dan numerasi. Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar
yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi
merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis,

dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada
Y
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kemampuan literasi peserta didik jenjang pendidikan SD dan SMP
sehingga mampu lebih memaknai suatu narasi atau teks yang
dibaca/tertulis.

Perkembangan angka numerasi pada jenjang pendidikan SD
dan SMP juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya kurun
waktu 2021-2023. Pada jenjang pendidikan SD, angka numerasi
mengalami peningkatan dari 1,54 pada tahun 2021 menjadi 34,74
pada tahun 2023. begitu juga pada jenjang pendidikan SMP, angka
numerasi mengalami peningkatan dari 1,61 pada tahun 2021
meningkat menjadi sebesar 40,96 pada tahun 2023. Hal ini
menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan terhadap
kemampuan numerasi peserta didik baik pada jenjang pendidikan
SD maupun SMP sehingga lebih mampu memaknai dan memahami
bilangan atau angka yang disajikan yang dapat digunakan untuk
pemecahan masalah.

5. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang
Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang
berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas
penduduk dari segi pendidikan semakin baik. Pemerintah Daerah
kabupaten Kepulauan Mentawai sangat konsen terhadap
pentingnya  kualitas sumber daya manusia. Hal ini
diimplementasikan dengan berbagai beasiswa pendidikan yang

diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas
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daerah/masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas
sumber daya manusia semakin kuat.
6. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator untuk
melihat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang
produksi. Produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan
Mentawai kurun waktu 2005-2023 seperti pada gambar 2.47

menunjukkan tren peningkatan.

Gambar 2.47
Produktivitas Total Daerah (Rp Juta/tenaga kerja/tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023
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Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 produktivitas
tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 16,92
juta rupiah/kapita/tahun mengalami peningkatan hingga pada
tahun 2010 sebesar 20,67 juta rupiah/ Kapita/tahun. Begitu juga
dengan tahun 2011 produktivitas tenaga kerja Kabupaten

Kepulauan Mentawai sebesar 51,96 juta rupiah/ kapita/ tahun
]
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Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas
tenaga kerja, di antaranya seperti sikap kerja, tingkat ketrampilan,
hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan organisasi,
manajemen  produktivitas, efisiensi tenaga kerja dan
kewiraswastaanProduktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian
kehutanan dan perikanan serta rasio kewirausahaan di Kabupaten
Kepulauan Mentawai yang dapat dilihat pada Gambar 2.48
menunjukkan bahwa terjadi tren peningkatan antara kurun waktu
2016-2023. Untuk tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor
pertanian kehutanan dan perikanan pada tahun 2016 sebesar
Rp.136,4 juta/kapita mengalami peningkatan setiap tahunnya
hingga pada tahun 2023 tingkat produktivitas tenaga kerja pada
sektor pertanian kehutanan dan perikanan di Kabupaten
Kepulauan Mentawai sebesar Rp.199,1 juta/kapita.

8. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menéngah Tinggi

Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Relevansi pendidikan dengan dunia kerja merupakan salah
satu faktor yang menentukan kualitas SDM unggul. SDM unggul
yang mampu bersaing dengan negara lain dan mengelola sumber
daya alam sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi
dapat dihasilkan melalui pendidikan yang relevan dengan dunia
kerja. Ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan
salah satunya dilihat apakah lapangan pekerjaan yang tersedia

sudah berkesesuaian dengan tingkat pendidikan tenaga kerja atau
I
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bekerja di bidang keahlian menegah tinggi di Kabupaten
Kepulanan Mentawai mencapai angka sebesar 30,19 persen.
9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Salah satu faktor utama dalam pembangunan daerah adalah
tersedianya tenaga kerja yang handal dan memiliki daya saing.
Penguatan sumber daya manusia menjadi penting dalam
menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai.

TPAK diperiukan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah
angkatan kerja berbanding dengan penduduk usia kerja atau bisa
disebut dengan proporsi angkatan kerja pada penduduk usia kerja.
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK} Perempuan adalah persentase
perempuan yang bekerja atau aktif di pasar kerja dari total

perempuan yang masuk dalam kategori angkatan kerja.

Gambar 2.50
Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Kepulauan Mentawal, 2005-2023
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Indikasi bahwa komponen tersebut terpenuhi yaitu melalui
capaian Indeks Inovasi Daerah yang diperoleh oleh setiap
pemerintah daerah. Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai kurun waktu 2018-2023 mengalami pasang
surut, hal ini menjadi persoalan besar pada sumber daya manusia,
kompetensi dan komitmen setiap insan untuk melakukan
perubahan yang lebih baik. Pada tahun 2018 capaian Indeks
Inovasi Daerah Kabupaten Kepulaauan Mentawai dengan nilai 500
(kurang inovatif) lalu pada tahun 2020 dengan nilai 919 (inovatif)
dan pada tahun 2021 dengan perubahan pengukuran, Indeks
Inovasi Daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 32,53
atau dengan predikat inovatif dan pada tahun 2022 sebesar 40,19
atau dengan predikat inovatif. Namun, pada tahun 2023 Indeks
Inovasi Daerah Kabupaten Kepulaunan Mentawai mengalami
penurunan pencapaian yang drastis yaitu pada nilai 18,31 atau
dengan predikat kurang inovatif.

11. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indikator yang melihat gambaran secara utuh
pemberdayaan digital masyarakat dalam suatu daerah yaitu
Indeks Masyarakat Digital Indonesia. Indikator ini disusun
berdasarkan 3 aspek utama yaitu infrastruktur dan ekosistem,
keterampilan digital, pemberdayaan dan pekerjaan. Penilaian IMDI
ini baru dimulai sejak tahun 2022 hingga sekarang, untuk

Kabupaten Kepulauan Mentawai nilai IMDI tahun 2022 sebesar
i ]
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aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih,
ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan
jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya.
1. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang
kebutuhan pokok

Koefisien variasi merupakan indikator yang digunakan untuk
mengukur stabilitas harga antarwaktu maupun antarwilayah.
Koefisien variasi harga menggambarkan fluktuasi harga komoditas
di tingkat konsumen. KVH ini menunjukkan bahwa meskipun ada
keseragaman dalam beberapa aspek harga di wilayah Sumatera
Barat, variasi antar daerah masih cukup tinggi. Ini bisa
dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biaya transportasi,
distribusi barang, dan tingkat permintaan lokal. Koefisien variasi
harga komoditas pangan pokok strategis mengacu pada stabilitas
harga di tingkat konsumen. Target nilai koefisien variasi harga
komoditas pangan strategis nasional di tingkat konsumen untuk
tahun 2020 ditetapkan di bawah 10-30 persen. Untuk beberapa
komoditas tertentu, batas maksimalnya adalah Beras, jagung,
kedelai, gula pasir, dan daging sapi: maksimal 10 persen, Bawang
merah: maksimal 25% dan Cabai: maksimal 30 persen.
2. Persentase RT yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak

dan Terjangkau
Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat menjadi

salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah, selain itu
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memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau kurun
waktu 2018-2023 menunjukkan tren yang meningkat, yaitu dari
28,9 persen pada tahun 2018 mengalami peningkatan pada tahun
2023 menjadi sebesar 41,46 persen.
3. Persentase RT dengan Akses Sanitasi Aman

Pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat dalam
memperlancarkan aktivitas sosial dan ekonomi suatu daerah.
Ketersediaan sanitasi aman dan layak menjadi bagian penting
dalam pembangunan berkelanjutan. Adanya sanitasi yang layak

penting untuk menjaga kesehatan manusia dan lingkungannya.

Gambar 2.53
Perkembangan Indikator RT dengan Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023
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Proporsi akses rumah tangga terhadap sanitasi aman kurun
waktu 2014-2023 menunjukkan perbaikan dengan tren
peningkatan capaian. Capaian indikator rumah tangga dengan

akses sanitasi aman pada tahun 2014 capaiannya sebesar 21,81
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ulang sampah di karenakan belum adanya TPA/TPST. Meskipun
demikian tetap dilakukan edukasi dan penyadaran terhadap
masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik
untuk mendukung keberhasilan program pengelolaan sampah.
5. Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Layanan pengumpulan sampah adalah proses pemindahan
limbah padat dari tempat penggunaannya ke tempat pembuangan
atau pengolahan. Sampah dapat dikumpulkan ‘dari berbagai
sumber, kemudian diangkut ke tempat penampungan sementara
(TPS), pengolahan sampah antara (SPA atau ITF), atau langsung
ke tempat pemrosesan akhir (TPST). Pengelolaan sampah yang
baik dapat memberikan banyak manfaat, di antaranya seperti
mengurangi pencemaran lingkungan, Melestarikan sumber daya

alam, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Gambar 2.54
Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawal, 2014-2023
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Kabupaten Kepulauan Mentawai juga dikenal dengan
keanekaragaman hayati yang masih terpelihara ini terbukti masih
terdapatnya flora dan fauna endemik. Taman Nasional Siberut
(TNS) berada di Pulau Siberut dengan luas 190.500 ha dengan
sekitar 60 (enam puluh) persen kawasannya ditutupi oleh hutan
primer dipterocarpaceae, hutan primer campuran, rawa, hutan
pantai, dan hutan mangrove memiliki hutan yang relatif masih
alami dengan dominasi pohon-pohon besar yang tingginya
mencapai 60 meter dan kaya dengan flora dan fauna langka yang
endemik. Merujuk kepada SK Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023
tentang Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional menunjukkan
bahwa secara umum Provinsi Sumatera Barat belum terlampaui
status mutu airnya. Kabupaten Kepulauan Mentawai
menunjukkan bahwa seluruh wilayah Kabupaten belum
terlampaui status mutu airnya secara rinci dapat dilihat

sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2,30
Tipe Ekosistern Taman Nasional Siberut
No Tipe Ekosistem Jenis Flora yang Mendominasi
Hutan Primer dipterocarpus spp, shorea spp, vatica spp dan

Dmgtrocarpmeae hydnocarpus sp

hopea spp, palaqulum spp (sapotaceae) dan

2 | Hutan Primer Campuan dipterrocarpaceae dan fabaceae

Famili euphorbiaceae, mrysticaceae, dilleniaceae,

3 | Hutan Sekunder Didominasi tumbuhan pioneer seperti macaranga,

trema dan neolamarkis

4 | Hutan Rawa Air Tawar

Didominasi oleh terminalia phellocarpa dan flora
tanah dideminasi oleh alem, rotan dan pandan

5 | Hutan Manggrove rhizopora adalah genus utama dan tersebar luas
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peningkatan hingga pada tahun 2023 capaiannya sebesar 68,34

persen.

Gambar 2.55
Akses RT Terhadap Sumber Air Minum Aman
Kabupaten Kepulavan Mentawai, 2014-2023
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2.3.4 Daya Saing Iklim Berinvestasi

Daya saing investasi berkaitan dengan keunggulan kompetitif,
yaitu keadaan yang menunjukkan lebih dari yang lain. Dalam
konteks investasi, daya saing investasi dapat diartikan sebagai
upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik.
1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di
dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.
Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah

investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin
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2010-2023 yang relatif stagnan dan tidak mengalami peningkatan
yang signifikan di tahun 2023. Pada tahun 2010 share
Pembentukan Modal-Tetap Bruto terhadap PDRB sebesar 29,43
persen, mengalami peningkatan hingga tahun 2012 menjadi 31,99
persen. Namun mengalami penurunan hingga di tahun 2023 share
Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB sebesar 30,39
persen. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto kurun
waktu 2010-2023 yang relatif stagnan menunjukkan
pembangunan fisik sebagai bentuk investasi di Kabupaten
Kepulauan Mentawai belum secara masif berjalan.

2. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDRB
merupakan indikator penting yang mencerminkan keschatan
ekonomi suatu wilayah. Dengan memahami dan meningkatkan
kontribusi ekspor, suatu daerah dapat mendorong pertumbuhan

ekonominya secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Gambar 2.57
Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2023
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. Tabel 2.31
Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

No Jenis Kriminal 2019 2020 2021 2022 2023
1. | Jumlah kasus Narkoba 3 8 4 5 6
2. | Jumlah kasus Pembunuhan - - - - -
3, | Jumlah Kejahatan Seksual 2 7 14 18 15
4. | Jumlah kasus Penganiayaan 5 8 8 6 8
5. | Jumlah kasus Pencurian 10 25 20 13 17
6. | Jumlah kasus Penipuan S 12 5 6 5
7. Jumlah kasus Pemalsuan ) : } ) )
uang
8. g‘;{;‘:nag ;r‘,}f;i‘nmm‘“a’ 56 60 51 48 51
9, | Jumlah Penduduk §2.021 87.623 88.389 89.401 91.427
10. | Angka Kriminalitas (8)/(9) 2,72 6,96 5,76 5,36 5,6

Harapannya dengan panguatan forum komunikasi pimpinan

daerah dan seluruh unsur masyarakat menjaga ketertiban,
keamanan dan keharmonisan masyarakat.
4. Tingkat Partisipasi Pemilih

Partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan adalah
antara pemilu,

jawab  bersama penyelenggara

tanggung
pemerintah, partai politik dan segenap warga negara. Partisipasi
tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak, semua harus
bersatu padu menentukan strategi sesuai kapasitas masing-
masing. Penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala
daerah baik pemilihan gubernur/walikota dan pemiihan
bupati/wakil bupati yang telah berlangsung dalam kurun 20
tahun terakhir di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perkembangan
tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan

umum di Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat baik yaitu
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daerah dengan menganalisis dan menginterpretasikan data
penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tujuannya untuk
meningkatkan kualitas dan efektivitas pemerintahan daerah, serta
memberikan masukan untuk perbaikan dan pengembangan

kebijakan di tingkat daerah

Tabel 2.33
Pencapaian Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD}, 2018-2023

Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nilai Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan 2,79 NA NA ]Z':‘Ilb?liil 2,69 SDE;IDWﬁ,ri?
Pemerintahan Daerah

Sumber: Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawgi juga mengalami fluktuatif
pencapaian baik yang disebabkan oleh pihak dari luar yaitu
Kemendagri sebagai penilai penyelenggaraan pemerintahan daerah
maupun internal akibat belum kuatnya koordinasi lingkup
pemerintah daerah khususnya proses reviu dokumen. Pada tahun
2018 nilai EKPPD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 2,79
dengan predikat kinerja tinggi. Pada tahun 2019 dan 2020
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
Kabupaten Kepulauan Mentawai belum rilis dari Kemendagri.
Selanjutnya pada tahun 2021 nilai EKPPD Kabupaten Kepulauan
Mentawai tidak dinilai karena dokumen yang diajukan belum

dilakukan reviu oleh APIP daerah sehingga belum memenubhi

syarat untuk dilakukan penijlaian. Tahun 2022 nilai EKPPD
s P
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2021, meningkat pada tahun 2022 menjadi 58,95 namun pada

tahun 2023 sedikit menurun yaitu pada angka 57,43.

Tabel 2.34
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pengawasan
Kabupaten Kepulauan Mentawal, 202 1-2023

Indikator - 2021 2022 2023
Indeks Reformasi Hukum 58,63 58,95 57,43
Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 71,74 67,25 68,18
Indeks Persepsi Anti Korupsi 83,99 82,79 82,95

Sumber: Hasil Nilai Reformasi Birokrasi (diolah]

Begitu juga dengan indikator Survei Penilaian Integritas (SPI)
yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menunjukkan tren yang menurun, yaitu pada tahun 2021 Survei
Penilaian Integritas (SPI) di Kabupaten Kepulauan Mentawai
dengan angka 71,74 dan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)
mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu dengan nilai 67,25
dan sedikit mengalami peningkatan di tahun 2023 yaitu dengan
nilai 68,18.

3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Penyelenggaran pemerintahan di Kabupaten Kepulauan
Mentawai telah didukung oleh sistem teknologi informasi.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah mempunyai
website untuk publikasi dan komunikasi proses dan hasil-hasil
pembangunan. Untuk mendukung pengelolaan website telah
menggunakan jaringan komunikasi ASTINet (Access Service to

Internet).
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yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan
oleh pemerintah daerah. Pelayanan publik mencakup berbagai
aspek, termasuk kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber
daya manusia, sarana prasarana,’ sistem informasi pelayanan
publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. Dalam
menjalankan tugasnya, penyelenggara pelayanan publik harus
memastikan efisiensi, efektivitas, Kkecepatan, kualitas, dan

kepuasan masyarakat.

Gambar 2.69
Perkembangan Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

3.46
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Sumber : Nilai RB (Kemenpan-RB)
Penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan

Mentawai telah berjalan dan dirasakan oleh masyarakat baik pada
sektor pendidikan, kesehatan, dan kependudukan. Pengukuran
kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten
Kepulauan Mentawai telah dinilai dalam kurun waktun 5 tahun

terakhir oleh Kemenpan RB.
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Evaluasi Pencapaian RPJPD Kabupaten Kepul

Tabel 2.35

auan Mentawai Periode Tahun 2005-2025

Data Capaian | Target Capaian k ealisasi Cap aiaﬁ ~ Faktor-Faktor yang mempengaruhi Cepaian Hinerja, -
Pcriodes:}s_if visi/ Tujuan/ indikator pada Awal pada Alhir pada Akhir Kinerja RPIFD Keterangan
Misi sasaran Tehun Tahun Periode RPJFD Faktor P ba Faktor Penduku
Perencangan Perencanaan enghambat or Pendukung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
_ PERIODESAS] 2005-2010
Visi: “Menjadi Kabupaten Maritim yang Terkemuka di Pantai Barat Sumatera 20257
Misi 13 Tujuan 1.1
Mewujudkan Meningkatnya kualitas R
Kehadiran pelayanan publik yang )
Pemerintah dalam | prima - -
Tata Pemerintahan -3
yang Bersih,
Bfektif dan =
Terpercaya
Sasaran 1.1.1 ASN sarjana 552 orang 2,237 Orang 884 Orang 41,5% Faktor usia yang relatil Relauitmen CPNS .
Meningkatnya kualitas tidak muda pada | sudah mengutamakan -
sumber daya aparatur umumnpya fidak mau | tamatan minimal
melanjutkan jenjang | sarjana {S1)
pendidikan ke tingkat _
sariana s
Sasaran 1.1.2 Komposisi jabatan 260 300 ] 275 jabatan 91,7% Masih kurangnya jumlah | Adanya penambahan | Perlu diberlakukan .
Meningkatkan | sesuai dengan jabatan jabatan - sesuai PNS yang memiliki disiplin OPD sesuai Perda No 8 | merit sistem . }‘?»
profesionalisme aparatur kompetensif sesuai sesual ilmu sesual dengan | Tahun 2016 tentang 1+ :
pemerintah keahliannya rencana kebutuhan | Pembentukan dan
jabatan Susunan D
Sasaran 1.1.2 Penerapan Standar 50% 60% 55% 91,67% Masih rendahnya | Terbitnya regulasi
Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Minimal cemahaman dan | teknis oleh kementerian
Publik {SPM) komitmen kepala OPD | dan evaluasi APBD
terkait untuk penerapan | setiap tahunnya untuk
SPM menguatkan penerapan
SPM di daerah
Tujuan 2.1
Meningkatkan tata kelola
pernerintahan yang bersih,
efektif dan cfisien
Sasaran 2.1.1 Penyusunan Tidak Tepat Tidak Tepat 0% Belum ndanya persamaan | Fasiitasi  peayusunan .
Meningkatnya kualitas REKFD, RPJMD Tepat Waktu Waktu persepsi dalam penerapan | percricanaan
canaar, tepat waktu Waktu Permendagri 54 Tahun | pembangunan dengan
2010 terbitnya Permendogri

gendalian dan
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Data Capaian | Target Capaian R ea].isﬁesi Capai : Foktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja
Periodesnsi/ Visi/ Tujuan/ Indikator pada Awal pada Akhir pada Akhi iy ' RPJPD Ke
Misi sasaran, Takiun _ Tahun Periode RPJI?D Faktor Penghambat Faktor Pendukun| we
Perencangan Perencanaarn B
1 2 3 4 5 i) 7 8 9 10
Pembangunan ® Tersedianya anggaran
kesehatan belum efelif. memadai untuk
e Akses masyarakat bidang Keschatan
terhadap fasilitas sebagai isu strategis
pelayanan kesehatan
masih rendah.
Sasaran 2.1.3 Angka  Kesalditan 15% 14% 16,02% 103,7% Belum maksimalnya | Semakin glathya
Meningkatnya perilaku {Morbiditas) advokasi dan kampanye pembangunan
hidup bersih dan sehat . PHBS infrastruktur air bersih
- * - dan PSU  kawasan
- > permukiman
Tujuan 3.1
Meningkatkan jati diri dan
kebanggaan schagai
masvarakal Mentawai.
Sasaran 3.1.1 Persentase  Porsi 10% 15% 12% 50% Masih rendshnya | Tata kelola
Peningkalan peran Sera usulan masyarakat keikutsertaan masyarakai pemerintahan yang
masyarakat dalam | dalam APBD dalam percncanaan | semakin transparan
pembangunan pembangunan membuka alkses seluas~
luasnya bagi
masyarakat untuk
* : Je terlibat dalam
perencanaan
pembangunan _
Sasaran 3.1.2 Jumlsh organisasi 4 Organisasi 4 organisasi 3 organisasi 75% Partisipasi dan peran aktf Terbukanya operasional
Meningkatnya prestasi | pemuda yang aktif pemuda masih rendab pengelolaan organisasi
enerasi muda melaluf hibah daerah
Tujuan 4.1
Meningkatkan
produktifitas tenaga kerja
Sasaran 4.1.1 Jumlah wirausaha | 50 wirausaha | 250 wirausaha 150 60% Masih rendahnyn | sumber daya alam yang
Meningkatkan yang tumbuh wirausaha ketahanan masyarakat melimpah dan  akses
mentalitas/etos kerja untuk berusaha perbankan yang relatif
masyarakat _ mudah
Sasaran 4.1.2 Indeks Inavasi Tidak ada Inovatif Tidak 0% sDM tckmologi  rendah, Iamlusan PNS sudah
Pembangunan sistem | Daerah dinilai Inovatif dan Sarona  telmologi | mayoritas sarjana
inovasi_daerah rendah
Tujuan 5.1 ., -
Terkendalinya Laju
Urbanisasi_
Pengendalinn laju_| Jumlah K n 1 kawasan ik an 0 kawasan Q% \ Infrastruktur ckonomi | Potensi sumber daya
/ I
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Data Capaian Target Capaian Realisasi Capaian ! Faktor-Faktar yang mempengaruhi Capalan Kinerja
Periodesasif Visif Tujuan/ trdik pada Awal pada Akhir o AL E . RPJPD K
Misi sasaran ndixater Tahun Tabun pada Akhiy Kinerja i clerangan
e e 1 Prrencanaan Perencanaan Feriode . RPJ[:D lf'akjﬁmmfnt Fakter Pendukung
R S 2 o SV S (SO SN IO SR RS- T S SO Y M 9 ' 10
lestari ' masyarokat aclat berdasarkan klan/suku
_ sejak dabulu kala
Basaran 2.1.2 Tahura yang 0 Tahura 0 Tahura 0 Tahura 0% B2% Kabupaten | Satwa endemik dan
Perlindungan ekosistern | dibentulk Kepulauan Mentawai | hutan primer  yangm
secara berkelanjutan merupakan kawasan | asih tersedia menjadi
hutann  sehingpa  sudah | potensi dalam
terlindungi pembentukan Tahura
Tujuan 3.1
Meningkatkan investasi
daerah
Basaran 3.1.1 Nilai investasi yang 40 Miliar S0 Miliar 30 Miliar 650% Infrastruktur ekonomi | Potensi investasi sektor
Peninglatan investasi | masuk ke Ruplah Rupizh Rupiah yang masih sangat | ekonomi sangat -
swasta pada sekinr- sektor | Mentawal terbatas sehinpga variabel | menjanijikan
produktif cost [biaya) bagi calon
investor menjadi -
I e R — pertimbangan
Sasoran 3,1.2 Alokasi APBD 32% 35% % 91,42% Letak  geografis  Kep. | Fokus  pembangunan
Peninglatan Investasi | untuk belanja Mentawal yang kepulavan | masih pada
pemeriniah untuk | modal diatas 40% dengan sebaran penduduk | infrastruktur pelayanan
prlayanan dasar yang tdak dalam satu | dasar
kawasan membutuhkan
investnsi  dan  alakasi
- N N ! N SO _ S - | betenja yang cukup besar | _ e
hliai 4: Tujuan 1.1
LMewujndian Terciptanya  pemcrataan
Pemeralan pembangunran dan
Pembangunran pengembangan wilayah
yang  Berkeadilin | yang terencana,
fesuai Daya | tcrintegrasi dan berbasis
Dukung dan | miligasi bencana
Fungsi Ruacg . - . I N . I
Sasaran 1.1.1 7 Mersentase Jalan 15,11% 137% 11,77% °5,92% Fehim memadai jaringan | Program unggulan
Pembanginan mantap jalan  yang terzedia  di | Trans Mentawnj
inlrastruktur dan Kabupaten Kepulauan
pembangunan sclurub Meantawai
swektor yang merata
terkoneksi dan terintegrasi
di setiap pufau berbasis
= - ... | mitigasi bencana -
Sasaran 1.1.2 Cakupzn  lsyanon 50U 60% 5% 91,66% Belum memadainya | Program prioritns untuk
Terciptanys hubungan | transporiasi infrastrulctur  transportasi | konektivitas wilaynh
__ 1 dan  keterkaitan  antera | o L _ _ o L baik daral maupun laut antar pulau

- e ———t T T Lis T
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Data Capalan Tarpet Capainn Realisasi Capaian Fakior-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja
Pericdesasi Visif Tujuanf e rada Awal pada Akhir A Atelr pal RBJPD
Mist SRRATAN Incilator Tahun Tahun pada Akhir Kimega - E Keterangan
) ) i o ! Perepcanaan Ferencanaag Periodr _EP_JPD ) El-:tnr_P_en%han.:ha'l Fﬁmr.l’endukung
[ SO - SO B T IR T S - R - S 9 10
Visi: “Menjad! Kubupaten Maritim yang Terkemuka di Pantai Barat Sumatera 2025*
Misi 1: Tujuan 1.1
Mewunjudkan Meningkataya kualitas
Kehadiran pelayanan publik yang
Pemerintah dalam | prima
Tata Pemerintohan
yang Bersih,
Efektif dan
Terpercaya
Sasaran 1.1.1 ASN sarjana 2237 2.664 1.106 41,5% Faktor usia yang relatif | Rekruitmen CFNS
Meningkatnya kualitas tidak mudn pada | sudah mengutamakan
sumber daya aparatur wmnumnyn  tidak  mAu | tamatan minimal
melanjutkan jenjang | sarjana (S1)
pendidikan ke tingkat
- B _ e o e b | sarjama - :
Sasmran 1.1.2 Kormposisi jabatan 330 Jabatan 310 jehatan 93,93% Masih kurangnya jumlab | Adanya  penambahan | Perlu diberlakukan
Meninplatkan srsuni dengan aoo sesnal sesuai PNS yaog memiliki disiplin | OPD sesuai Perda No 8 | merit sistem
prefesicn=lisme aparatur kompetensif jabntan flmu sesuai dengan | Tahun 2016 tfentang
percerintah keahliannya sesuai rencana kebutuhen | Pembentukan dan
. R » R I . iR _ _ . I I jabatan Susunan FD
Sasaran 1.1.3 Penerapan Standar 60% 80%, 7% 93,75% Marih rendaihinya | Terbitnya repgulasi
Meningkatnya Pelayinam Pelayanan Minimul cemahaman dan | teknis oleh kementerian
Publik [SPM) komitmen kepala OPD | dam  evaluasi  APBD
serkalt untulk  penerapan | sctiap tahunnya untuk
am menguatkan panerapan
L I o I S e o — _ SPM di dasrah _
Tujuan 2.1
Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang bersih,
~ efektif dan efisien _ e L ) I B
Sasarn2 11 Penyuz.nar Troa* Tepnt Tirtnlk ¥ Selum odanya pereamaszn | Fasiitasi  penyusunan
Meninsleatmya lanlitas REPD, REJND Wnkin Wakiu Tepat persepsi dalnm penerapan | perencanaan
PEFCNITANIAN, trpat wektu Waltu Permendagri 51 Tahun | pembangunan  dengan
pengendalian dan 2010 terbitnya  Permendagri
pengawasan No. B6 Tahun 2017
L _pembanpunan U — e . — o semakin membaik
Sasaran 2 1.2 Rezniasi yang 15 Perda 16 Perda 15 Peptn 43,75% Harmonisasi antara | kemampuan raperda
Meningkatnya sinergitas diterbitkan legislatif dan  eksekutif | inisitif DPRD banyak
tata kelola pemetintahan masibh rendak menanglap isu-isu
. ] R _ . . N I S strategs.
Tujuan 3.1 _ _ R _ I o
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Data Capaian | Tarpet Capaian Reahzasi Cabai Fakior-Fokter yang mempengaruhi Capéaian Kincrla
Periodeszsi/ Visif Tujuan/ Yk pada Awal pada Akhir st apaian RPJPD
- ndikator pada Akhis Hinesja  =—- - ——r Keteropgan
Misd raxaran Tahun Tahun Feriode RPJTD Faktar Pefighambat Faktor Pendukus
I S ) Perencanaan Perencanaan s " _ Atar Penghanhal s em e
I T R R I < S I .5 __ 1. __6 _ |- 7 __ 3. ____. D 9_ 10
dan PS5U  kawasan
e _ _ permukiman
Tujuan 3,1
Meningkatkan jati diri dan
kebanggaan sebagai
masyarakat Mentawai
Sasaran 3.1.1 Persentase  Porsi 15% 30% 18% 60% Masih rendahnya | Tata kelola
Peningkatan peran serta | usulan masyarakat keikutsertaan masyarakat | pemerintahan yang
masyarakat dalam | dalam APBD dalam persncanaan | semakin transparan
pembangunan pembanpunan membuka akses scluas-
luasnya bagi
masyarakat untuk
terlibat dalam
percncanaan
] — pembangunan
Sasaran 3.1 2 Jumlah orpanisast 1 erganisasi 5 organisasi 4 prganisasi BO%. Partisipas) dan peran aktif | Terbukanya operasional
Meninglatnya prestasi | pemuda yang aktif pemuda masih rendahy pengelolaan  organisasi
penerasi muda melalui hibah dacrah
Tujuan 4.1
Meningkatkun
_ . | produktifitns tenaga keein | ____ N - -
Sagaran £ .1 Jumish siraussha | 250 wizusahe | 030 wirausabo 200 BO% Musih rendahnys | sumber daya alam yang
Moningkotiar yung mumbul wirnusaha ketabanan masyarakat | mclinpah  dan  akses
mmentalilas/ctos kerju untuk be rusaba perbankan yang relatil
. _ | masyuwrakal . o mudah
. Sagnl.n. 4,12 Trerlchs, Tt s Iiovatil Ingwvatif Tiduk nss SDM  twehnologi rendai, | Lulusan PNS sudah
Pembangunan sistem | Daerah Inowatif dan  Sarann feknologl | mayoritas sarjana
. . inovasi doerah - T P I . rendah
Tujuen 3.1
Terkendalinya Laju
Lju v odah Raveasan 3 Lawiasan T e tan 0 L aioatad Gl Lalvasilchiac chkuntoini | Potensi  sumber  daya
ehonemi  Jdi desa yang beliin: memadai alam yang beriimpah
. ~ yang dibangtise _ _ P N _ L _
Misi 3 Tujuan 1.1
Meningkatkan Tercapoinya pertumbuhan
Perckonomian ekonom! yang tinggi don
Masyurukal transformasi slruktur
Berdasarkan perekonomian
Keunggulan
Komparatif  dan
|_Kempetitil i e - .- __ _
- eE s e & _— I— plk - - - ""_.___ - - - m————— T = e —— T - e T T LT T S
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T IMata Capalan | Tarpet Capaian Renhisasi Capaian Fakier-Foktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja
Periodesas/ Visi/ Tujuan/ 1ndiiator padta Awal padaAkhir | SWPRR | RREY L ___ RpJrD Keterangan
Mist snsamn Tahun Tahun Feriodn RP.ITD Faktot Penghambat Faktor Pendukun
. . _ __ __ _! perencanann | Perencanaan | _Er’ : o aktor Tengnambal 4 Tastor fendu E
1 SR S SO SN SO SN N—— 6. 7 ol 8 b9 | 10
Sasaran 3.1.1 Niln investasi yang 50 Milinr 60 Miliar 55 Millar 91,67 infrastrukiur ekonomi | Potensi investasi sckior
Peningkatan investasi | masuk ke Rupiah Rupiah Rupiah yang masih sangat | ekonemi sangat
swasta pada sektor- sektor | Mentawai terbatas schingga variabel | menjanjikan
produktif cost (blaya) bagi calon
investor menjadi
pertimbangan
Sasaran 3.1.2 Alokasi APBD 35% 40% 38% 95% Letak  geogrofis  Kep, | Fokus  pembangunan
Peningkatan investasi | untuk belanja Mentawai yang kepulauan | masih pada
pemerintah untuk | modal diatas 40% dengan scbaran penduduk | infrastrulktur pelayanan
pelayanan dasar yang tidak dalam satu | dasar
kawasan membutuhkan
investasi dan  alokasi
e _ N belanja yang cukup besar
Misi 4 Tujuan 1.1
Mewujudkan Terciptanya  pemerataon
Premeratonn pembangunan dan
Prmbangunan pengembangan wilayah
vang Berkeadilan | yang terencana,
Sesual Daya | terintegrasi dan berbasis
Dukuing dan | mitigasi bencana
_Fungsi Ruang R I - - — - e — —
Sasurin 111 Peretr*ase  jalon 13 18"% 11,21 43,39% Belum mcemndal jaringan | Program unggulan
Pembnzuinan mantap jalan  yung tersefa di | Trans Mentawai
infrastriktur dan’ Habupatcn Kepulauan
prmbangunan selurub Mentawal
srkior yonn meratn
terkoneksi dan terintegrosi
di setinp pulau berbasis
.- _ _) mitigasj bencana - - . N . - ——— e e e =
Sasaran 11 2 Cakupan  layanan ens 0% 05% 90,85 Gelum memadzainya | Program priaritas untuk
Terciplushiya hnbunpgan | transportasi infrastruktur transporlasi | konektivitas wilayah
crlan ketrrkaitan antaon baik Anpe asnpun laut antar pulan
Lkawasan perkotaan  dan
kawasan perdesaan yang
sedang  menguntungkan
melalui pcngembarngan
wilayah
Tujuan 2.1
Menurunhya tingkat
kemiskinan o _ o o L L . R
1 Sasaran T 1.1 o Prreentase 1 in% 14% _16,62% ~ 0027 ) Tntegrasi_ program belum | Komitmen pengentasan
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Data Capaian Target Capaian o . Fakior-Faktor yang meripengaruhi Capaian Kinerja
Periodesasi) Visif Tujuan/ fndikato: pada Awal pada Akhit R;‘f”fﬁf_‘i_ ‘Ig‘m[“j‘ " RrmrD Keterangan
Misi waRaran nalkate: Tahun Tahun Paua AsGIT neza . . i &
Perencanaan Puerencanaan Periode INLHN] Faktor Penghambat Falctor Pendukung
. TR SRR I R NI S .5 |6 ___ kT _|__ _ _8 I 9 10
Sasaran 1.1.1 ASN sarjann 2,664 2.520 1.329 56,7 % Fuktor usia yang relatif | Rekruitmen CPNS
Meningkatnya kualitas tidak muda pada | sudah mengutamakan
sumber daya aparatur umumnya tidak mau | tamatan minimal
melanjutkan jenjang | sarjana [S1)
pendidikan ke  tingkat
o satjana
Sasaran 1 1.2 Komposisi jaboatrn 230 Jabatan 310 400 jabatan 117,6% Masih kurangnyn jumlah | Adanya  pennmbahan | Perlu diberlakukan
Meningkatkan sesun dengan sesuai jabatan sesuai PNS yanpg memiiki disiplin | OPD sesual Perda No 8 | merit sistem
profesionalisme aparatur kompetensif sesual iltnu scsuai dengan | Tahun 2016 tentang
pemerintah keahliannya rencana kebutuhan | Pembentukan dan
e . jabatan Susunan PD
Sasaran 1.1.3 Pencrapan Standar B0% 100% B86,2% 86,02% Masih rendahnyn | Terbitnya regulasi
Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Minimal oemahaman dan | teknis oleh kementerian
Publik {SPMY) komitmen kepala OPD | dan evaluasi APED
terkait untuk penerapan | sctzp tahunnya untuk
SPrM menguatkan pencrapan
| . R I T N SPM di daerah
Tujuanr 2.1
Meningkatkan tata kelola
petnerinlahan yang bersih,
efektif dan efisien | o i T I .
Sasaran 2.1 1 Peryusunan Tepul Tepat Tepral Tercapal Belun; adanya persaunazn | Fasiitasi penyusunan
Menip gainya kualias RKPD, RIOJLTD Waktu Wakiu Weltn pursepsi dalam pencrapan | percnranasn
PETENTRNB AL, tepat waktn Permendagri 4 Tzhun | pembanguian  dengan
pengendalian dan 2010 terbitnya  Permentdage
progawasan No. 86 Tahun 2017
- ~ _! pembangunan _ _ . e R N I D . semakin membaik
Sngaran 7.1 7 yarg 16 Perda 12 Perda 15 Do 83,3% Yarmonisosi autnrn | kemompuan  ruperda
Meringkatnya sinergitas dilerbitkan legisltif  dan  eksekulif | inisitif DPRD  banyak
1ata kelola pemerintalian mazil rendaly, menangkap iyu-isu
E strategis. L
Tujuan 3.1
Tervwujidnya yanp
~akuntabel dan berkinerja . B _ I . B
Susuran 3.1.1 Nilew Opiui WTP WTP WTiE 0otk Rendohnyn pemahamanan | Adanya keingindan dan
Meningkatnya Keuangan i} B B3 PNS terhodap administrasi | komitmen  yang  kuat
alountabilites kinerja Nilai Sakip pertangpungjawaban untuk berubah
. e __ | pemenintah oo —_. | _ i keuanpan daerah
Misi 2: Tujuan 1.1
KMewujurdian Meningkalkan kualitas
Masyarakat yang | sumber daya manusia
i Maju, _ Schat, | herbasis pengetahuan dan R S - I
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Data Capaian | Target Capaian Realisasi Capalan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinctja
Periodc:{q?_i; Visi/ Tujuan/ tndikator pada Awal pada Akhir poda Akhir wﬂma RPJPD Keterangan
st sasaran Tahun Tahun Periode RPJFD Faktor Pe: bat Faktor Penduku
Peiencananan Perencanaan T Penghamba v Pendukung
1 . 2 3 4 5 6 7 B 9 10
pembangunan pembangunan membuka akses seluas-
luasnya bagi
masyarakat untuk
terlibat dalam
perencanaan
pembangunan
Sasaran 3.1.2 Jumlah organisasi 5 orpanisnsi 9 Organisasi 4 Organisasi 44,4% Partisipasi dan peran aktif | Terbukanya operasional
Meningkatnya prestasi | pemuda yang aktif pemuda mesih rendah pengelolaan organisasi
generasi muda melalui hibah dacrah
Tujuan 4.1
Meningkatkan
produktifitas tenaga kerja
Sasaran 4.1.1 Jumlah wirausaha | 250 wirausaha | 250 wirausaha 220 BB% Masih rendshnya | sumber daya alam yang
Meningkatkan yang tumbuh wirausaha ketahanan masyarakat | melimpah dan akses
mentalitasfetos kerja untuk berusaha perbankan yang relatif
o masyarakat mudah
Sasaran 4,1.2 indeks Inovasi Inovatif Inovatif Inovatif 100% SDM teknologi rendah, | Lulusan PNS  sudah
Pembangunan sistern | Daerah dan Sarana teknologi | mayoritas sarjana
I inovasi daerah rendah
Tujuan 5.1
Terkendalinya Laju
Urbanisasi
Pengendalian laju | Jumlah kawasan 4 kawasan 5 kawasan 1 kawasan 20% Infrastruktur ekonomj | Potensi sumber daya
urbanijansi ekonomt di desa yang belum memadai alam yang berlimpah
yang dibangun
Misi 3: Tujuan 1.1
Meningkatkan Tercapainya perfumbuhan
Ferekonomian ekonomi yang tinggi dan
Masyarakot transformasi struktuar
Berdasarkan perekanomian
Keunggulan
Kemparatif  dan
Kompetitif
Berbasis Maritim
yang
Berkelanjutan
Sasaran 1.1.1 Share sektor 1% 1,5% 0,76% 50,66% Infrastrulctur ekpnpmi | Potensi sumber daya
Pengelolaan pariwisata | pariwisata pariwisata yang belum | alam pariwisata yang
berkelas dunia {erhadap PDRB memadai besar untuk
dikembangkan
Sasaran 1.1.2 Share scktor 48% 45% 48,65% 92,49% Infrastruktur ekonomi | Potensi sumber daya
Pengpelolaan Pertanian | pertanian terhodap sektor pertanian _yang | alam pertanian vang
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Data Capalan | Target Capaian R eal.isési Capaian Faltor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja
Periodesasi/ Visi/ Tujuan/ Indikator pada Awal pada Akhir padta Akhir e a RPJFD Keterangan
Misi sasaran Tahun Tahun Periode RPJPD Falctor Penghambat Faktor Pendukun,
. I . .| Perencanaan_ | Perencanaan _ ngham rrendu g
1 3 4 S 6 7 8 9 10
pelayanon dasar yang tidak dalam satu | dasar
kawasan membutuhkan
investasi dan  alokasi
belanja yang cukup besar
Misi 4: Tujuan 1.1
Mewujudkan Terciptanya  pemerataan
Pemerataan pembangunan dan
Pembangunan pengembangan wilaynh
yang Berkeadilan | yang terencana,
Sesual Daya | terintegrasi dan berbasis
Dukung dan | mitigasi bencana
Fungsi Ruang
Sasaran 1.1.1 Persentase  jalan 18% 20% 14,89% 74,45% Belum memadai jaringan | Program unggulan
Pembangunan meantap jalan yang tersedia di | Trans Mentawai
infrastruktur dan Kabupaten Kepulauan
pembangunan seluruh Mentawai
sektor yang merata
terkoneksi dan terintegrasi
di setiap pulaz berbasis
mitignsi bencana
Sasaran 1.1.2 Cokupan layanan 0% 80% 80% 100% Belum memadainya | Program prioritas untuk
Terciptanya hubungan | transportasi infrastruktur transportasi | konektivitas wilayah
dan keterkaitan antara baik darat maupun laut antar pulau
kawasan perkotaan dan
kawasan perdesasn yang
sedang  menguntungkan
melalui pengembangan
wilayah
“Tujuan 2.1
Menurunnya tingkat
| . _ _| kemiskinan o
Sasaran 2.1.1 Persentase 14% 12% 13,97% 33,62% Integrasi program belum | Komitmen pengentasan
Peningkaton  Pendidikan | penduduk miskin padu, data sasaran | kemiskinan sangat kuat
dan layanan kesehatan masyarakat miskin belum
| . bagi masyarakat miskin R B updatc
Sasaran 2.1.2 Tinglkat 4% 2% 3,98% 50,25% Secara umum  pekerjn | Lebih dari 50 persen
Membula lapangan | Pengangguran disektor pertanian masih | masyarakat Mentawai
pekerjaan bagi masyarakat | Terbuka {TPT) berailat subsisten | hidup pada sektor
miskin sehingga belum | primer
memberikon nilai tambah
terhadap ekonomi

e — e —
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" ) Data Capalan | Target Capaian Realisasi Capaian Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja
Penodc;ai.:;f visi/ z:ig?:r{ Indikator pa:;i;.:\l:al pa?:hhk:ur pada Akhir Kinerja RPJFD Keterangan
I ! perencansan | per m_c:mn | Periode RPJFD Faktor Penghambat Faktor Pendukung
- ' 4 5 6 7 B 9 10
profesicnalisme aparatur kompetenst/f sesuai jlmu sesuai dengan | Tahun 2016 tentang
pemerintah keahliannya rencana kebutuhan | Pembentukan dan
jabatan Susunan PD
Sasaran 1.1.3 Pencrapan Standar 100% 100% 83,4% 83,40% Masih rendahnya | Terbitnya regulasi
Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Minimal cemahaman dan | teknis oleh kementerian
Publik (SFM) komitmen kepala OPD | dan evaluasi APBD
terkait untuk penerapan | setiap tahunnya untuk
SPM menguatltan penerapan
SPM di daerah
Tujuan 2.1
Meningkatkan tata lkelola
pemerintahan yang bersih,
efektif dan efisien
Sasaran 2.1.1 Penyusunan Tepat Tepat Tepat 100% Belum adanya persamaan | Fasiitasi penyusunan
Meningkatnya kualitas RKPD, RPJMD Waktn Waktix Waktu persepsi dalam pencrapan | perencanasan
perencanaan, tepat waktu Permendagri 54 Tahun | pembangunan dengan
pengendalian dan 2010 terbitnya Permendagri
pengawasan No. B6 Tahun 2017
pembangunan semakin membaik
Sasaran 2,1.2 Regulasi yang 18 Perda 20 Perda 14 perda FQ% Harmonisasi antara | kemampuan raperda
Meningkatnyn sinergitas diterbitkan legislatif dan eksekutif | jnisitif DPRD banysk
tata kelola pemerintahan masih rendah. menangkep isu-lsu
—_— . N I o . strategis.-
‘Tujuan 3.1
Terwujudnya yang
___ . ___| akuntabel dan berkinerjn
Sasaran 3.1.1 Nilai Opini ‘WTP WTF WTP 100% Rendahnya pemahamanan | Adanya keingindan dan
Meninglutnya Keuvangan B B B PNS terhadap administrasi | komitmen yang kuat
akuntabilitas kinerja Nilai Sakip pertangpunpgjawaban untuk berubah
o ___ | pemerintah e keuangan dacrah
Misi 2: Tujuan 1.1
Mewujudkan Meningkatkan kualitas
Masyarakal yang | sumber daya manusia
Maju, Sehat, | berbasis pengetahuan dan
Berbudayn, teknologi
Berbasis Nimu
Pengetahuan dan
Teknelogl
Sasarsn 1.1.1 Rata lama sekolah 7,5 tahun 8 talun 7,76 tahun 105,43% Aksesibiltas antar desa | Program wajib belajar 9
Meningkatnya (metode baru) |metode baru} [metode yang belum memadai | tahun dan gratis
aksesibilitas dan kualitas baru) menyebabkan banyak | menjadi program
layanan pendidikan yang tidak bersekolah dan | unggulan dalam upaya

e i =

wT

= 1T
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Data Capaian

Target Capaian

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja

Periodesas Visi/ Tujuan/ rdikator pada Awal pada Akhir p‘:ﬁ’ﬁ‘;’;r ‘?(”;fl:i?;‘ —_RPJPD Keterangan
s sasaran Tahun Tahun Periode RPJPD Faktor Penghambat Faktor Pendulun,;
o o . o ___|_Perepcanaan | _Ferencanaan - i ¢ L g
1 .3 4 .5 6 7 8 g 10
generasi muda melalui hibah daerah
Tujuan 4.1
Meningkatkan
produktifitas tenaga kerja
Sasaran 4.1.1 Jumlah wirausaha | 250 wirausaha | 250 wirausaha 200 80% Masih rendahnya | sumber daya alam yang
Meningkatkan yang tumbuh wirausaha ketahanan masyarakat | melimpah dan akses
mentalitasfetos kerja untuk berusaha perbankan yang relatif
masyarakat mudah
Sasaran 4,1.2 Indeks Inovasi Inovatif Sangat Inovatif Inovatif 80% SDM teknologi rendah, | Lulusan PNS  sudah
Pembangunan gistern | Daerah dan Sarana teknolegl | mayoritas sarjana
inovasi daerah rendah
Tujuan 5.1
Terkendalinya Laju
Urbanisasi
Pengendalian laju | Jumlah kawasan 5 kawasan 6 kawasan 2 kawasan 33,3% Infrastruktur ekonomi | Potensi sumber daya
wurbanisasi ckonomi di desa yang belum memadai nlam yang berlimpah
yang dibangun
Misi 3: Tujuan 1.1
Meningkatkan Tercapainya pertumbuhan
Perekonominn ekonomi yang tinggi den
Masyarakot transformasi struktuy
Berdasarkan perckenomian
Keunggulan
Komparatif dan
Kompetitif
Berbasls Maritim
yang
Berkelanjutan
Sasaran 1.1.1 Share ackior 1,5% 2% 0,84%% 42 5% Infrostruktur ckenpml | Potensi sumber  daya
Pengelolaan pariwisala | pariwisata pariwisata  yang belum | alam pariwisata yang
berkelas dunia terhadap PDRB mematlai besar untuk
1 . dikembangkan
Sasaran 1.1.2 Share zehtor 15% 40% 48,01% 83,31% Infrastnuktur ekonomi | Potensi sumber daya
Pungelolawn Pertanian | pertanian terhadap sekior  pertenian  yang | alam pertanian  yang
terpadu FDRB helum memadai besar untuk
N o - L o } dikembangkan
Sasaran 1.1.3 Share scktor 18% 20% 16,26% 81,3% Infrastruktur ekonoml | Potensi sumber daya
Pengelolaan Sumber daya | pedkanan/ scktor perikapan yang | alam perikanan yang
laut kelautan terhadap belum memadai besar untuk
PDRB dikembangkan
Susaran 1.1.4 Share sektor 16% 20°% 24555 12,4% Belum padunya kensep y Potensi komoditas
o Pembangunan industri_|_industd hilirisasi | unpgulan sektor primer

integrasif

| S
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. Datn Capaian | Target Capaian Realisasi Capalan Faktor-Fakior yang mempengaruhi Capalan Kinerja
Pcriudesa}s_i! Visif Tujuanf Indikator pada Awal pada Akhir pada Akhir Kincrja o . Rl_’JPD . Keterangan
Misi sasaran Tahun Tahun Periode RPJPD Faktor Penghambat Faktor Pendukung
e e el @ e .| Perencanaan i Percmcamaan | U L : P
o . . . 4 5. 7 8 9 10
yang Berkeadilan | yang terencana,
Sesuai Daya | terintegrasi dan berbasis
Dukung dan | mitigasi bencana
Fungsi Ruang
Sasaran 1.1.1 Persentase  jalan 20% 25% 15,63% 62,52% Belum memadai jaringan | Program unggulan
Pembangunan mantap jalan yang tersedia di | Trans Mentawai
infrastruktur dan Kabupaten Kepulauan
pembarngunan seluruh Mentawai
sektor yang merata
terkoneksi dan terintcgrasi
di setinp pulau berbasis
mitigasi bencana
Sasaran 1.1.2 Cakupan layanan BO% 0% B5% 954,45% Belum memadainya | Program prioritas untuk
Terciptanya hubungan | transportasi infrastruktur transportasi | konektivitas wilayah
dan keterkaitan antara baik darat maupun laut antar pulau
kawaszan perkotaan dan
kawasan perdesaan yang
sedang menguntungkan .
melalui pengembangan
wilayah
Tujuan 2.1
Menurunnya tingkat
o _ .. _ | kemiskinan .
Sasaran 2 1.1 Pers.entase 12% 10% 13,72% 72,B8 Integrasi program belum | Komitmen pengentasan
Peninekatan  Pendidikan | penduduk miskin padu, data sasaran | kemiskinan sangat kuat
dan layanan kesehatan masyarakat miskin belum
e __} bagi masyarakat miskin _ I update
Sacarnn 2.1.2 Tingkat % 1% 1,323% 75,18% Secara  umum  pekerja | Lebth dari 50 persen
Membuka lapangan | Pengangguran disektor pertanian masih | masyarakat Mentawai
pckerjaan bagi masyarakat | Terbuka (TPT) tergifat subsisten | hidup pada scktor
miskin sehinpga belum | primer
memberikan nilni tambah
terhadap ckonomi
| masyarakat
Tujuan 3.1
Terpenuhinya kebutuhan
perumahan beserta sarana
dan prasarana
pendukungnya
Sasaran 3.7.1 Perzentase Rumah 60% 80% 63,21% 79,01% Masih terbatasnya sumber | Menjadi kebutuhan
__ | Penyclenggaman _) Tangga yang N _[_ air__ yaDg mencukupi_| dasar masyarakat (SPM)
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2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana
Pelayanan Publik
2.6.1 Proyeksi Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-
2045
Tren perkembangan penduduk memiliki dampak yang
signifikan terhadap pembangunan suatu daersh. Berikut adalah
beberapa poin penting mengenai hubungan antara perkembangan
penduduk dan pembangunan:

a. Pertumbuhan Ekonomi: Dinamika pznduduk, seperti jumlah
fertilitas dan mortalitas infantil. dapat mempengarahi
pertumbuhan  ekonomi. Studi menunjukkan bahwa
peningkatan  jumlah  penduduk  dapat menurunkaa
pertumbuhan  ekonomi jika tidalk diimbangi dengan
pengelolaan sumber daya yang efektif.

b. ¥Konsumsi: Bertambahnya jumlah penduduk mendorong
tingkat konsumsi yang lebih tinggi, yang dapat mempengariahi
permintaan terhadap barang dan jasa serta mendorong
pertumbuhan ekonomi.

c. Pembangunan Sosial: Xomposisi penduduk menurut umur,
jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan memiliki pengaruh
terhadap kebutuhan pembangunan sosial, seperti kesehatan,
pendidikan, dan lapangan kerja.

d. Keseimbangan Demografis: Pertumbuhan penduduk yang

terkendali dapat memberikan kontribusi positif terhadap
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keterampilan dan kesehatan yang baik untuk berkontribusi
secara efektif dalam pembangunan.

Perubahan Struktur Sosial-Ekonomi: Bonus demografi dapat
mengubah struktur sosial-ekonomi suatu negara, dengan
meningkatnya permintaan akan berbagai layanan dan produk,
yang dapat mendorong inovasi dan diversifikasi ekonomi.
Tantangan Pemanfaatan: Meskipun bonus demografi
menawarkan peluang, juga ada tantangan dalam
memanfaatkannya, seperti memastikan kualites pendidikan
dan pelatihan yang memadai, serta menciptakan lapangan
kerja yang cukup untuk menyerap tenaga Kkerja yang

bertambah.

Tabel 2.36
Proyeksi Jumlah Penduduk,
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025-2045

Kabuoaten Jumlah Penduduk Proyeksi Penduduk (Orang)
P | Tahun 2023 (Ribu) | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045
Kabupaten Kepulauan Mentawai 91,43 94,05 100,13 | 105,44 111,50 | 118,26

Proyeksi Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten

Kepulauan Mentawai 20 (dua puluh) tahun menjadi salah satu

komponen perhitungan kebutuhan infrastruktur layanan dasar,

layanan sosial, layanan umum dan layanan publik lainnya.

Kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan kompleks

menjadi peluang dan ancaman pada dinamika pembangunan

kedepannya. Tabel 2.36 menunjukkan perkembangan penduduk

Kepulauan Mentawai

yang meningkat

setiap  tabunnya.
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tahun sebanyak 30.650 jiwa. Begitu juga dengan proyeksi
penduduk usia produktif 15-64 tahun diproyeksikan meningkat
dari 62.790 jiwa pada tahun 2023 (baseline) menjadi sebesar
68.890 jiwa tahun 2025, tahun 2030 meningkat menjadi 67.730
jiwa, tahun 2035 meningkat menjadi 63.180 jiwa, tahun 2040
meningkat menjadi 72.680 jiwa, dan pada tahun 2043 menjadi
sebesar 76.870 jiwa.

Proyeksi penduduk dengan kelompok umur 65+ tahun
(penduduk usia tua/ usia non produktif) juga mengalami
peningkatan yaitu dari 3.960 jiwa di ftahun 2023 (baseline)
meningkat di tahun 2025 menjadi sebesar 4.810 jiwa, tahun 2030
meningkat menjadi 6.030 jiwa, tahun 2035 meningkat menjaci
7.610 jiwa, tahun 2040 meningkat menjadi 9.550 jiwa dan pada
tahun 2045 proyeksi penduduk kelompok usia &5+ tahun
sebanyak 10.740 jiwa. Peningkatan jumlzh usia tua dalam loarun
20 tahun kedepan menjadi gambaran semakin baiknya derajat
kesehatan masyarakat dengan peningkatan angka harapan hidup

masyarakat Mentawai.

Tabel 2.38
Proyeksi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur

Kelompol Umur Jumlah Pendudul: Proychat Panduduk (Crarg)
Tahun 2023 (Ribu) 2025 2030 2035 2040 | 2045
24,69 26.3 26,24 27,22 | 29,27 | 30,65
62,79 68,80 67,73 65,18 | 72,68 | 76,87
3,96 4,81 603 7,61 9,55 | 10,74
Angka Ketergantungan (%) 45,63 45.16 | 47.64 | 53,43 | 53,41 | 53,84
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peningkatan jumlah penduduk. Beberapa sarana dan prasarana
yang dibutuhkan sebagai penunjang kehidupan masyarakat dalam
jangka panjang adalah:
1. Proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal

Kebutuhan tempat tinggal menjadi ha! mendasar bagi
perkembangan peradaban manusia. Pemenuhan rumah tinggal
yang layak dan terjangkau menjadi indikator kemampuan setiap

masyarakat untuk memiliki rumah/tempat tinggal.

Tabel 2.39
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal
Kabupaten Kepulanan Mentawal Tahun 2025-2045

Kondisi Tahun Tahun
Uraian 2023 |
2075 a3 2025 2040 2048
Jumlah Penduduk 91,43 94,05 100,13 105,44 | 111,50 | 118,26
Proyeksi Kebutuhan |
rumah/tempat tinggal (unit] 18.860 ! 20,270 ! 21.670 22.530 | 23.820 | 25.480

Pembangunan rumah tinggal menjadi prioritas utama dalam
pembangunan kedepan karena berbagai kondisi yang harus
ditangani, antara lain untuk memenuhi sackiog ketersediaan
rumah, ketersediaan lahan, rumah tidak layak huni/ permukiman
kumuh, tingginya biaya konstruksi, rendahnya pendapatan
masyarakat, dan pembangunan sarzna peninjang  hunian.
Proyeksi kebutuhan rumah/ tempat tinggal di Kabupaten
Kepulauan Mentawai sebagimana pada Tabel 2.39 dalam kurun 20
(dua puluh) tahun mengalami peningketan kebutuhan. Hal ini
seiring dengan pertambahan jumlah pendudulk. Pada tahun 2023

jumlah rumah/ tempat tinggal yang ada sebanyak 18.860 rmah
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Kemudahan akses terhadap air bersih dapat memutus mata rantai
kemiskinan. Masyarakat yang memiliki akses air bersih dapat
meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Begitu juga
sektor ekonomi, ketersediaan air bersih memastikan ketahanan

pangan dan keberlanjutan pertanian.

Tabel 2.40
Proyelei Kebutuhan Air Bersih
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045

Kondisi Tahun Tahun .
Uraian
2023 2025 2030 2035 | 2040 | 2045
Jumlah Penduduk 91,43 94,05 100,13 105,44 111,50 | 118,26
Proyeksi Kebutuhan Air Minum -
(/bari/kapita) 65 67,03 | 69,_?3 71,50 73,97 | 76,58

Kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Kepulauan
Mentawai pada kisaran 65 liter/kapita/hari, untuk proyeksi
kebutuhan air minum bertambah seiring dengan meningkatnya
pola hidup dan kebiasaan masyarakat. Pada tahun 2025
diproyeksikan kebutuhan air bersih masyarakat meningkat
menjadi 67,03 liter/ kapita/ hari. Begitu juga pada tahun 2030,
kebutuhan air bersih meningkat menjadi sebasar 69,2 liter/
kapita/ liter. Pada tahun 2045 kebutuhan air bersih masyarakat
meningkat menjadi 76,58 liter/ kapita/ hari. Secara total
kebutuhan rata-rata per hari tentunva ‘ni masih dibawa
kebutuhan nasional
3. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Kebutuhan listrilk memiliki peran  krusial  dalam
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. pemenuhan akan

1Y S T N A T Y T W N AT Y T YU DO TR TR VLT T e 718
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4. Proyek:si Kebutuhan Pengelolaan _Persampa_han

Sampah bisa menjadi masalah yang memerlukan
penanganan yang baik, tetapi juga memiliki potensi menjadi
berkah jika dikelola dengan bijaksana. Sampah akan menjadi
masalah dikarenakan oieh perilakuu;nasyarakat yang cenderun,;;
tidak melakukan pengolahan sampah dengan baik atau langsung
membuang sampah tidak pada tempatnya  sehingga
mengakibatkan pencemaran lingkungan, banjir, penyakit.
Peningkatan jurﬁlah penduduk juga menjadi faktor utama
produksi sampah dan jii{a ini tidak chikelola dengan baik menjadi
masalah pembangunan dan menghambat pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat. Namun dishisi lain, sampah jika

dikelola dengan bijak akan menjadi sumber ekonomi energi baru

bagi kehidupan masyarakat.
Tabel 2.42

Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah
Kabupaten Kepulauan Mentawail Tahun 2025-2045

| Kondisi Tahun.
Uraian B ; Tahun . .
2023 2026 | 2030 2035 | 2040 | 2045

Jumlah Penduduk 91,43 94,05 100,13 105,44 111,50 | 118,26
Proyeksi Timbulan Sampah (ton/tahun) 7.769 8.020 8.530 8.970 9,480 | 10.052
Proyeksi Kebutuhan Jumlah Kabutuhan T
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 3 5 10 15 18
(TPST)

:Sampah yang dikelola dengan baik akan menjadi bahan

mentah untuk industri ramah lingkungan, menjadi sumber energi

terbarukan, menjadi peluang bisnis yang menjanjikan untuk
Y
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5. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Kebutuhan akan fasilitas kesehatan dalam perencanaan
pembangunan menjadi hal mendasar untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat dan memegang peran penting untuk

mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.43
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Mentawal Tahun 2025-2045

' Kondisi Tahun Tahun
Uraian
2023 2025 2030 2035 2040 | 2045
Jumlah Penduduk 01,43 94,05 100,13 105,44 | 111,50 | 118,26
Proyeksi Fasilitas Kesehatan (unit)
Rumah Sakit 2 2 4 5 6
Puskesmas 15 16 18 20 22 25

Kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan kurun waktu 20
(dua puluh) tahun mengikuti perkembangan jumlah penduduk
dan letak geografis wilayah. Dengan tingkat kepadatan penduduk
yang relatif masih kecil membutuhkan sarana kesehatan yang
dapat langsung memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk
sarana kesehatan rumah sakit, kebutuhan untuk tahun 2025
sebanyak 2 unit, puskesmas sebanyak 16 unit, lalu untuk tahun
2030 kebutuhan sarana kesehatan RS sebanyak 3 unit,
puskesmas sebanyak 18 unit. Untuk tahun 2035 kebutuhan RS
sebanyal 4 unit dan puskesmas sebanyak 20 unit. Tahun 2040
kebu-tuhan RS sebanyak 5 unit dan puskesmas sebanyak 22 unit.
Pada tahun 2045 kebutuhan RS sebanyak 6 unit dan puskesmas

sebanyak 25 unit.
5
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Perguruan Tinggi/Akademi sebanyak 1 unit. Pada tahun 2040
kebutuhan TK sebanyak 140 unit, SD/MI sebanyak 150 unit,
SMP/MTs sebanyak 45 unit dan SMA/MA sebanyak 22 unit dan
Perguruan Tinggi/Akademi sebanyak 2 unit. Pada tahun 2045
kebutuhan TK sebanyak 160 unit, SD/MI sebanyak 155 unit,
SMP/MTs sebanyak 48 unit dan kebutuhan SMA/MA sebanyak 25

unit dan Perguruan Tinggi/Akademi sebanyak 3 unit.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah
Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah merupakan
strategi penting dalam perencanaan pembangunan regional.
Konsep ini berfokus pada penciptaan kawasan dengan
pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang kemudian dapat menjadi
motor penggerak pembangunan untuk wilayah sekitarnya. Pusat
pertumbuhan wilayah adalah kawasan yang mengalami
pertumbuhan sangat cepat sehingga dapat memengaruhi
perkembangan daerah lain di sekitarnya. Wilayah yang menjadi
pusat pertumbuhan dapat mendorong wilayah lain di sekitarnya,
menyebar ke berbagai wilayah, dan menyerap potensi daerah
sekitarnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan
kesejahteraan penduduk. Tujuan utama dari pembangunan pusat
pertumbuhan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,
perkgmbangan sosial, dan pembangunan infrastruktur di wilayah

tersebut. Pusat Pertumbuhan Wilayah di Kabupaten Kepulauan

-

| S —
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Masyarakat Mentawai dengan mayoritas sumber ekonominya
berasal dari sektor primer yaitu pertanian dan perkebunan
memiliki berbagai komoditas unggulan sebagai sumber mata
pencarian utama antara lain pisang, keladi, sagu, cengkeh,
pala, kelapa. Komeoditas unggulan tersebut tertuang dalam
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Produk
Unggulan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu,
hilirisasi komoditas unggulan sangat potensial dilakukan
dalam memberikan nilai tambah di setiap produk komoditas
unggulan  sektor  pertanian/ perkebunan. kawasan
pengembangan pertanian tanaman pisang pada Desa
Monganpoula, Desa Bulasat, Pengembangan Sagu di Desa
Muntei, Desa Madobag. Kawasan pengembangan holtikultura
pada Desa Goisoionan, Desa Bukit Pamewa, Desa Sikakap,
Desa Matobe. Kawasan pertanian sawah pada Desa Saureinu,
Desa Nemnemleleu, Desa Matobe, Desa Saumanganya, Desa
Sotboyak. Pembangunan ekonomi pedesaan dengan konsep
agribisnis juga dapat dikembangkan dalam pembangunan desa
seperti pada kawasan perkebunan cengkeh di Desa Sirilogui,
kawasan perkebunan kelapa di Taraet Desa Betumonga dan

Desa Sagulubbeg.
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Pengembangan kawasan budi daya perikanan laut sangat
potensial dikembangkan di kawasan perikanan di Desa
Sikakap, Desa Sinaka, Desa Matobe, Desa Sikabaluan, Desa
Tuapejat, Desa Muara Siberut. Selain itu juga dengan
pembandan kawasan budi daya kepiting bakau, lobster dan
udang di kawasan Desa Katurei, Desa Sikakap, Desa Pasakiat
Taileleu. Produksi ikan yang melimpah juga potensial untuk
pengembangan industri pengolahan ikan asin, ikan asap dan
pengalengan ikan di kawasan Desa Sikabaluan Dusun Bose,
Desa Sigapokna. Begitu juga dengan potensi pengembangan
kawasan budi daya perikanan darat sangat memungkinkan

dikembangan pada kawasan di Desa Saureinu, Desa Sido

Makmur, Desa Sikakap.

3. Kawasan Pengembangan Pariwisata
Sektor pariwisata menjadi sektor yang potensial dikembangkan
di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai daerah kepulauan
tentunya panorama alam dan lautnya sangat memukau dan

potensial untuk dkembangkan. Sektor pariwisata menjadi

R )
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Zona Wﬁéyah

Aktivitas Pariwisata Bahari

Desa Katurei

- Pemaindangan alam Siberut

- Atraksi lingkungan dan budaya,

- Akomodasi,

- Sewa peralatan dan perlengkapan daiving,
surfing dan snorkling

- Wisata pulau-pulau kecil

Desa Taileleu

- Pemandangan alam Siberut

- Atraksi lingkungan dan budaya,

- Akomodasi,

- Sewa peralatan dan perlengkapan daiving,
surfing dan snorkling

- Wisata pulau-pulau kecil

Desa Bosua/ Katiet

- Surfing
- Diving, snorkling
- Sewa peralatan dan perlengkapan diving,

surfing dan snorkling

Wisata Alam dan Wisata Budaya menjadi bagian yang saling

melengkapi yang ada di Kepulauan Mentawai. Potensi

pengembangannya ada dibeberapa titik di wilayah Pulau

Siberut seperti di Desa Matotonan, Desa Madobag, Desa

Muntei, dimana kelestarian alam dan budaya masyarakat yang

masih terjaga dan tetap eksis hingga saat ini.

Zona Wilayah

~ Aktivitas pariwisata

Desa Matb'tonan

- Pemandangan alam pedalaman Siberut

- Atraksi lingkungan dan budaya,

- Manfaat Lansekap, misalnya jalur trekking
ke Taman Nasional;

- Akomodasi,

- Sewa peralatan dan perlengkapan camping;

- Pendidikan dan ketrampilan membuat tato
dan turuk Mentawai

Desa Madobag

- Pemandangan alam pedalaman Siberut

- Atraksi lingkungan dan budaya,

- Manfaat Lansekap, misalnya jalur trekking
ke Taman Nasional;

- Akomodasi,

- Sewa peralatan dan perlengkapan camping;

- Pendidikan dan ketrampilan membuat tate
dan turuk Mentawai.
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BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan muncul ketika apa yang
diharapkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang
dirasakan. Hal ini terjadi karena paradigma membangun masih
bersifat output, hanya sekedar kegiatan atau proyek tersebut
sudah selesai untuk dikerjakan. Pembangunan yang berbasis
kinerja yang berorientasi hasil (outcome) dan dampak (impact)
menjadi keharusan demi efektifitas alokasi sumber daya yang
terbatas.
1. Merupakan Daerah Rawan Bencana

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah yang
berisiko tinggi gempa dan tsunami karena terletak di lempeng
Sundaland di sepanjang pantai barat Sumatera memanjang hingga
Selat Sunda. LIPI (2012) mencatat kejadian gempa besar di
Mentawai diantaranya terjadi pada tahun 1935 di Pulau Siberut
dan Pulau Nias (7,7 SR), tahun 2007 diantara Pulau Sipora dan
Pulau Painan (7,7 SR), dan tahun 2010 di Pagai Selatan (7,7 SR}.
Namun, masih ada potensi gempa berkekuatan sekitar 8,8 SR di
bagian bawah Pulau Siberut, Sipora, dan Pagai Utara, dan gempa
bumi ini akan mengancam Mentawai, Kota Padang, dan Benglkulu

(Chlieh, Avouac, Sieh, Natawidjaja, & Galetzka, 2008).
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Tabel 3.1
Kecenderungan Kejadian Bencana
di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No - JENIS BENCANA KECENDERUNGAN
1 Gelombang Ekstrim dan Abrasi Meningkat

2 | Gempa Bumi Meningkat

3 Tsunami Meningkat

4 Banjir Meningkat

5 | Epidemi dan Wabah Penyalkit Meningkat

6 | Cuaca Ekstrim Tetap

7 | Tanah Longsor Tetap

8 | Kekeringan Tetap

9 Kebakaran Hutan dan Lahan Tetap

Sumber: BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kecenderungan kejadian bencana yang meningkat di
Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi bencana gelombang
ekstrim dan abrasi, gempabumi, tsunami, banjir serta epidemi dan
wabah penyakit sedangkan kecenderungan kejadian bencana yang
tetap meliputi bencana cuaca ekstrim, tanah longsor, kekeringan,
serta kebakaran hutan dan lahan. Analisis kecenderungan ini
merupakan dasar dalam menentukan bencana prioritas yang akan
berpengaruh terhadap kebijakan penanggulangannya untuk
masing-masing ancaman. Begitu juga jika dilihat dari tingkat
bahaya bencana yang akan terjadi bahwa tingkat bahaya bencana
diperoleh berdasarkan luas terdampak bahaya (rendah, sedang
dan tinggi) yang memiliki persentase luas bahaya terdampak
paling besar. Skala indeks bahaya yang digunakan dibagi kedalam
beberapa 3 kategori yaitu rendah (0,0 - 0,33}, sedang (>0,33 - 0,66}
dan tinggi (0,66 - 1,00).
B )
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tentang Penanggulangan Bencana, yang terbagi dalam beberapa
tahap kegiatan yaitu pada saat pra bencana, saat bencana dan
pasca bencana. Memastikan Kkesiapan masyarakat dalam
menghadapi bencana merupakan hal yang sangat urgen agar
masyarakat lebih aware terhadap kondisi, gejala dan potensi
bencana yang akan dihadapi selain itu pemerintah daerah melalui
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai senantiasa melakukan pendampingan, penguatan
kapasitas kesiapsiagaan  masyarakat  juga penyediaan
infrastruktur kebencanaan baik yang didanai oleh APBD dan
diluar APBD sebagai upaya untuk pencegahan dan mitigasi resiko
bencana.
2. Tingkat Kemiskinan yang Tinggi

Salah satu indikator ditetapkannya Kabupaten Kepulauan
Mentawai sebagai daerah tertinggal adalah karena tingkat
kemiskinannya yang sangat tinggi yaitu 13,72 persen pada tahun
2023. Penanganan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya
sektor sosial saja, penyelesaiannya harus terintegrasi dan terpadu
(lintas sektor) dengan basis data yang akurat dan tepat sasaran.
Penuntasan atau pengurangan kemiskinan menjadi tujuan dan
cita-cita  pembangunan  daerah, program  pembangunan
pemberdayaan masyarakat, meningkatkan daya Dbeli dan
mengurangi beban hidup masyarakat miskin menjadi pilihan

terbaik dalam mengentaskan dan meningkatkan taraf hidup
e
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sebesar 33,7 persen menjadi perhatian serius pemerintah daerah
dan menjadi isu strategis dalam pembangunan manusia kedepan.,
3. Tingginya Kesenjangan Wilayah Baik di Dalam Pulau
Maupun antar Daerah Juga Kesejangan Sosial Ekonomi
Seperti Pendapatan, Gender, Pengangguran serta Sarana
Infrastruktur Publik
Pertumbuhan ekonomi yang diartikan sebagai peningkatan
produktivitas suatu daerah yang diyakini menjadi gambaran
peningkatan ekonomi daerah ternyata tidak serta merta
berbanding lurus dengan pembangunan manusia. Pertumbuhan
ekonomi yang tinggi tidak menjadi menurunnya angka kemiskinan,
berkurangnya pengangguran, dan menurunnya disparitas
pendapatan begitu juga semakin bekurangnya kesenjangan sosial
lainnya seperti gender, kemiskinan antar wilayah dan PMKS.
Indikator untuk melihat perkembangan capaian kinerja
pembangunan gender dapat dilihat dari Indeks Pembangunan
Gender. Nilai IPG di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun
2023 berada pada angka 89,59 (BPS, 2024) dan menempati posisi
18 diantara 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat di atas
Kabupaten Dharmasraya. Nilai ini menunjukkan Kabupaten
Kepulauan Mentawai berada pada pencapaian yang rendah
i dimana deviasi antara IPG Laki-laki dan IPG Perempuan > 10%.
‘Namun di sisi lain, nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di

Kabupaten Kepulaunan Mentawai relatif sama dengan kondisi di
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4. Memiliki potensi sumber daya alam yang besar tetapi
belum terkelola dengan (Hulu-Hilir) baik itu Sektor
Pertanian, Perikanan, Pariwisata

Masyarakat Mentawai secara sosial budaya telah menjadikan
alam sebagai bagian dari kehidupan. Hasil kekayaan alam yang
menjadi sumber kehidupan ekonomi masyarakat berasal dari
pertanian, perkebunan, perikanan tanpa ada pengolahan yang
menciptakan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Produk. Komoditi pertanian belum dikembangkan secara

terpadu/terintegrasi baik di hulu, hilir hingga pada pemasarannya

begitu juga belum pada market oriented, belum lagi jika dilihat dari
kapasitas petani yang masih sangat tradisional. Indikator ini dapat

dilihat dari kontribusi industri pengolahan dalam PDRB (2023)

Kabupaten Kepulaunan Mentawai hanya sebesar 2,45 persen.

Pengembangan sektor jasa terutama pariwisata juga belum
menunjukkan pencapaian yang berarti. Dilihat dari sarana dan
prasarana, infrastruktur pariwisata yang dibangun baik dari sisi
amenitas, atraksi dan aksesibilitas masih sangat rendah. Begitu
juga dengan branding dan promosi yang masih sangat terbatas,
juga terdapat kelemahan dalam pengembangan konten, kreasi dan
teknologi kreatif sebagai unsur pendukung pemasaran dan
pengembangan pariwisata. Hal penting lainnya adalah

kelembagaan pariwisata yang belum terbentuk untuk mengelola

unit usaha pariwisata yang profesional yang memberikan
s S
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Dilihat dari indikator makro terhadap pencapaian kualitas sumber

daya manusia, infrastruktur, reformasi birokrasi, perekonomian

daerah,

tenaga kerja terampil, kapasitas inovasi,

teknologi masih sangat rendah.

kesiapan

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi

berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan

yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, maka dapat

dipetakan permasalahan pembangunan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Pemetaan Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pokok Masalah Alar Masalah
EKONOMI —
Capaian pertumbuhan | Distribusi sektor industri | Hilirisasi produk komoditi

ekonomi masih stagnan
(rerata =4,9 persen jika
COVID-19 diabaikan)

pengolahan terhadap
PDRB masih sangat kecil

pertanian dan perikanan belum
ada

Tingginya biaya/cost produksi

Masih tingginya dominasi
sektor primer terhadap
mata pencarian/ekonomi
masyarakat Mentawai.

Masth rendahnya kapasitas dan
pemahaman masyarakat dalam
mengembangkan ekonomi/ mata
pencarian di  bidang jasa
(perdagangan) atau di industri
pengolahan. '

SOSIAL BUDAYA
Indeks Pembangunan
Manusia masih rendah

Derajat pendidikan masih
rendah dibawah rata-rata
propinsi dan nasional

Akses layanan pendidikan sangat
terbatas khususnya SMP

Layanan asrama masih terbatas
dan belum dapat melayani
seluruh perserta didik
(sedangkan masyarakat tinggal
menyebar dan akses kesekolah
jauh dan sangat jauh)

Derajat kesehatan masih
rendah dibawah rata-rata
propinsi dan nasional

Akses layanan kesehatan terbatas

Layanan rujukan di setiap pulau
masih sangat terbatas

Ketersediaan alat-alat kesehatan

sangat terbatas khususnya
didaerah pedalaman begitu juga
dengan  ketersediaan  tenaga
medis.

i
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3.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi
menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa
datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Selain
itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah
yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi
potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis yang
diramuskan berasal dari permasalahan jangka panjang yang
segera harus dikelola dan diintervensi.

Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang
diperhatikan adalah isu tersebut dijabarkan apa
manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

1. Isu Global

Isu global yang menjadi perhatian daerah adalah penuntasan
pencapaian Sustainable development Goal’s (SDG’s) atau Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan komitmen baru
oleh berbagai negara dengan menargetkan 3 tujuan mulia yang
dicapai ditahun 2030 yakni mengakhiri kemiskinan, mengatasi
dan menekan kesenjangan, serta mengatasi perubahan iklim.

TPB/SDG’s bertujuan untuk menjaga  peningkatan
kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan,
menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga

kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan
e
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12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;

13. Penanganan Perubahan Iklim;

14. Ekosistem Lautan;

15. Ekosistem Daratan;

16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
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MUSTLIOUS | () ERORMGA
LA TTRASTRATR, FESEANTAN

i
(=)
v

Ll ] KBMTRAAYUNILK
LAINEN 1? KINCAPATUS AN
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Gambar 3.2 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai upaya dalam mengimplementasikan 17 tujuan
pembangunan berkelanjutan tersebut, maka selayaknya DNA
SDGs harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan
baik Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Sebagaimana
amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan

Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk

III. 15



dan hilir (pertanian, perikanan dan pariwisata), daya saing rendah

(SDM, insfrastruktur, inovasi, regulasi, tata kelola pemerintahan,

stabilitasi sosial ekonomi, litbang, tenaga kerja terampil dan

telokomunikasi).

berkelanjutan KLHS

Penyelarasan

digambarkan pada tabel berikut.

tujuan

Tabel 3.4
Penyelarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan KLHS

pembangunan

terhadap RPJPD Tahun 2025-2045

Mencapai Tujuan

dengan Permasalahan Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045
]. . . Tinggisys | SDA Yang (SDM,
T Kesenjangan | helum Infrastruictur,
: . o Heggl | gosial Bronomi | terkelots | lInovasi Regulesl | Rank
- T Tingkat P {Pendapaten, [ dengan ballk | -Tata Helola Permasplahan
¥o “TPB pouerab | Dacrah Buwan g piiinan || WUAYER Gender, | [Hulndon Hili| Pémerintah  |Pembangunn| rormesahan
ertinggal ey Tinggl | .w{[ayﬁhf Pengangguran | (Pertanian, | Stabilitas Soslal RPJPD mﬂ
s e Pulag serta Sarana [ perlkanan |Bkonomd, Lithang,
Infrastruktur | dan Tenaga Kerfa
" Publk | Pariwisata)’ | Terampildan |
e " o : .| Telokomnoikasi |
1 |Tanpa Kemiskinan * * * . . * [ 1
2 | Tanpz Kelaparan * * * * 4 3
Kehidupan Schat dan . . -
3 | sejahtera d . 5 3
4 | Pendidikan Berkualitas * * . 3 4
5 | Kesetarasn Gender * 1 6
& Air Bersih dan Sanitasi . . . - . . 6 1
Layak
7 Energi  Bersih  dan 7
Terjangkau
[ Pekel:lm Layak dan + " - - - - & 1
Perumbuhan Ekonomi
[ndustri, [novasi dan
9 Infrastruktur * : * 3 4
10 Bc:rku.]'angmfa " . + 3 4
Kesenjangah
11 Kota, :la.r: li'@uklman . . - a 4
yang Ber tan
Konsumsi dan
12 | Preduksi yang - . 2 o
Bertangpung Jawab
1a Penanganan 7
Perubahan lklim
14 |Ekosisterm Lautan * 1 &
15 |Ekoziatern Daratan * * 2 5
Perdamaian  Keadilan
16 |dan Kelembagaan yang v N * * 4 3
Tangzuh
17 Kemitraan Untuk . - - . - 5 2




Industri 4.0 akan membawa perubahan-perubahan mendasar
dalam pelaksanaan aktivitas kehidupan sehari-hari. Beberapa
perubahan yang harus disiapkan antara lain, pertama: Internet of
Thing (IoT), sebuah konsep dimana suatu obyek yang memiliki
kemampuan untuk menstransfer data melalui jaringan tanpa
memerlukan interaksi manusia. Aktivitas dan tata kelola
pemerintahan telah melakukan ini dalam proses procurement,
distribusi dan logistik yang semua diatur oleh teknologi berbasis
data. Proses seleksi vendor/penyedia dalam procurement sudah
tidak memerlukan interaksi manusia lagi. Kedua: Artificial
Intelegence, jika internet of thing menjadi suatu habit maka data-
data akan banyak terkumpul. Kumpulan-kumpulan data inilah
yang selanjutnya oleh komputer atau mesin dipelajari dan diolah
secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima
dan dianalisis, semakin baik pula Artificial Intelegence Al dalam
membuat prediksi. Dengan Artificial Infelegence akan semakin
mudah dalam mengambil keputusan dalam perencanaan proses
produksi. Ketiga System Integration. Sistem integrasi atau
integrated system merupakan rangkaian yang menghubungkan
beberapa sistem bagi secara fisik maupun fungsional. Sistem ini
akan menggabungkan komponen sub sistem dalam satu sistem
yang menjamin setiap fungsi dapat berfungsi sebagai kesatuan
dari sebuah sistem. Integrated system sangat penting dalam

mengintegrasikan proses design, proses budgeting, prototyping,
e
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persiapan penyelenggaraan bahkan gejolak sosial dan politik
masyarakat tentunya akan dan sudah mulai terasa ditahun 2023
begitu juga untuk periodisasi pemilukada dengan atmosfir sosial
ekonomi yang akan menyita perhatian publik. Peningkatan
aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kampanye politik turut
memberikan sumbangsih pada perekonomian. Perilaku pelaku
usaha dan investor serta sentimen pasar juga berperan
memengaruhi perekonomian di tahun politik. Kondisi ini akan
memberikan dampak secara makro pada pertumbuhan ekonomi
baik skala nasional, regional bahkan tingkat daerah.

Selain potensi pertumbuhan ekonomi yang positif
dikarenakan meningkatnya  aktivitas dan  pengeluaran
masyarakat/ lembaga, yang perlu menjadi perhatian adalah
sitnasi keamanan dan ketertiban menjelang pesta demokrasi
berlangsung. Politik identitas yang menjadikan terjadinya dikotomi
masyarakat akan menjadi ruang perbedaan yang dirancang akan
menjadi isu besar yang harus dapat dikendalikan akan tidak
melebar menjadi permasalahan yang menyebabkan keamanan dan
ketertiban terganggu. Politisasi SARA bisa memperbesar potensi
hambatan lain, terutama konflik horizontal, ketika itu terjadi,
masyarakat akan makin terpecah dan tidak baik bagi
penyelenggaraan pemilu, apalagi konsolidasi demokrasi dan

persatuan bangsa.
e
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mampu bersaing sedangkan masyarakat Mentawai didominasi
dengan mata pencarian di sektor primer akan sulit untuk
melanjutkan pendidikan di jenjang S1 ataupun diploma (vakasi)
sehingga butuh intervensi yang terukur pemerintah daerah untuk
meningkatkan kapasitas dan daya saing sumberdaya manusia.

Pada dimensi kesehatan, akses layanan kesehatan, alat
kesehatan dan ketersediaan tenaga medis masih menjadi
perhatian kedepan. Sistemm kesehatan daerah dengan konsep
kepulauan mengharuskan adanya rumah sakit rujukan disetiap
pulau besar seperti di Pulau Siberut (RS Pratama Siberut) yang
sudah dibangun, di Pulau Sipora (RSUD Tuapejat) dan di Pulau
Pagai Utara Selatan (RS Pratama Sikakap), ini menjadi kebutuhan
utama dalam konektivitas layanan kesehatan daerah. Begitu juga
dengan kelangkaan tenaga medis, khususnya dokter spesialis
untuk penanganan penyakit tertentu menjadi tantangan kedepan
dan berbagai inovasi-inovasi layanan kesehatan akan muncul
untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Tantangan kedepan dalam pembangunan manusia adalah
rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat tingginya angka
stunting daerah. Permasalahan gizi juga berdampak terhadap
kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu masih tingginya prevalensi
anak balita pendek (Stunting). Stunting adalah sebuah kondisi
berdasarkan pengukuran Tinggi Badan menurut Umur seseorang

ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan yang seusianya
T e e
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usaha/wirausaha di Kepulaunan Mentawai harus dilakukan, stigma
terhadap memulai usaha harus memiliki modal dana yang besar
menjadi alasan utama masyarakat sulit untuk mengembangkan
diri. Pemanfaatan teknologi informatika menjadi tantangan dan
peluang dalam memulai dan mengembangkan peluang usaha
sehingga diperlukan inovasi pendampingan calon wirausaha milai
dari hulu peningkatan kapasitas/ pelatihan, bisnis proses, hingga
dihilirnya yaitu pangsa pasar yang tersedia menjadi proses yang
satu kesatuan dalam pendampingan kedepan.
Hilirisasi Komoditi Sektor Primer

Reformasi struktur ekonomi daerah dari yang bertumpu
pada sektor primer (raw material) ke sektor perdagangan/jasa atau
pada sektor industri. Kepulauan Mentawai dengan potensi
komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan yang besar dapat
dioptimalkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah
yang lebih tinggi sehingga permasalahan pembangunan seperti
pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan dapat diatasi.
Hilirisasi penting dilakukan untuk memperbaiki produktivitas dan
peningkatan daya saing. Hilirisasi akan memberikan nilai tambah
bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan

kapasitas sumber daya manusia.
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Mentawai ada dua, yaitu disisi darat adalah pembangunan jalan
disepanjang pulau dengan terhubung pada setiap pelabuhan
penyeberangan (hub) di setiap ujung pulau dan disisi laut
tersedianya sarana penyeberangan kapal antar pulau. Keadaan ini
menjadi  tantangan  dikarenakan  kondisi jalan yang
tersedia/ terbangun (trans Mentawai) dengan persentase yang
masih rendah, begitu juga masih terdapat setidaknya 4 pelabuhan
penyeberangan yang harus dibangun serta kapal penyeberangan
antar pulau yang memadai belum tersedia. Begitu juga dengan
kebutuhan infrastruktur publik yang menjadi syarat dan menjadi
kebutuhan dasar masyarakat seperti penyediaan air bersih yang
aman dan terjangkau, penyediaan sanitasi, pengelolaan limbah
dan sampah.
Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seiring dengan tuntutan pengelolaan pemerintahan yang
baik/good governance, maka sistem penyelenggaraan
pemerintahan daerah di era otonemi sekarang ini, hendaknya
memperhatikan  prinsip-prinsip = demokrasi, pemberdayaan,
pelayanan, responsif, transparansi, akuntabilitas, partisipatif,
kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan
kepastian hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah
perlu melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi meliputi
usaha pembenahan pada delapan area perubahan yaitu area

manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan,

IIL. 27



Potensi Bencana

Sebagai wilayah yang dilintasi jalur Zona Megathrust
Mentawai-Siberut sangat rentan pada potensi bencana gempa
bumi dan tsunami. Zona megathrust Mentawai adalah daerah
sumber gempa tumbukan lempeng di kedalaman dangkal yang
lokasinya berada di sebelah barat Kepulauan Mentawai. Zona
Megathrust Mentawai merupakan hasil dari aktivitas subduksi
Lempeng Indo-Australia di bawah Lempeng Eurasia. Selain gempa
bumi dan tsunami, potensi bencana lainnya juga menjadi
permasalahan pembangunan kedepan seperti banjir, gelombang/
cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, tanah longsor, kebakaran
hutan. Kesiapsiagaan dalam memitigasi bencana menjadi hal
penting dan strategis kedepan untuk meminimalisir segala
kerugian yang ditumbulkan akibat bencana yang terjadi.
Alih Fungsi Lahan

Seiring dengan perkembangan penduduk dan kebutuhan akan
pembangunan, maka potensi pengembangan wilayah melalui alih
fungsi lahan menjadi syarat utama dalam pembangunan. Kawasan
areal penggunaan lainnya sebesar 18,11 persen atau 108.841
hektare termasuk wilayah/kawasan pesisir yang menjadi ruang
pembangunan daerah, kedepan memerlukan kebutuhan ruang
untuk pengembangan wilayah khususnya pengembangan ekonomi
masyarakat. Potensi alih fungsi lahan seperti lahan pertanian

perkebunan menjadi sangat besar sehingga sarana Kkebijakan
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BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi Daerah Tahun 2025-2045

Membangun Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita besar
dalam RPJPN 2025-2045, untuk mencapai tujuan pembangunan
tersebut dilakukan dengan transformasi pembangunan secara
menyeluruh. Transformasi ini sangat penting untuk mewujudkan
pembangunan yang kompetitif didorong oleh produktivitas yang
tinggi yang inklusif dan berkelanjutan dengan fokus utama pada
transformasi pembangunan antara lain transformasi sosial,
transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola. Sejalan dengan
itu, visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun
2045 menuju Mentawai Emas membutuhkan gerak bersama
dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada.
Transformasi tersebut memerlukan kerangka implementasi yang
kuat melalui pembangunan kewilayahan didukung dengan sarana
dan prasarana yang dilakukan bertahap. Pembangunan tersebut
diarahkan pada mengurangi kesenjangan antar wilayah dan
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan
memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penguatan transformasi pembangunan daerah disokong
dengan pondasi infrastruktur, SDM, inovasi, investasi, stabilisasi

sosial budaya, pengarusutamaan gender, pengarusutamaarn
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kebencanaan, pengarusutamaan kemiskinan dan potensi desa/
kewilayahan, hal ini sesuai dengan teori pembangunan Rostow
yang menyatakan sektor industri dan manufaktur berkembang
pesat, dan pertumbuhan ekonomi didorong oleh investasi dan
pengembangan sektor ekspor.

Memperhatikan kondisi dan keadaan perkembangan sosial
budaya dan ekonomi masyarakat Mentawai sebagaimana telah
diuraikan pada Bab II dan berbagai permasalahan dan isu
strategis serta penyelarasan visi pembangunan Nasional dan
Propinsi Sumatera Barat, maka Visi Kabupaten Kepulauan
Mentawai dirumuskan sebagai berikut:

VISI RPJPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI 2025-2045

KEPULAUAN MENTAWAI MAJU BERKELANJUTAN DAN BERMARTABAT

Pembangunan Mentawai Pembangunan Mentawai yang Mandiri dan Berintegritas
yang Adaptif, Inovatif, agar Harmonis dan Berwawasan dalam Memanfaatkan Potensi
Unggul dan Juara Lingkungan Mentawai



Adaptif, menjadikan masyarakat Mentawai yang mampu mengikuti
perkembangan dan situasi global, responsif terhadap kebutuhan
dan situasi masyarakat secara umum dan terbuka terhadap
perkembangan sosial budaya masyarakat.

Sangat inovatif, penyelenggaraan birokrasi berkelas dunia,
berdaya saing, pembaharuan tata/pola kerja dan mampu
berdampingan dengan arus digitalisasi modern.

Berkelanjutan

Menciptakan masyarakat dan ekonomi yang mampu memenuhi
kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi
mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini
melibatkan integrasi antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan
lingkungan, dan kesejahteraan sosial untuk menciptakan kondisi
yang berkelanjutan bagi manusia. Begitu juga pembangunan di
Kabupaten Kepulauan Mentawai mempertimbangkan harmonisasi
nilai-nilai luhur budaya serta, kelestarian lingkungan, berwawasan
lingkungan dan memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan
terpenuhi.

Bermartabat

Masyarakat Mentawai yang mandiri dan mampu mengembangkan
diri serta sumber daya secara independen. Ini melibatkan
penguatan kapasitas individu, kelompok, dan masyarakat dalam

berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi, agama dan

budaya. Kemampuan berdikari dalam segala sendi kehidupan
I —————
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pencapaian pembangunan tersebut dilaksanakan oleh pimpinan/
kepala daerah dengan kolaborasi setiap unsur masyarakat.

Visi pembangunan daerah 2025-2045 terwujud dan nyata hadir
dalam kehidupan masyarakat melalui 5 sasaran visi sebagai
perwujudan sasaran pembangunan jangka panjang yang akan
dituju.

Sasaran pertama adalah peningkatan pendapatan perkapita
masyarakat yang diukur melalui PDRB perkapita dengan proyeksi
tahun 2045 sekitar Rp.350-380 juta/kapita/tahun. Capaian ini
yang ditopang dari kontribusi/share PDRB sektor Industri
Pengolahan, share PDRB sektor Pertanian melalui sub sektor
Perikanan, share PDRB Pariwisata. Keberhasilan pada 3 sektor ini
akan meningkatkan kualitas lapangan pekerjaan, meningkatkan
nilai tambah komoditas unggulan daerah, meningkatkan
kunjungan  wisatawan, menciptakan investasi  sehingga
menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sasaran kedua adalah mengurangi kemiskinan dan ketimpangan
pendapatan., Indikator ini menjadi bagian penting dalam
pembangunan manusia, tidak sekedar mengejar pertumbuhan
yang tinggi namun mengabaikan pembangunan manusia dan
semakin tingginya ketimpangan. Penghapusan kemiskinan
ekstrem menjadi 0% menjadi tujuan pembangunan jangka

panjang dan mengurangi kemiskinan hingga 1 (satu) digit dengan




f.

Transformasi Jabatan: Penyederhanaan struktur jabatan dan
pengalihan jabatan fungsional untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas layanan publik.

Peningkatan Kinerja ASN: ASN harus memiliki integritas tinggi,
profesional, multitasking, menguasai teknologi informasi, serta
kreatif dan inovatif.

Pelayanan Publik yang Responsif: Meningkatkan kualitas
pelayanan publik agar responsif dan adaptif terhadap
kebutuhan masyarakat.

Langka-langkah ini akan menciptakan birokrasi yang tidak

hanya efisien dan efektif tetapi juga responsif terhadap kebutuhan

dan tantangan masa kini dan masa depan.

Sasaran keempat adalah meningkatnya kualitas pembangunan

manusia yang terlihat dari peningkatan Indeks Pembangunan

Manusia menuju angka 80-82 (dengan kategori IPM tinggi).

Peningkatan IPM ini dilakukan dengan langkah-langkah seperti:

a. Kesehatan: Memastikan akses terhadap layanan kesehatan

yang baik untuk mendukung SDM yang sehat dan produktif.
Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas: Meningkatkan
akses ke pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan
kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan.

Pelatihan dan Pengembangan: Menyediakan pelatihan dan

pengembangan keterampilan yang berkelanjutan untuk

meningkatkan produktivitas dan inovasi.
o
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berkelanjutan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
pada posisi sangat baik (85-90).

Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai ukuran
keberhasilan tercapainya Visi Mentawai adalah Mentawai Maju

Berkelanjutan dan Bermartabat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.2

Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045

2025 Target
(Baseline) | 9930 | 2035 | 2040 | 2045

Indikator Sasaran - Batuan

Rp Juta/

1.1 PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta) Kapita/ 67,02 163,37 | 259,88 | 356,31 | 385,38
Tahun
Kontribusi PDRB Sub sektor
1.2 Perikanan % 19,71 23,98 29,18 35,5 43,2
Kontribusi PDRB Industri
1.3 Pengolal % 2,57 5,77 7,36 8,96
..|'Pengentasan . Kemiskinan + - .
L2 impangan - ' '
-Berkurang . I T
. - 6,74- 4,86- 2,64- 0,13-
2.1 Tingkat Kemiskinan % 8,38-9,59 791 5,01 3,58 0,93
2.2 Rasio Gini Rasio 0,260 0,238 0,217 0,199 0,181
Kontribusi PDRB Kab. Kep.
2.3 Mentawai  terhadap total PDRB % 1,97 2,02 2,07 2,12 2,17
Provinsi
2.4 Pertumbuhan Ekonomi % 5,66 5,88 6,02 5,58 5,06
3 | Penyenggaraan  © -
Daerah - .. - L -
Nilai Evaluasi Kinerja s 2.61- 261- 3.41- 3.41-
3.1 | Penyelenggaraan  Pemerintahan E?(lllsl’;D 1,81-2,60 | 544 340 | 4,16 4,20

Indeks Pembangunan Manusia Indeks 66,15 68,61 71,31 74,52

4.1
Rp Juta/
4.2 | Tingkat produktivitas tenaga kerja tlfe’;af)? 65,16 68,84 | 71,37 | 76,38 | 78,82

.| Peningkatan Kualitas Lingkungan

Hidup:

5.1

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 80,1 82,22 83,27 84,33
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Tabel 4.3

Keselarasan Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045,
RPJPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045
dan RPJPN Tahun 2024-2045

RPJPN 2025-2045 RPJPD E-'ropinai Sumatera Barat 2025-2045 RPJPD Kab. Kepulauan Mentawai 2025-2045
No . Bagaran Sasaran '
Sasaran VisifIndikator 2025 Target Visi/Indikato Satuan 2028 Target Visi/In t Satuan 2025 Target
Sasaran Satuan |Baseline) | 2045 s{ dikator |Baseling] | 2045 é'asm‘nk: or (Baseline) | 2045
' B Peningkatan ' .
1 Pendepatan, ;
_____ . o 1 o kapita o
- .| RpJuta/ . Rp Juta/
' . 23.000- | PDRB per Kapita . 58,31- 307,94- | PDRB per Kapita -
1.1 | GNI Per Kapita Us$ 5.500 30.300 | ADHB Kapita/ 58,74 365,78 | ADHB (Rp. Juta) Kapita/ 67,02 385,38
Tahun Tahun
Indeks Ekonomi Kontribusi PDRB
1.2 Kontribusi PDB Maritim % 7.6 15,0 Bir Indonesia nilai 29,73 269,59 | Sub sektor % 19,71 43,2
(IBET} Perikanan
o s oo Kontribusi FDRB
1.3 | Kontribusi FDB % 20,8 28,0 g:ggbl‘;";us?m % 8,46-8,53 1111'5952' Industri % 2,57 8,96
Manufaktur s Pengolahan
: — P tas
) Kemiskinan memzju 0% K.;ml_.?w_ dan Ki?rﬁi?:m ;:lndan
2 dan -« ketimpangan |- Ketihpangan Ketimpangan ]
berldwrang 5 i Berkurang el Rerkurang
i Cas Tingkat 0,04- Tingkat . 0,13-
2.1 Tlngkﬂt Kemiskinan % 6:0 = 7)0 0!5 = 0D8 Kemiskinan % 3,35'3,85 0,29 Kemiskinan Y% 8!38 9!59 0’93
. 0,379 - 0,377- e . 0,274- 0,212- s s .
2.2 Rasio Gini Rasio 0,382 0,320 Rasio Gini Rasio 0,279 0.256 Rasio Gini Rasio 0,260 0,181
Kentribusi PDRB Kontribusi PDRB
. . 21,5 Provinsi terhadap Kab. Kep. Mentawai
2.3 Kontribusi PDRE KTI % (2022) 2835 total PDRB % 1,49 1t58 terhadap total % 1,97 2,17
Provinsi PDRB Provinsi
Pertumbuhan Pertumbuhan
2.4 Ekonomi % 5,40 5,00 Ekonomi % 5,66 5,06
impinan d o Peningkatan '
Kepemimpinan an Peningkatan daya Kualitas
3 Pengam}l odi ‘dum.a. .......... saing daerah - - - Penyengparaan
inte;paswngl ?gnmgkat _ Pemerintahan
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4.2 Misi Daerah Tahun 2025-2045

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kepulanan Mentawai
sebagai Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan
Bermartabat sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam
mengimplementasikan visi perlu dijabarkan ke dalam beberapa
misi sehingga dapat terurai secara jelas langkah-langkah
operasional untuk mewujudkan visi pembangunan daerah 20
tahun. Misi yang dirumuskan tentunya merupakan aktivitas yang
ditentukan yang mengarah pada langkah-langkah terwujudnya
kondisi yang ingin dicapai. Perumusan misi daerah mempedomani
perumusan misi nasional dan selaras dengan misi yang tertuang
dalam RPJPN 2025-2045. Adapun misi pembangunan RPJPD
Tahun 2025-2045 antara lain:

Transformasi Pembangunan Daerah, melalui Misi yaitu:

Misi 1 : Transformasi Sosial
Misi 2 : Transformasi Ekonomi
Misi 3 - Transformasi Tata Kelola

Pelaksanaan Transformasi Pembangunan Daerah dilandaskan

pada Misi yaitu:

Misi 4 : Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan
stabilitas ekonomi makro daerah

Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Prasyarat implementasi pelaksanaan transformasi pembangunan

daerah dilakukan melaiui misi antara lain:
A
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sosial

ini

melibatkan berbagai aspek,

termasuk pendidikan,

kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta memerlukan

kolaborasi antara pemerintah dan seluruh unsur masyarakat.

Perwujudan misi transformasi sosial dilaksanakan melalui sasaran

pokok/arah kebijakan atau tujuan pembangunan daerah antara

lain:
a. Kesehatan untuk semua
b. Pendidikan Berkualitas dan Merata
c. Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Responsif
Tabel 4.5
Sasaran Pokok Misl 1 Tranformasi Sosial
MIs1/ MISI/ARAH (TUJUAR] 2025 TARGET
SASARAN PEMBANGUNAN/INDIEATOR SATUAR {Bageline)
POKOK UTAMA PEMBANGUNAN 2030 2035 2040 2045
TRANSPORMASI SOSIAL

74,03

1 Usia Harapan Hidup (tahun) tahun 71,28 71,83 72,93 74,58
per
100.000
2.a Angka Kematian Ibu kelahiran 240 200 150 a0 40
hidup
Prevalansi Stunting (pendek dan
2b sangat pendek) pada balita % 31,9 26,6 20,9 154 9
Cakupan penemuan dan
3a pengobatan kasus Tuberkulosis % 84,00 86,00 90,00 Q0,00 100,00
{treatment coverage)
Anpka keberhasilan pengobatan
3.b Tuberkulosia (treatment succeas % 82,00 85,00 a8,00 92,00 100,00
rate)
4 Cakupan kepesertaan jaminen % 99.25 99,70 100,00 | 10000 { 100,00

Keschatan nagional

“Fenaidiian
Merata'""

satuan Pendidikan

Persentase
vang mencapai standar % L:3846; L:48,59; | L:58,72; | L:68,85; | L:69,68;
5.a.2 kompetensi  minimum  pada N:853 | N:2490 | N:41,28 | N:57,65 | N:61,0
ascsmen tingkat nasional
5.b Rata-rata Lama Sekolah tahun 8,32 9.4 10,47 11,55 12,12
5.c Harapan Lama Sekolah tahun 14,39 14,79 15,18 15,58 16,97
Proporsi Penduduk Berusia 15
6 Tahun ke Atas yang Berlmalifikasi % 12,92 13,45 13,99 14,52 15,00

Pendidikan Tinggl
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Tabel 4.6
Sasaran Pokok Misi 2 Transformasi Ekonomi

MISI/ARAN [TUJUAN)
PEMBANGUNAN/INDIKATOR
UTAMA PEMBANGUNAN

SATUAN

2025
[Baseline)

TARGET

2030

2035

2040 2045

' TRANSFORMASI EXONGMI

terhadap FPDREB

Iptek,.vii; M inovast)
¢ Produktivitay' Ekonomi 571 :
Rasio PORB Industri .
11 Pengolahan ncus rasio 2.57 4,17 5,77 7,36 8,96
Raal FDRB Ak dasi
12.a Mamin omocast rasio 0,08 1,15 1,69 2,41 3,55
13 Rasio PDRB Ekonomi Kreatif o5 1,031 1,174 1,331 1,504 1,694
Proporal  jumlah UKM  oon .
14.a pertanian nilaj 9,47 10,76 12,04 13,32 14,61
14.b Proporsi jumlah 1KM nilai 3,75 4,87 6,17 7,47 8,77
14.c Rasio Kewirausahaan rasio 1,68 2,68 4,18 5,88 7,08
Raslo Volume Koperasi
14.d terhadap PDRB rezio 0,369 0,427 0,602 0,777 0,817
14.¢ ROA BUMD % 0,40436 0,410920 0,42532 0,41541 0,38446
Tingkat Pengangguran
15 Terbuka % 1,32 1,21 1,13 1,03 1,00
15.b Proporsi Penciptaan Lapangan % 22,14 34,05 44,23 51,85 57,28
Kerja Formal
16 Tingkat Partisipasi Angkatan o, 72,74 73,24 73,74 74,24 74,74
Kerja Perempuan
Indeks Inovasi Daerah indeks 45,78 47,66 50,04 51,92 54,51
'Penerapan Elc : P
Proporal PDRB
Pertanian, Ukehutanan dan % 47,34 46,50 45,40 43,87 40,45
Perlkanan
18.a Tingkat produktifitss tenaga
kerja pada lapangan usaha Rp.
sckior pertanian, kehutanan | Juta/orang 198.73 204,60 209,64 213,67 220,72
dan perikanan
. Tra.nsfoﬁha'si-biéi'téfl . .
Indeks ~masyarakat digital | o400, 48,20 62,06 60,14 72,45 75,30
indonesia
“Integrasi | Ekonor
den Reglonal .45 s
Perssntase  stabilitas dan
20 jumlah ketersediaan barang % 9 8 7 6 &
kebutuhan pokok
Pembentukan ~ Modal - Tetap 9 30,85 32,60 32,92 34,53 35,91
21 Bruto terhadap PDRB % ! * ' '
22 Ekspor Bazang dan Jasa % 44,76 58,57 72,38 86,19 100

Persentase RT yang memiliki

23.b aksea terhadap hunian layak % 44,76 58,57 72,38 86,19 100
dan terjangkau
23.c Persentase Dean Mandiri % 0,000 0,000 2,326 2,326 4,631
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Misi 4 Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan
Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan
harmonis adalah tujuan penting dalam setiap komunitas.
Beberapa langkah untuk mewujudkan rasa aman dan kehidupan
yang harmonis di tengah-tengah masyarakat antara lain
memperkuat budaya toleransi, menghormati hak asasi manusia,
menegakkan hukum secara adil, meningkatkan jaminan
keselamatan, mendengarkan dan memahami, menghindari
komentar diskriminatif, membantu dan bekerja sama. Untuk
mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis
dilaksanakan melalui arah dan tujuan pembangunan daerah
antara lain:
a. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan

Demokrasi Substansial

b. Stabilitas Ekonomi Makro

c. Ketangguhan Diplomasi dan Kerjasama

Tabel 4.8
Sasaran Pokok Misi 4 Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial
dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

MISI/ MISI/ARAH (TUJUAN) 2025 TARGET
SASARAN PEMBANGUNAN /INDIKATO SATUAN (Baseline}
POKOK R UTAMA PEMEANQUNAN 2030 2034 2040 2045
Henmanan daergh tangpuh, |- :=_
WIS 4 demokranl substonsial, dan
stobilitas ekonomi makro :
daerab i
' | Hukam
SASARAN | Keamanan
POXOK 10 | Tangeuh, _
it | Substansial . . s
28 Indeks Pembangunan indeks 60.54 65,27 71,46 77,52 83,84
Hukum

#—
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d. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

e. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Tabel 4.9
Sasaran Pokok Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
MISI/ARAH (TUSUAN) : TARGET
MISI/SASARA | PEMBANGUNAN/INDIKAT | ... 2028 ;
N POKOX OR UTAMA {Baseline)
PEMEBANGUNAN 2030 2034 2040 2045
MIS Ketahanan Sosial Budaya
j _15 dan Ekologi
‘SASARAN. | Beragama: 'Maslahs
.. POKOX 13, Berkebudayaan Maju
Persentase Warlsan Budaya
37 yang Dilestarikan % 71,42 100 100 100
Indeks Kerulunan Umat
38 Beragamia Indcks a0 85 90 95 a5
SASARAN
* POKOK 14 -
Indeks Pembangunan ;
39 Keluarga indeka 55,62 58,16 60,83 63,61 66,53
40.a }1“}?‘;;‘5 Ketimpangan Gender |\ yupg 0.84-0,83 | 0.80-0,78 | 0,75-0,72 | 0,70-0,66 | 0,65-0,60
Indeka Perlindungan
40b Khusus Anak {ndeks 60,3 74,2 88,4 09 99
. SASARAN Lingkungan
POKOK 15 Berkuatlitas.;
a1 Indcks tutupan lahan indeks 95,91 93,70 92,20 90,70 89,20
42.a if{é:';s Kualitas Lingkungan | ;40 80,1 81,16 82,22 83,27 84,33
42b T dengan Akscs Sanitasi % 8,75 18,08 27,41 37,46 47,50
an
Persentase Titnbulan
42.e.1 Sampah Terclah Di Fosilitas % 12,64 32,36 52,09 71,81 a0
Pengolahan Sampah
Proporsi RT Dengan
42.c2 Layanan Penuh % 28,87 51,65 69,43 87,21 100
Pengpmpulan Sampah
SASARAN | Begketahianai ; Encigl
POKCK 16 dan Kemandirian Pangan
43.a.1 Konsumsi fistrik per kapita kwh/kapita 280 414 548 682 816
Prevalansi ketidakcukupan
kensumsi pangan 8,1 6,11 4,09 2,08
43.b {Prevalence of % 10,1 12 ' ' *
Undernourishment)
43.c.1 Kapasitas Air Bakun m3/detik 0,01 6,02 0,03 0,05 0,06
Akses  Rumah  Tangga
43.c.2 Terhadap Sumber Alr % :} 15,5 23 20,5 38
Minum Aman
'SASARAN | .Resiliensi térhadap Bencana
POKOKi17 | dan Pefizbakian Iklim' e
Risiko Bencana 175,60- 159,80-
44 }Inzgéﬁs e meme indeks 197,2 181,40 165,60 | 149,80 | 134,00
45.a I}{“igﬂ;“’ Kualitas Lingkungan | 4oy 80,1 81,16 82,22 83,27 84,33
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Misi 8 Kesinambungan Pembangunan

Kesinambungan pembangunan adalah konsep penting yang
menekankan perlunya perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan yang berkelanjutan dari satu periode pemerintahan
ke periode berikutnya. Ini memastikan bahwa program dan proyek
pembangunan yang telah direncanakan dan dimulai dapat terus
berjalan tanpa terhenti karena perubahan kepemimpinan atau
kebijakan sehingga ukuran keberhasilan kinerja dapat dicapai
mulai dari keluaran, hasil manfaat sampai pada dampak yang
dirasakan oleh pengguna atau masyarakat.

Untuk mencapai kesinambungan pembangunan, diperlukan
kondisi perlu yang harus ada seperti reformasi birokrasi untuk
memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber
daya, integrasi perencanaan dan penganggaran agar sumber daya
dialokasikan secara tepat, dan pengendalian pembangunan yang
baik untuk menghindari pemborosan dan memastikan hasil yang
diinginkan. Selain itu, kesinambungan pembangunan juga
memeriukan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pengetahuan
dan inovasi, serta ekonomi “hijaun” dan “biru” yang adil, efisien,
dan cerdas, yang menumbuhkan sektor produktif dan

meningkatkan  kesejahteraan sosial sembari melindungi

lingkungan.
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MISI/ ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/ INDIKATOR UTAMA

. PEMBANGUNAN 11

PEMBANGUNAN SATUAN KETERANGAN
14.d Rasic Volume Koperasi terhadap PDRB rasio
14.e ROA BUMD %
15 Tingkat Pengangguran Terbuka %
16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan %
17.b Indeks Inovasi Daerah indeks
PEMgEI}EgﬁEI AN | -Pener___ _‘an Ekonomz Hljau _ : |
Proporsi PDRB Sektor Pcrta.man, kehutanan dan %
Perikanan
18. . . .
a Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan Juta/orang
usaha sektor pertanian, kehutanan dan
penkanan
TUJUAN Transfi rmas D :
EMBANGUNAN g | Transformasi DI .
19 Indeks masya.rakat digital mdonesm Indeks
_ TUJUAN
. PEMBANGUNAN 7. Integrasx Ekonorm Domcsuk dan Reglonal .
20 Persentase stabilitas dan Jumlah ketersediaan %
barang kebutuhan pokok °
21 Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB %
22 Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB %
TUJUAN Perkotaan~ dan “Perdesaan sebagai Pusat )
. PEMBANGUNAN 8 | Pertumbuhan Ekonomi | g
23.b Persentase RT yang memiliki akses tcrhadap %
: hunian layak dan terjangkau °
23.c Persentase Desa Mandiri %%
MISI 3 | TRANSFORMASI TATA KELOLA '
“TUJUAN Regulas1 dan Ta
. PEMBANGUNAN 9__| Adaptif L
24 Indeks Reformasi Hukum indeks
25 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik indeks
26 Indeks Pelayanan Publik indeks
27.a Survey penilaian integritas (SPI) KPK nilai
27.b Indeks Persepsi Anti Kerupsi indeks
Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi '
MISI 4 Substanaia.l, dan Stabilitas Ekono_gni Makro
: TUJUAN Hukum::" Bcrkeadﬂan. Keamanan N asionaléi
‘PEMBANGUNAN 10_{ Tangguli, dan Demokrasi Substansial .7 L
28 Indeks Pembangunan Hukum indeks
29 Tingkat Kriminalitas %
30 ngkat Pamglpam Pemlllh %
TUJUAN "




MISI/ ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/ INDIKATOR UTAMA
PEMBANGUNAN

SATUAN KETERANGAN

wd

‘ sinambungan'Pe

LSEE T AT e DR AT L

Penyelarasan misi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJP
Nasional 2025-2045 dan RPJPD Propinsi Sumatera Barat 2025-

2045 dapat digambarkan melalui tabel berikut.

Tabel 4.11
Penyelarasan Misi, Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045
dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Propinsi Sumatera
Barat Tahun 2025-2045

: RPJPD KABUPATEN
JPD 3
RPUP NASIONAL 2025-2045 R R O as.aots KEPULAUAN MENTAWAI
AGENDA : _ _2025-2045
MISI/ ARAH (TUJUAN) . MISI/ ARAH (TUJUAN) MISI/ ARAH [TUJUAN)
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
Mewnjudknn transformasi sesial
Transformasi | Mewujudhkan Transformasi ]
Indoncsia | 5 “mj ransformasl | o uju sumberdaya mannsia yang | TRANSFORMAS! SOSIAL
berkualitas dan berdaya saing
Kesehatan untuk Semua Kesehatan untuk Semua Kesehatan untuk Sermnua
Pendidikan  Berkuslitas yang - . Pendidikan Berkualitas yang
Merata Pendidikan Berkualitas yang Merata Merata
Perlindungan Sosial yang Adaptif | Perlindungan Sosial yang Adaptil Kz;l;n&ungan Sosial  yang
Mewujudkan masyarakat yang
Mewujudkan Transformasi | sejahtera, inklusif, adil dan setara
Ekonomi melalui transformasi ekonomi TRANSFORMASI EKONOMI
daerah vang berkelanjutan
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Iptek, Inovasi, dan Produktivitas
Ekonomi Ekonomi Ekonomi
Penerapan Ekonomi Hijau Penerapan Ekonomi Hijau .| Penerapan Ekonomi Hijau
Transformasi Digital Transformasi Digital Transformasi Digital
Integrasi Ekonomi Domestik dan Integrasi Ekonomi Domestik dan Integrasi Ekonomi Domestik
Regional Regional dan Regional
Perkotaan dan Perdesaan sebagai | Perkotaan dan Perdesaan sebagai i’:;l;orﬁanpus::m Pe rt?rﬁﬁ?ﬁinn
Pusat Pertumbuhan Ekonorni Pusat Pertumbuhan Ekonomi Ekongomi
Mewujudkan transformasli tata
Mewujudkan Tranaformasi Tata kelola yang profesional, | TRANSFORMASI TATA
Kelola transparan, almntabel, dan | KELOLA
inovatif
Regulasi dan ‘Tata Kelola yang | Regulasi dan Tata Kelola yang | Regulasi dan Tata Kelgla yang
Berintegritas dan Adaptif Berintegritas dan Adaptif Berintegritas dan Adaptif
1 Memantapkan keamanan daerah Keamanan daerah tangguh,
Landasan Memantapkan i Supren:ias tangguh, masyarakat damai, demolkras{ substansial, dan
Transformasi H oy Stab tan;ﬂa an | 4emekratis, dan iInklusif, eerta stabilitas ekonomi makro
Kepemimpinan Indone gtabilitas ekonomi makra daerah daerah
Hukum Berkeadilan, Keamanan Hulkum Berkeadilan, Xeamanan | Hukum Berkeadilan, Keamanan
Nasional Tangguh, dan | Nasignal Tangguh, dan Demckrasi Nasional . Tanggl.!h, dan
Demokrasi Substansial Substansial Demokrasi Substansial
Stabilitas Ekonomi Makro Stabilitas Ekonomi Mekro Stabilitas Ekonomi Makro J

##
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BABV

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Visi pembangunan daerah jangka panjang menuju Kepulauan
Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat memerlukan
sumber daya yang optimal untuk menggerakkan sendi
pembangunan. Transformasi pembangunan sangat diperlukan
sebagai upaya akselerasi pembangunan dalam menghadapi
tantangan pembangunan dan berbagai perubahan yang akan
terjadi khususnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi.

Bertumpu pada sektor primer dengan mengharapkan pada
produk mentah (raw material) komoditas tidak menjadi jaminan
akselerasi pertumbuhan dan kemajuan daerah. Integrasi
transformasi pembangunan menjadi syarat mutlak untuk beralih
pada mode pertumbuhan stagnan ke pendekatan pembangunan
yang maju. Transformasi pembangunan yang meliputi
transformasi sosial, transformasi ekonomi dan transformasi tata
kelola sangat penting untuk mengarahkan dan menggerakkan
Kepulauan Mentawai menjadi daerah yang kompetitif dengan
keunggulan komparatif yang dimiliki sehingga akan mendorong
peningkatan produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara prinsip bahwa pembangunan yang dilaksanakan
sebagaimana cita cita luhur bangsa adalah menyejahterakan

masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan transformasi sosial



Tahapan pertama (2025-2029) adalah penguatan Fondasi

Transformasi. Penguatan fondasi transformasi merupakan langkah

penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan

inklusif.

a. Transformasi Sosial dititikberatkan pada penuntasan layanan
dasar dan memaksimalkan pemenuhan dan penerapan SPM.
Pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan
sosial (penuntasan update data kemiskinan exclusion error dan
inclusion error) serta peningkatan kualitas SDM untuk
membentuk manusia yang produktif dan memiliki daya saing.

b. Transformasi Ekonomi difckuskan pada hilirisasi komoditas
unggulan daerah yang memiliki prospek pasar sehingga
meningkatkan nilai tambah komoditas baik produk setengah
jadi maupun produk akhir/jadi, peningkatan kapasitas
kelompok pertanian, kelompok nelayan, peningkatan
produktivitas tenaga kerja, keterampilah/skill, pemanfaatan
akses digital e-commerce, Penguatan BUMD dan peningkatan
kapitalisasi BUMD/BUMDes, dan pembangunan kawasan
pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Transformasi Tata Kelola difokuskan pada perbaikan
kelembagaan perangkat daerah (penyederhanaan organisasi),
reformasi birokrasi, sistem merit, peningkatan kapasitas ASN,

penyelenggaraan SPBE, Pencrapan WBK/WBBM dan ZI,
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wilayah dan pusat pemerintahan di tingkat kecamatan dan
desa. Pembangunan infrastruktur sebagai bagian integrasi
pengembangan kawasan ekonomi baik di sektor pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata juga
penyokong konektivitas yang menggerakkan aktivitas sosial
ekonomi masyarakat.

Tahapan kedua (2030-2034) dengan telah meletakkan fondasi

transformasi pembangunan maka akan terjadi Akselerasi

Transformasi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

a. Transformasi sosial senantiasa terus dilakukan dengan
memperkuat dan menitikberatkan pembangunan sumber daya
manusia yang berkualitas. Beasiswa pendidikan, sekolah
vokasi/akademi dan pelatihan/pendampingan/ pemberdayaan
bagi masyarakat miskin.

b. Transformasi ekonomi dititikberatkan pada percepatan
produktivitas sumber daya manusia secara kontiniu.
Penguatan pembangunan pada pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi daerah, meningkatkan realisasi investasi, BUMD
sehat. Mendorong dan memperkuat peran PLN sebagai
penyokong kekuatan ekonomi masyarakat.

c. Transformasi tata kelola difokuskan pada terwujudnya
kolaborasi lembaga/antar lembaga pemerintah daerah yang
saling sinergis, ASN yang kompeten dan profesional, penguatan

e R
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digital. Pembiayaan pembangunan diarahkan pada kolaborasi
pendanaan yang bersumber pada anggaran daerah, propinsi,
pusat, swasta dan badan usaha. Memfasilitasi dan mendorong
penyediaaan listrik menuju Rasio Elektrifikasi (RE) sebesar 100
persen.

Tahapan ketiga {2035-2039) memulai pada Ekspansi Global baik

secara regional, nasional dan dunia. Intervensi kebijakan yang

dilakukan pada tahapan ekspansi global antara lain:

a. Transformasi sosial dititikberatkan pada  penguatan
sumberdaya manusia yang produktif dan inovatif dengan
mendorong terus menerus untuk mewujudkan sumberdaya
manusia yang kompetitif, adaptif terhadap perubahan dan
melek terhadap teknologi dan digitalisasi.

b. Transformasi ekonomi dilakukan dengan menjaga konsistensi
pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi daerah dan
meningkatkan daya saing (leveling up) yang secara konsisten
meningkatkan kualitas sumber daya ekonomi yang kompetitif,
leveling-up BUMD. Penguasaan teknologi dan menciptakan
munculnya smart city pada kawasan pertumbuhan ekonomi
prioritas. Mendcrong pelaksanaan green energy melalui bauran
energi terbarukan.

c. Transformasi tata kelola senantisa menjaga  peran
kelembagaan pemerintah sebagai katalisator pembangunan di

masyarakat. Menjadikan lembaga pemerintah yang adaptif dan
e

N

V.7



f. Pembangunan kewilayahan sebagai bentuk konsistensi
pembangunan pusat dan kawasan ekonomi daerah dan
mendorong integrasi sosial ekonomi dengan koridor pusat
pertumbuhan Sumatera Barat dan secara khusus kawasan
Pulau Sumatera. Penguatan sistem informasi dan teknologi
yang terintegasi di setiap pulau dan pengembangan smart city
untuk setiap kawasan dan pusat pertumbuhan ekonomi
daerah. Penyediaan sarana dan prasarana layanan publik yang
canggih berbasis teknologi. Pengembangan kawasan
permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan dengan
konsep smart housing, dan mendorong transisi energi
terbarukan

Tahapan keempat (2040-2045) menjadi tujuan pembangunan

jangka panjang yaitu terwujudnya masyarakat Kepulauan

Mentawai yang maju berkelanjutan dan bermartabat sebagai satu

kesatuan untuk terwnjudnya Indonesia Emas 2045.

a. Transformasi sosial difokuskan pada sumber daya manusia
yang responsif, berakhlak mulia, berbudaya maju dan mampu
beradaptasi pada perkembangan/perubahan, unggul dan
berdaya saing.

b. Transformasi ekonomi terus mendorong pertumbuhan ekonomi
yang positif, tinggi dan konsisten serta menjaga pendapatan
perkapita masyarakat yang tinggi, BUMD mandiri. Menjadi

poros maritim kawasan sumatera yang memiliki sumber daya
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f. Pengembangan dan pembangunan wilayah senantiasa menjaga
konsistensi kekuatan sosial ekonomi masyarakat pada
kawasan/pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan
smart city integrasi dan interkoneksi kawasan dengan wilayah
penghubung. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
pembangunan manusia yang unggul, produktif dan berdaya
saing dan sarana/prasarana layanan publik dan dasar yang
berkualitas, integrasi integrasi smart city dan smart housing.
Pembiayaan pembangunan mendorong peran pembiayaan dari
pemerintah dan non pemerintah dalam yang menguatkan

pertumbuhan ekonomi sumber daya daerah.

Gambar 5.1
Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045

Fi Al

2035-2039 2040 - 2045

EKSPANSIGLOBAL

2025-2029 2030-2024

KEPULAUAN MENTAWAI MAJD
BERKELANJUTANDAN
BERMARTABAT

AKSELERASI
TRANSFORMASI

PENGUATAN FONDASI
TRANSFORMASI

TAHAPI TAHAPI TAHAPII TAHAP IV
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Arah Kebijakan

TAHAP I TAHAP IV
RPJP NABIONAL RPJP PROVINSI RPJPD TAHUN dasd TAHAP IT TAHAP IO {Kepulauan Mentawal
TAHUN 2025-2045 | TAHUN 2025-2045 2025-2045 lPF,‘;f““?“ F“‘i 5 {Aksecleras] Transformasi) (Elsspansi Global) Maju Berkelanjutan dan |
b 2030-2034 2035-2039 *" " Bermartabat)
. 2040-2045
dalam mengembangkan
perekonomian bebasis pada
kawasan strategis daerah,
Pariwisata, dan Industri
Kreatif.
Kontribusi PDB Indeks Ekonomi Kontribusi PDRB | 1) Pengelolaan Sumber Daya | 1) Keberlanjutan | 1) Pengembanpan kawasan | 1) Optimalisasi
Maritim Biru Indonesia Sub sektor Perikanan | Kelautan dan  Perikanan | pembangunan  agremarine strategis perikanan | Pengelolaan Sumber
(IBEL) melalui : a) Implementasi | melalui : a) Stimulasi | {agromarine) . | Daya melalai :
kebijakan pengelolaan | investasi dan inovasi dalam | a) Pembentukan klaster | )  Penerapan teknologi
perikanan yang berkelanjutan. | pengembangan kawasan | ekonomi biru untuk | pengelolaan sumber daya
b) Efektifitas Pengelolaan | per terintegrasi | mendorong kolaborasi antara | kelautan yang tepat
Kawasan Perairan Laut | b) Diversifikasi produk | pelaku usaha, peneliti dan | guna.
{budidaya) secara terintegrasi, | pengolahan hasil perikanan pemerintah. bj Inisiatif | k) Meningkatkan
2) Infrastruktur Kelautan | dengan tujuan pasar diluar | kewirausahaan dan dukungan | kapasitas monitoring dan
dan Konektivitas Maritim | Provinsi Sumatera Barat dan | bagi start-up di  sektor | evaluasi untuk
melalui : a) Investasi dalam | ekspor ke Iuar negeri. | ekonomi biru, 2) Kebijakan | optimalisasi
infrastruktur kelautan, | c) Peningkatan nilai | Pendukung melalui : | keberlanjutan.
termasuk pelabuhan, | tambah produk-produk | a) Pemantapan kebijakan | 2) Kolabaorasi regional
dermaga, dan fasilitas | kelautan melalui teknologi | dan regulasi yang mendukung | bahkan Internasional
penunjang. b} Peningkatan | dan pemasaran yang inovatif. | pertumbuhan ekonomi biru. | melalui: a) Kolaborasi
konektivitas maritim untuk | 2) Teknologi dan Inovasi | b) Stimulasi investasi | dan pertukaran
mendukung pertumbuhan | melalui: o)  Penelitian dan | swasta melalui insentif fiskal | pengetahuan dengan
ekonomi sektor perikanan. | pengembangan teknologi | dan kebijakan lainnya. | komunitas global untuk
3) Pariwisata bahari yang | berkelanjutan untuk | 3) Ketahanan Terhadap | memperkuat
Berkelanjutan melalui : a) | meningkatkan efisiensi dan | Perubghan Iklim melalui keberlanjutan  ekonomi
Pengembangan pariwisata | keberlanjutan. b) Promosi | a) Integrasi strategi | biru. bj Partisipasi
bahari berkelanjutan dengan | penggunaan teknclogi digital | adaptasi dan mitigasi | aktif dalam inisiatif dan
menekankan pelestarian | dalam pengelolaan sumber | perubahan  iklim dalam | perjanjian internasional
lingkungan., b} Pelibatan | daya kelautan. | rencana pembangunan | terkait kelautan dan
masyarakat setempat dalam | 3) Kesejahteraan | ekonomi biru. | perikanan.
manajemen dan keuntungan | Masyarakat Pesisir melalui : b) Peningkatan ketahanan | 3) Pengembangan
dari pariwisata. | a) Peningkatan | terhadap dampak perubahan | Ekosistem Inovasi
4) Pemberdayaan | Kesejahterann nelayan dan | iklim di sektor | melalui :
Masyarakat Lokal melalui : a) | masyarakat pesisir melalui Xelautan/perikanan. a) Peningkatan
Program pelatihan dan | diversifikasi ekonomi dan dukungan untuk riset
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Arah Kebijokan

kesehatan, pendidikan, dan
perlindungan sosial melalui @

1) Pemerataan dan
peningkatan akses layanan
kesehatan universel dan

peningkatan akses pendidikan
anak usia dini, dasar, dan
menengah. 2) Pemerataan
penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan dasar
dan menengah yang
mementhi standar dan aman
bencana serta sarana
transportasi khusus peserta
didik sesuai kondisi daerah. 3)

Peningkatan akses
infrastruktur pelayanan dasar
fantara lain air baku/air
minum, sanitasi, rumah layak,
energi/listrik) dan
infrastruktur konektivitas

antar wilayah 4) Peningkatan
akses rumah layak huni dan
terjangkau sesnai  dengan
karakteristik wilayah.
5) Perluasan dan peningkatan
bantuan pembiayaan bagi
peserta didik, khususnya bagi

SDM berkualitas dan inklusif
melalui : 1) Pemberdayaan
masyarakat lokal wuntuk
diarahkan menjadi guru dan
tenaga kependidikan,
serta tenaga kesehatan yang
berkualitas. 2) Perlindungan
sosial adaptif, terintegrasi,

dan inklusil bagi seluruh
kelompok masyarakat,
terutama bagi kelompok
marjinal, rentan, dan
masyarakat di Daerah,
dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sistemn

Regsosek agar tepat sasaran,
tepat guna, dan efisien.

dan keberlanjutan
kesejahteraan melalui :
1) Pemberdayaan ekonomi
mikro, kecil, dan menengah
yang inklusif dan berbasis
kerakyatan, 2)
Pengembangan/peningkatan

government-induced activities
dalam rangka peningkatan
perperakan arang dan barang
ke Daerah yang akan
mendoreng peningkatan peliat
kegiatan ekonorni di Daerah

melalui bertambahnya
demand. 3] Peningkatan
kualitas sumber daya
manusia pada usia produktif,
terutama bagi masyarakat
umum baik melalui upskilling
maupur reskiiling.
4) Perluasan penyediaan
bantuan sosial, sepert
bantuan pembiayaan
pendidikan, bantuan
pembiayaan kesehatan,
bantian pemenubhan dan
peningkatan ketahanan

pangan dan gizi, bantuan

. TAHAP 1 } " TAHAP IV
RP.JP NASIONAL RP.JP PROVINSI RPJPD TAHUN P tan Fondasi TAHAP I TAHAP I {Kepulauan Mentawai
TAHUN 2025-2045 | TAHUN 2025-2045 2025-2045 (Pengua o I“ {Aksclerasi Transformasi) (Ekspanei Global) Maju Berkelanjutan dan
2025‘.’2029 2030-2034 2035-2039 Bermartabat)
..... . : _2040-2045
global
Pengentansan Pengentasen Pengentasan
' kemiskinarn dan Kemijskinan dan. ‘Kemiskinan danl - . .
ketimpangan Ketimpangan Ketimpangan s . W
. . _ Berkurang Berkurang . o
Tingkat Kemiskinan | Tingkat Kemiskinan Tingkat Kemiskinan Pemenuhen pelayanan dasar | Percepatan  pembangunen | Penguatan daya saing SDM Perwujudan masyarakat

Mentawai yang
unggul melalui : 1)
Penguatan potensi
ekonomi lokal yang unik
dan bernilai tinggi
{unigue &  high-value
economy), serta
peningkatan insentif

fiskal & nonfiskal bagi
investasi di  Daerah
Kepulauan Mentawai,
guna memperinas
kesempatan kerja dan
meningkatkan
pendapatan masyarakat
di Daerah .
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Arah Kebijakan

TAHAP I _TAHAP IV
RPJP NASIONAL RPJP PROVINSIL RPJPD TAHUN TAHAP I TAHAP I [Kepulaunn Mentawai
TAHUN 2025-2045 | TAHUN 2025-2045 2025-2045 (Pemguatan Pontasl (Akselerasi Transformasi) (Ekspansi Global) Maju Berkelanjutan dan
025.2029 ) 2030-2034 2035-2039 Bermartabat)

I R L _ 2040-2045
penduduk dan masing-masing | (Kesehatan dan | memperhatikan  kecbutuhan | daya alam secara
kelompok usia. 5. | Ketenagakerjaan), dan | kelompok  marginal dan | bertanggung jawab dan
Pengurangan Beban | Subsidi). 4.Peningkatan | rentan. 5. Memastikan | menjaga kelestarian
Pengeluaran bagi Kelompok | Akurasi Cakupan Penerima, | pemerataan akses terhadap | lingkungan hidup. 4.
Miskin dan Rentan. 6. | Keterculupan Manfaat dan | infrastruktur  dasar  dan | Mengembangkan
Peningkatan Akurasi Cekupan | Mekanisme Pelaksanaan | layanan publik di seluruh | ekonomi ramah
Penerima, Keterculkupan | Program. 3. Penguatan | wilayah, dengan | lingkungan dengan
Manfaat dan  Mekanisme | Pemberdayaan ekonomi | memperhatikan  kebutuhan | menerapkan telmologi
Pelaksanasn  Program. 7. | mikro, kecil, dan menengah | kelompok marginal dan rentan | hijau dan praktlk
Pemberdayaan ekonomi | yang inklusif dan berbasis ekonomi vang
mikro, kecil, dan menengah | kerakyatan berkelanjutan. 5.
vang inklusif dan berbasis Mewujudkan pendidikan
kerakyatan berkualitas untuk semua

dengan memastikan
akses yang merata
terhadap pendidikan
berkualitas, inkiusif, dan
berkelanjutan
Kontribusi PDRB KT1 | Kontribusi PDRB Kontribusi PDRE | 1) Pepguatan pembangunan | 1) Lanjutan pengembangan | 1) Meningkatkan ekspor dan | 1] Peningkatan lanjutan
Kabupaten Kab. Kep. Mentawai | infrastruktur dasar sektor | pembangunan infrastruktur | Impor produk dan jasa | pengembangan
Kepulauan terhadap total PDRE | pertanian, peternakan dan | dasar yang moderen dan | Unggulan di Kepulauan | infrastruktur Kabupaten
Mentawai terhadap | Provinsi perikanan dalam mendukung | inlkusif sekktor pertanian, | Mentawai 2] Meningkatkan | Kepulauan Mentawai
total PDRB Provinsi fondasi transformasi | peternakan dan perikanan | investasi langsung Luar Negeri | berstandar Internasional
( pengembangan kawasan | dalam di Kepulauan Mentawai (FDI) | 2) Peningkatan Lanjutan
pariwisata 2] Penguatan | mendukung Akselerasi | 3) Mengembangan pasar baru | Kualitas pendidikan dan
kolaborasi dan  Interaksi | transformasi pengembangan | internasional untuk produk | pusat pelatiban
‘| Pembangnnan Sektor | kawasan pariwisats di | dan jasa unggulan Kepulauan | berstandar Internasional
Pariwisata dengan Sektor | Kepulauan Mentawai 2) | Mentawai 4) Meningkatkan | di Kabupaten Kepulauan
Pertanian, perkebunan dan | Lanjutan Penguatan | kolaborasi dan  kemitraan | Mentawai 3) Peningkatan
Perikanan secara | kolaborasi dan Interaksi | dalam mengembangkan | lanjutan untuk kualitas
berkesinambungan dalam | Pembangunan Sektor | produk dan jasa unggulan | inovasi dan teknologi
mendukung fondasi | Pariwisata dengan Sektor | Kepulauan Mentawai §) | maju di Kabupaten
transformasi pengembangan | Pertanian, perkebunan dan | Meningkatan kemampuan | Kepulanan Mentawai 4)
kawasan pariwisata 3} | Perikanan secara | akses sumberdaya manusia | Pembangunan Ekonomi
Penguatan Pembangunan | berkesinambungan dalam | dan talenta Kepulauan | berkelanjutan di
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lebih baik serta perbaikan
akses transportasi laut dan
udara untuk memfasilitasi
kanektivitas antar pulau serta
antara Mentawai dan
Sumatera Barat. 2)
Pemberdayaan komunitas
Iaokal melalui ekonomi
berbasis sumber daya alam
dengan program
pemberdayaan masyarakat
melalui pengelolaan sumber
daya alam yang berkelanjutan,
seperti perikanan, hasil hutan
bukan kayu, dan pertanian
lokal yang harus memastikan
kesejahteraan masyarakat
gerta menjaga kelestarian
lingkungan serta pembinaan

pengolakan ikan yang dapat
meningkatkan nilai tambah
sebelum dipasarkan ke luar

daerah. 2) Peningkatan
kualitas dan daya saing
sumber daya manusia (SDM]
dengan memperkuat
pendidikan vokasi di bidang
pariwisata, perikanan,
pertanian, dan teknologi

digital untuk menyiapkan
SDM vyang siap bersaing
dalam berbagai sektor
ekonomi serta tersedianya
secara berjenjang program
pelatihan  khusus untuk
tenaga kerja lokal di bidang
pariwisata, hospitality, dan
ekonomi kreatif agar

pasck regional dan nasional.

2} Pengembangan ekonomi
hijan dengan mendorong
penggunaan energi
terbarukan dan

pengembangan ekonomi hijau
dengan memanfaatkan potensi
sumber daya alam yang ada,
seperti energi angin, surya,
dan ombak serta mendorong
investasi hijau dengan insentif
bagi sektor-sektor yang
mengedepankan

keberlanjutan lingkungan dan

ekonomi. 3} Optimalisasi
pariwisata internasional
dengan memperluas pasar
pariwisata internasional
dengan meningkatkan

TAHAP I TAHAP IV
RPJP NASIONAL RPJP PROVINEI RPJPD TAHUN Fondasi TAHAP IT TAHAP IIT {Kepulaunn Mentawai
TAHUN 2025-2045 | TAHUN 2025-2045 2025-2045 "";g‘“‘?“ ‘mi {Akeelerasi Transformasi) (Ekspansi Global) Maju Berkelanjutan dan
P 2030-2034 2035-2039 Bermartabat)
L - . . . B 2040-20458
pada : 1) Pembangunan | Diversifikasi sektor ekonomi | pengolahan degan mendorong | difokuskan pada : 1)
infrastruktur dasar dan | melalui pengembangan | modernisasi industri | Konsolidasi ekonomi
transportasi dengan | sektor-sektor baru seperti | pengelahan hasil laut, | berkelanjutan dengan
mempercepat  pembangunan | energi terbarukan (misalnya pertanian, dan kehutanan | memastikan bahwa
infrastruktur dasar seperti | energi laut dan angin), serta | sehingga dapat menghasilkan | sefuruh sektor ekonomi
jalan, dermaga, listrik, dan air | industri pengolahan | produk  dengan  kualitas | berkembang dengan
bersih di seluruh pulau, Hal | sederhana dari produk lokal | ekspor dan meningkatkan | memperhatikan
ini penting untuk membuka | seperti kelapa, sagu, jaung pendapatan masyarakat serta | keseimbangan antara
akses ekonomi dan mobilitas | dan hasil laut dan | membuka akses pasar yang | pertumbuhan dan
masyarakat Mentawai yang | mendukung hilirisasi produk | lebih besar dengan | kelestarian  lingkungan
terdiri dari kepulauan serta | perikanan dengan | mengintegrasikan Kepulauan | sert berfokus pada
pembangunan dermaga yang | membangun industri | Mentawai ke dalam rantai | keberlanjutan untuk

generasi mendatang serta
memperkuat peran
masyarakat lokal dalam
pengelolaan sumber daya
alam melalui program-
program partisipatif dan

kommnitas berbasis
lingkungan. 2)
Transformasi ekonomi
digital melalui upaya

peningkatan transformasi
digital di berbagai sekior
sepert peritkanan,
pertanian, pariwisata,
dan perdagangan dengan
memperkuat  ekosistem
digital yang mendukung
inovasi serta membuka
peluang bagi masyarakat

terhadap usaha perikanan | masyarakat dapat berperan branding Mentawai sebagai | Iokal untuk  terlibat
dan pertanian dengan | langsung dalam sektor yang | destinasi wisata kelas dunia, | dalamm ekonorni digital
memperkenalkan teknologi | berkembang. 3) | terutama untuk wisata alam | dengan memberikan
sederhana yang meningkatkan Pengembangan pariwisata | dan _olahraga air seperti | akses terhadap pelatihan,

’_
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TAHAP I - __TAHAP IV
RPJP NASIONAL RPJP PROVINSI RPJPD TAHUN dasi TAHAP IT TAHAP I {Kepulauan Mentawal
TAHUN 2025-2045 | TAHUN 2025-2645 2025-2045 """‘g"'“‘r"‘ F"“i {Akselerasi Transformasi) (Ekspansi Global) Maju Berkelanjutan dan
1‘2"“’02 5‘_’;‘;‘2"; ) 2030-2034 2035-2039 Bermartabat)

: . 2040-2045
berbasis alam dan budaya | meningkatkan akses dan adaptif terhadap
dengan mengembangkan | pendidikan dan layanan perubahan teknologi dan
pariwisata berbasis  alam | digital bagi masyarakat lokal pasar kerja global. 3)
seperti selancar, ekowisata, | serta memperkenalkan Penguatan hubungan
dan wisata budaya. platform digital bagi pelaku ekonomi  internasional

usaha Tokal untuk dengan  meningkatkan

mempromosikan produk hubungan ekonomi
mercka lebih luas dan dengan mitra
meningkatkan efisiensi internasional untuk
bisnis. memperkuat ekspor,
menarik lebih banyak
investasi asing, dan
meningkatkan ketahanan
ekonomi daerah terhadap
tantangan global.
- Kepemimpinan dan ‘Peningkatan Daya ‘Peningkatan ‘Kualitas:
pengaruh di dunia Saing Dasrah Penyenggaraan
internasioneal : .Pemerintahan _ _
meningkat L ‘Daerati* 3 i L i o . :
Global Power Index Indeks Daya Saing Nilai Evaluasi Kinerja | 1. Pilar Institusi: Memperkuat | 1. Pilar Institusi: | 1. Pilar Institusi: | 1. Pilar Institusi:
(peringkat) Daerah Penyelenggaraan lembaga pemerintahan daerah | Memperkuat  transparansi | Meningkatkan tata kelola yang Meningkatkan efektivitas
Pemerintahan untuk meningkatkan | dan akuntabilitas lembaga | baik dan mendukung regulasi | regulasi dan tata kelola
Daerah transparansi dan | pemerintahan daerah serta | yang kondusif bagi investasi | pemerintahan daerah
akuntabilitas. 2, Pilar | meningkatkan layanan | asing serta meningkatkan | untuk menciptakan
Infrastruktur:Mengembangkan | publik.2. Pilar | layanan publik yang efisien.2. | lingkungan bisnis yang
-| infrastruktur dasar seperti | Infrastruktur:Melakukan Pilar kondusif dan
jalan, jembatan, dan listrik | investasi lanjutan dalam | Infrastruktur:Memperluas berkeadilan.2. Pilar
untuk meningkatkan | pengembangan infrastruktur | investasi dalam infrastruktur | Infrastruktur:Melakukan
konektivitas dan | untuk meningkatkan | transportasi, telekomunikasi, | investasi strategis dalam
| aksesibilitas.3. Pilar Adopsi | konektivitas dan | dan energi untuk mendukung | infrastruktar berbasis
TIK (Teknologi Informasi dan | mempercepat pertumbuhan | konektivitas global.3. Pilar teknologi untuk
Komunikasi):Menderong ekonomi.3. Pilar Adopsi TIK | Adopsi TIK [Teknologi | mendukung
adopsi teknologi informasi dan | (Teknologi Informasi dan | Informasi dan | pertumbuhan  ekenomi
komunikasi di berbagai sektor | Komunikasi):Mendarong Komunikasi):Menderong yang berkelanjutan.3.

V.21




Arnh Kebjjakan

“TAHAP IV

akademis untuk penelitian
dan pengembangan inovasi
yang berkelanjutan.

langsung asing serta inovasi
dalam model bisnis.12, Pilar
Kapabilitas Inovasi:Mendorong
riset dan  pengembangan
kolaboratif dengan  mitra
global wuntuk menciptakan
solusi inovatif yang dapat
bersaing di pasar
internasional.

RPJP NASIONAL RPJP PROVINSI RPJFD TAHUN TAHAPI TAHAP IT TAHAP I (Kepulanan Mentawal
TAHUN 2025-2045 | TAHUN 2025-2045 2025-2045 (Penguatan FW;*“‘ [Akseleras Transformasi) {Ekspansi Global) Maja Berketanjutan dan
T;“;;;‘_’;g‘:; ) 2030-2034 2035-2039 Bermartabat)
| - . 2040-2045
lingkungan  usaha  yang | usaha kecil dan menengah | dibutubkan di pasar kerja | inovasi  produk  dan
kondusif.12. Pilar Kapabilitas | serta memp erkuat | global.9. Pilar Sistem | penguasaan pasar global
Inovasi:Mendorong penelitian | infrastrulctur keuangan { Keuangan:Memperkuat sektor | melalui diferensiasi
dan pengembangan  serta | daerah, 10.Pilar Ukuran | keuangan daereh  untuk | produk dan
kolaborasi  inovasi antara | Pasar:iMeningkatkan akses | mendukung investasi asing | pengembangan rantai
lembaga pendidikan, | pasar global dan memperhias | dan memperluas akses | pasok yang
pemerintaly, dan industrl. pangsa pasar untuk produk- | keuangan begi pelaku usaha | berkelanjutan. 8. Pilar
‘produk lokal.11, Pilar | lokal. 10. Pilar Ukuran | Pasar Tenaga
Dinamisme . Pasar:Meningkatkan penetrasi | Kerja:Meningkatkan
Bisnis:Mendorong inovasi | pasar global melalui | keterlibatan masyarakat
bisnis dan penciptaan | kemitraan dagang | dalam ekonomi digital
lingkungan usaha yang | internasional dan | global dan memastikan
kondusif untuk | memperkuat branding wilayah | adanya perlindungan
pertumbuhan sebagai destinasi investasi | tenaga kerja yang
perusahaan.12.Pilar dan  pariwisata.1l.  Pilar | memadai. 9. Pilar Sistem
Kapabilitas Dipamisme Bisnis:Mendorong | Keuangan:Mengembangk
Inovasi:Mendorong kerjasama lintas batas antara | an  sektor  keuangan
kolaborasi antara sekter | pelaku usaha dan | daerah yang kuat dan
publik, swasta, dan | memfasilitasi investasi | inklusif untuk

mendukung investasi dan
pertumbuhan  ckonomi
yang berkelanjutan. 10.
Pilar Ukuran
Pasar:Memperluas akses
pasar internasional
melalui perjanjian
perdagangan dan
promosi ekspor produk
unggulan daerah.11.Pilar
Dinamisme

Bisnis:Mendorong kultur
inovasi dan
kewirausahaan serta
memberikan  dulungan
bagi startup dan industri
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TAHAP 1 i TAHAP IV
RPJP NABIONAL RPJP PROVINEI |  RPJPD TAHUN P ton Fondast TAHAP IT TAHAP II (Kepulauan Mentawal
TAHUN 2025-2045 | TAHUN 2025-2045 2025-2045 ( e;tgun fn o_ni ae {Akseleras] Transformaal} (Ekepansi Global) Maju Berkelanjutan dan
20252020 ) 2030-2034 20352039 Bermartabat)
2040-2045
proses belajar ~ mengajar | sekolah dan proses belajar | kualitas manajemen sekolah | berkelanjutan dan
peserta didik terutama dalam | mengajar  peserta didik | dan proses belajar mengajar | berjenjang serta
pendidikan usia dini, dasar | terutama dalam pendidikan | peserta didik terutama dalam | meningkatkan dan
dan menengah. 4. | usia dini, dasar dan | pendidikan usia dini, dasar | menjaga kualitas

Pengembangan dan penguatan
kapasitas pelajar  sedini
mungkin yang dibekali dengan
keterampilan dan kesiapan
kerja salah satunya melaiui

pendidikan vokasi dan
pemagangan sesuai dengan
potensi pengembangan

pembangunan di masing-
masing daerah. 3. Memperluas
volume dan kualitas pelatihan
vokasi dan pemagangan kerja.
6. Membuka peran aktif

industri-perusahaan  sebagai
sektor ungegulan dalaun
upskilling dan  reskilling

angkatan kerja. 7. Memulai
pendanaan jangka menengah
berkelanjutan untuk pelatihan
vokasi dan pemagangan kerja.
8. Meningkatkan kualitas dan

keterampilan para  pencari
kerja sesuai dengan
perkembangan kebutuhan

dunia usaha. 9. Melakukan
rintisan dalam membangun
jejaring global terutama dalam
peningkatan keterampilan
para calon tenaga kerja. 10.
Peningkatan kualitas Sumber
Daya Manusia vang jupa

menengah. 4. Akselerasi
pengembangan dan
penpuatan kapasitas pelajar
sedini mungkin yang dibekali
dengan keterampilan dan
kesiapan kerja sesuai dengan
kebutuhan pasar dan potensi
pembangunan pada masing-
masing daerah yang salah
satunya melalui pendidikan
vokasi dan pemagangan. 3.
Meningkatkan secara
signifikan volume dan
kualitas pelatihan vokasi dan
pemagangan kerja. 6.
melanjutkan  peran  aktif
industri-perusahaan sebagai
sektor unggulan  dalam
upskilling dan reskilling
angkatan ketja. 7.
Melanjutkan pendanaan
jangka menengah
berkelanjutan untuk
pelatihan vokasi dan
pemagangan  kerja  yang
berasal dari sumber
pembiayaan pemerintah,
dunia usaha dan
masyarakat. 8. Melanjutkan
peningkatan kualitas dan
keterampilan para pencari

dan menengah. 4.
Pemantapan sistem
pengembangan dan
penguatan kapasitas pelajar
melalui pengembangan
keterampilan dan kesiapan
kerja sesual dengan

kebutuhan pasar dan potensi
pembangunan pada masing-
masing daerah yang salah
satunya melalui pendidikan
vokasi dan pemagangan. 5.
Optimalisasi secara signifikan
volume dan kuelitas pelatihan
vokasi dan pemagangan kerja.
6. Pemantapan peran aktif
industri-perusahaan sebagai
sekdor unggulan dalam
upskilling dan  reskilling
anpgkatan kerja. 7.
Melanjutkan serta
meningkatkan pendanaan
jangka menengah
berkelanjutan untuk pelatihan
vokasi dan pemagangan kerja
yvang berasal dar sumber
pembiayazan pemerintah,
dunin usaha dan masyarakat.
8. Melanjutkan peningkatan
kualitas dan keterampilan
para pencari  kerja sesuai

manajemen sekolah dan
proses belajar mengajar
peserta didik terutama
dalamn pendidikan usia

dini, dasar dan
menengah 4)
Pernantapan sistem
pengembangan dan
penguatan kapasitas
pelajar melahi
pengembangan

keterampilan dan

kesiapan kerja sesuai
dengan kebutuhan pasar

dan potensi
pembangunan pada
masing-masing  daerah
yang salah  satunya
melalui pendidikan

vokasi dan pemagangan
5) meningkatkan secara
signifikan volume dan
kualitas pelatihan vokasi
dan pemagangan kerja 6)
Pemantaban peran i
industri-perusahaan
sebagai sektor unggulan
dalamm upskilling dan
reskilling angkatan kerja
7) Melanjutkan seria
meningkatkan

-—_
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TAHAP IV

RPJP NASIONAL | RPJP PROVINSI RPJPD TAHUN TAHAP 1 TAHAP IT TAHAP III (Kepulauan Mentawal
TAHUN 2025-2045 | TAHUN 2025-2045 .2026-2045 [Pe;rg::st?n :1:’;;1_3 si (Akselerael Transformasi) {Ekspansi Global) Maju Berkelanjutan dan
2025‘_’;029 } 2030-2034 7 2035-2039 Bermartabat)
_2040-2045
Ketenagakerjaan. 15. | pekerja terkonsentrasi. 13. | akses pada layanan kesehatan pengetahuan teknis, dan
Peningkatan pendapatan dan | Melanjutkan peningkatan | dan pendidikan di wilayah | strategi jejaring sosial 11)
daya beli masyarakat melalui | akses pada layanan | perdesaan, untuk | Melaksanakan secara
sektor unggulan, kesehatan dan pendidikan di | memperkuat modal manusia | konsisten kebijakan dan
wilayah perdesaan, untuk | dan mendorong pembangunan | program untuk
memperkuat modal manusia | ekonomi lokal. 14. | mengatasi kesenjangan
dan mendorong | Melanjutkan peningkatan | dalam Keterampilan dan
pembangunan ekonomi lokal. | akses dan partisipasi dalam pendidikan,
14. Melanjutkan peningkatan | skema jaminan sosial, | meningkatkan angka
akses dan partisipasi dalam | termasuk BPJS Kesehatan | kelulusan pendidikan,
skema  jaminan sosial, | dan BPJS Ketenagakerjaan. | den meningkatkan
termasuk BPJS Kesehatan | 15) Peningkatan pendapatan | kualitas dan relevansi
dan BPJS Ketenagakerjaan. | dan daya beli masyarakat | pendidikan; 12)
15. Peningkatan pendapatan | melalui sektor unggulan. Meningkatkan secara
dan daya beli masyarakat signifikan investasi
melalui sektor unggulan. layanan kesehatan dan
pendidikan di daerah
perkotaan, tempat
pekerja  terkonsentrasi
13} Melanjutkan

peningkatan akses pada
layanan kesehatan dan
pendidikan di wilayah
perdesaan, untuk
memperkuat modal
manusia dan mendorong
pembangunan  ekonomi
lokal 14) Melanjutkan
peningkatan akses dan
partisipasi dalam skema
jaminan sosial, termasuk
BPJS Keschatan dan
BPJS Ketenagakerjaan.
15) Peningkatan
pendapatan dan daya beli
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Tabel 5.2

Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045

Arah Kebijakan
MISI/ARAH (TUJUAN) TAHAP IV
pgmmcunm:ml)m’mn UTAMA (Pen g“::f;inmi TAHAP IT TAHAP Il (Kepulanan Mentawal Meju
PEMBANGUNAN Transfo 1) |Akselerasi Transformasi} {Ekspansi Global) Berkelanjutan don
: 2025.2029 2030-2034 2035-2039 Bermartabat)

i - 2040-2045
MISI 1 TRANSFORMASI SOSIAL | 1. Penguatan Sistem Kesehatan | 1. Pemerataan dan peningkatan | 1. Mengembangkidn  program Mengginakan analisis data
Dacrah kompetensi tenaga kesehatan pelatihan kepemimpinan | untuk mengidentifikasi
2. Penguatan Sistern Pendidiken | 2. Pembangunan pendidikan dan dan manajemen yang | kebutuhan pelatihan,
__________ Daerah.  kesehatan yang iklusif mampu mengintegrasikan mengukur efektivitas program,

4. Penguatdn Jamingn  Sosial menjangkan ' selurub | keterampilan tsknclogl dan | dan mengoptimalkan strategi

Daerah. wilayah/daerah. digitalisast pengembangan SDM.
3. Pemberdayaan masyarskat | 2. Mendorong kolaborasi
lokal untuk diarabkan menjadi antara perguruan tinggi,
- - tenaga  kesechatan  yang | industri, dan pemerintah .
- = * & berkualitas, - - e dalam riset. dan .o g
- 4, Peningkatan  Kesejahteragn pengembangan  teknologi
tenaga pendidikan. yang mendorong inovasi dan
5. Pemerataan dan peningkatan ‘pertumbutian ekonomi.
L . ) kompetensi tenaga pendidikan. . L
TOIOAN Keschataa untii Semua T A I . B i
PEMBANGUNAN 1 . . I R L s . L .
1 Usia  Harapan Hidup | 1.Peningkatan kualitas sarana | 1. Pemerataan pelayanan | 1. Mengembangkan standar | 1. Mewujudkan pelayanan
{tahnin) dan prasarana  pelayanan kesehatan yang berkualitas; pelayanan kesehatan yang kesehatan primer dan
kesehatan primer dan rujukan; 2. Pemerataan tenaga kesehatan kompatibel dengan standar rujukan yang berkualitas;

2. Meningkatkan cakupan sesuai dengan kompetensi; internasional; 2. Mevwyjudkan tenaga
kepesertaan JKN; 3. Perluasan upaya promotif, | 2. Mengembangkan produk dan kesehatan yang kompeten

3. Peningkatan kualitas preventii dan pembudayaan layanan kesehatan yang dalam bidang masing-
komnpetensi tenaga kesehatan; perilaku hidup sehat; sesuai dengan kebutuhan masing;

4, Peningkatan peranan lintas | 4. Digitalisasi dan Inovasi dan karakteristik global; 3. Mewujudkan edukasi
program dan lintas sektor dalam Teknologi untuk meningkatkan kesehatan yang komprehensif
program kesehatan; efisiensi administrasi dengan pendekatan promotif

pelayanan kesehatan; dan preventif;

4. Mewujudkan pelayanan
kesehatan ibu hamil yang
berkualitas dan berkeadilan;

2.8 Angka Kematian [bu 1. Peningkatan kualitas sarana | 1. Pemerataan pelayanan | 1. Mengembangkan standar | 1. Mewujudkan pelayanan
pelayanan  kesehatan primer kesehatan yang berkualitas; pelayanan kesehatan yang kesehatan primer dan

S e T
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Arah Kebijakan

MISI/ARAH {TUJUAN]) TAHAP 1 TAHAP IV
PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA {Penguatan Fondasi TAHAP II TAHAP III (Kepunlanan Mentawai Maju
PEMBANGUNAN Transformasi} (Akselerasi Transformasi) |Ekspansi Global] Berkelanjutan dan
2025-2020 2030-2034 2035-2039 Bermartabat)
_ ) . 2040-2045
pendidikan dalam eliminasi pendidikan dalam rangka kepada pasien;
tuberkulosis; eliminasi TBC; 4, Penguatan surveilans  aldifl

4. Peningkatan akses layanan yang | 4. Penguatan akses layanan yang TBC berbasis layanan dan
bermutu dan berpihak kepada bermutu dana berpihak kepada masyarakat;
pasien; pasien;

5. Peningkatan screnning | 5. Penguatan screning
tuberkulosis dimulai dari level tuberkulosis dimulai dari level
Desa, Kecamatan, Kabupaten Desn, Kecamatan, Kabupaten
Kota dalam perwujudan wilayah Kota dalam perwujudan
bebas TBC; wilayah bebas TBC;

3.b Anpka keberhasilan | 1. Peningkatan komitmen | 1. Penguatan  komitmen dan | i. Penguatan upaya promosi | 1. Penguatan peran serta
pengobatan  Tuberkulosis pemerintah daerah  untuk kepemimpinan Pemerintah ||  dan pencegahan, pemberian komunitas, mitra, organisasi

(treatment success rate) mendukung percepatan Provinsi dan Kab/Kota untuk pengobatan pencegahan TBC profesi, multisektor, dunia

eliminasi TBC; mendukung percepatan dan pengendalian infeksi; pendidikan dalam rangka

2. Peningkatan upaya promosi dan eliminasi TBC; 2. Penguatan peran serta eradikasi TBC;
pencegahan, pemberian | 2. Penguatan upaya promosi dan komunitas, mitra, organisasi | 2. Penguatan akses layanan
pengobatan TBC dan pencegahan, pemberian profesi, multisektor, dunia yang bermutu dana berpihak
pengendalian infeksi; pengobatan pencegahan TBC pendidikan dalam rangka kepada pasien;

3. Peningkatan peran serta dan pengendalian infeksi; eradikasifeliminasi TBC; 2. Penpuatan surveilans aktf
komunitas, mitra, organisasi [ 3. Penguatan peran serta | 3. Penpuatan akses layanan TBC berbasis layanan dan
profesi, multisektor, dunia komunitas, - mitra, organisasi yang bermutu dana berpihak masyarakat;
pendidikan dalam  eliminasi profesi, multisektor, dunia kepada pasien;

TBC; pendidikan dalam  rangka | 4. Penguatan surveilans aktif

4_Peningkatan akses layanan yang eliminasi TBC; TBC berbasis layanan dan
bermutu dan berpihak kepada | 4. Penguatan akses layanan yang masyarakat;
pasien; bermutu dana berpihak kepada

5. Peningkatan screening pasien;
tuberkulosis  untuk  setiap | 5. Penguatan screnning
tingkatan dimulai dari level tuberkulosis dimulal dari level
desa, kecamatan dalam desa, kecamatan dalam
perwujudan wilayah sebab TBC; perwujudan wialayah bebas

TBC;
4 Cakupan kepesertaan | 1. Meningkatkan cakupan | 1. Peningkatan cakupan dan | 1. Mengembangkan standar | 1.Memastikan seluruh
jaminan Kesehatan kepesertaan JKN; aksesibilitas bagi masyarakat, pelayanan keschatan yang penduduk Mentawai
nasional 2. Meninpkatkan jumlah peserta di terutama di  daerah-daerah kompatibel dengan standar mendapatkan akses

5
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Arah Kebijakan

MISI/ARAH [TUJUAN} TAHAP I _ TAHAP [V
PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA (Penguntan Fondasi TAHAP I1 TAHAP III (Kepulauan Mentawal Maju
PEMBANGUNAN Tranafo: 1) [Akseletasi Transformaei) (Ekspansi Global) Berkelanjutan dan
2025.2029 2030-2034 2035-2039 Bermartabat)
i : . 2040-2045
7. Meningkatkan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan
pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan
pelaporan untuk memeastikan integritas, transparansi, dan
akuntabilitas, integritas, dan akuntabilitas dalam
transparansi program JKN; penyelenggaraan program
JKN;
7. Membangun kerjasama yang
erat antara Pemerintah,
Sektor Swasta, Organisasi
Masyarakat Sipil, dan
Stakeholder lainnya dalam
penyelengearaan dan
pengembangan program JKN;
8. Meningkatkan  kompetensi
dan kapasitas sumber daya
manusia, di bidang
kesehatan melalui program
pendidikan, pelatihan, dan
pengembangan
profesionalisme;
= TUJUAN | | Pendidikan .. Betkualitos _ = CEe e
"PEMBANGUNAN 2. | vangMerata . .- . : R L SRR i T e
. 5.a2 Persentase satuan | 1. Pemenuhan Standar Pelayan 1. Penguatan  kurikulum | 1. Peningkatan penggunaan
Pendidikan yang mencapai | Minimal (SPM]  Pendidikan.2. | yang berkualitas dan | pendidikan anak wusia dini, | teknologi dalam pendidikan 2.
standar kompetensi | Percepatan wajib belajar 13 tahun | berkeadilan.2. Peningkatan | pendidikan dasar, dan | Mendorong terciptanya program
minimum pada asesmen | (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun | kesejahteraan guru dan tenaga | pendidikan menengah berbasis | pendidikan yang inovatif dan
tingkat nasional pendidikan dasar dan pendidikan | kependidikan.3. Peningkatan | pengembangan talenta dan | kreatif yang siap menghadapi
menengah).3. Pemerataan dan | kualitas pendidikan guru dan | karakter, digital literacy, dan | tantangan global 3.
peninpkatan akses pendidikan.4. | tenaga kependidikan.4. | kondisi lokal daerah (termasuk | Peningkatan akses pendidikan
- - Perluasan dan peningkatan | Pemerataan dan peningkatan | kondisi kebencanaan daerah). | tinggi, terutama pada program
bantuan pembiayaan bagi peserta | kompetensi guru dan  tenaga | 2. Penguatan dan | studi STEAM
didik, khususnya bagi masyarakat | kependidikan. 5.  Perkuatan | pengembangan kurikulum | (Science,Technology,
berpendapatan rendah dan/atau | pemenuhan kebutuhan guru dan | pendidikan menengah | Engineering, Arts, and
bagi yang memiliki prestasi.5. | tenaga kependidikan yang | kejuruan/vokasi berbasis | Mathematics).4.
Pemerataan penyedinan sarana | didukung dengan  pemberjan | kondisi lokal, potensi, dan | Penyelenpgmaraan  pendidikan
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Arah Kebijokan

MISIJARAH (TUJUAN) TAHAP I TAHAP IV
PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA (Penguatan Fondasi TAHAP 11 TAHAP HI (Kepulaunn Mentawal Maju
PEMBANGUNAN Transfo i) (Akseleras] Transformasi) (Ekspansi Global} Berkelanjutan dan
2025.-2029 2030-2034 2035-2039 Bermartabat)
2040-2045
sarana transportasi khusus | kependidikan yang bertugas di | industri [DUDI).3. Penguatan | Engineering, Arts, and
peserta didik sesuai kondisi | Daerah yang sulit dinkses. 6. | manajemen talenta dan | Mathematics) dan vokasi yang
daerah. 4. Penpuatan sekolah | Pemberdayaan masyarakat lokal | prestasi peserta didik dan | berkualitas, berbasis
terbuka dan pesantren, serta | untuk diarahkan menjadi gura | Penguatan nilai-nilai kaerakter | keungpulan  wilayah, dan
pengembangan sekolah berbasis | dan tenaga kependidikan yang | dan kebangsaan dalam | bertaraf global.5.
asrama, terutama pada Daerah | berkualitas, terutama di Daerah | pendidikan Pengembangan layanan
yang sulit diakses). yang sulit diakses pendidikan jarak jauh berbasis
digital dan TIK, terutama pada
Daerah yang sulit
diakses.5. Mengembangkan
pendidikan - secara
berkelanjutan dan terintegrasi
dengan pembangunan sektor
lainnya untuk mencapai tujuan
pembangunan yang holistik dan
berkelanjutan.
5.b Rata-rata Lama Sekolah 1. Pemenuhan Standar Pelayanan | 1. Penyelenggaraan  pendidikan | 1. Penguatan kurikulum | 1. Peningkatan penggunaan
Minimal {SPM) Pendidikan; yang berkualitas dan pendidikan anak usia dini, teknologl dalam pendidikan;
2. Percepatan wajib Dbelajar 13 berkeadilan; pendidikan  dasar, dan | 2. Mendorong terciptanya
Tahun (1 tahun pra sekolah dan | 2. Peningkatan kesejahteraan pendidikan menengah program pendidikan yang
12 tahun pendidikan dasar dan guru dan tenaga kependidikan; berbasis pengembangan inovatif dan kreatif yang siap
pendidikan menengah); 3. Peningkatan kualitas talenta dan karakter, digital menghadapi tantangan
3. Pemerataan dan peningkatan pendidikan guru dan tenaga literacy, dan kondisi lokal global;
akses pendidikan; kependidikan; daerah [termasuk kondisi | 3. Peningkatan akses
4. Perluasan dan peningkatan | 4. Pemerataan dan peningkatan kebencanaan daerah); pendidikan tinggi, terutama
bantuan  pembiayaan bagi kompetensi guru dan tenaga | 2. Penguatan dan pada program studi STEAM
peserta didik, khususnya bagi kependidikan; pengembangan  kurkulim (Science, Technology,
magyarakat berpendapatan | 5. Penguatan pemenuhan pendidikan menengah Engineering, Arts, and
rendah dan atan bagi yang kebutuhan puru dan tenaga kejuruen/vokasi berbasis Mathematics);
) memilikli prestasi; kependidikan yang didukung kondisi lokal, potensi, dan | 4. Penyelenggaraan pendidikan
5. Pemerataan penyediaan sarana dengan ' pemberian keunggulan daerah, serta tinggi terutama pada
dan prasarana pendidikan dasar bantuan/insentif khusus guru meningkatkan Program studi STEAM
dan menengah yang memenuhi dan tenaga  kependidikan, keterkaitannya dengan dunia (Science, Technology,
standar dan aman bencana, dan terutama untuk guru  dan usaha dan dunia industri Engineering, Arts, and

sarana _ transportasi  khusus

tenaga  kependidikan yang

(DUDI);

Mathematics) dan vokasi yang
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Arah Kebijakan

MIst/ (ITJUAN) TAHAP I TAHAYP II TAHAP III (Ke ularsen Memtamal Maju
UNAN TKATOR UTAMA ' _ P
PEMBMGPEM;AI}:EUN&O I_I’B;g::?: ang'“ 1 [Akselerasl Transformasi) - {Ekspansi Giobal) Berkelanjutan dan
2025.2029 - 2030-2034 2035-2039 Bermartabat)
2040-2045
peserta didik sesuai  kondisi bertugas di Daerah sulit | 3. Pengutan manajemen talenta berkualitas, berbasis
daerah; dijangkanfakses); dan prestasi peserta didik keunggulan wilayah, dan
6, Penguatan sekolah terbuka dan | 6. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan nilai-nilai bertaraf global;

pesantren, serta pengembangan lokal untuk diarahkan menjadi karakter dan kebangsaan | 5. Pengembangan layanan

sekolah berbasis asrama, guru dan tenaga kependidikan dalam pendidikan. pendidikan jarak  jauh

terutama pada Daerah dengan yang Dberkualitas, terutama berbasis digital dan TIK,

kesulitan akses layanan pada Daerah dengan kesulitan terutama pada Daerah sulit

pendidikan. akses layanan pendidikan. diakses);
. Mengembangkan pendidikan
secara berkelanjutan dan
terintegrasi dengan
pembangunan sektor lainnya
untuk mencapai tujuan
pembangunan yang holistik
dan berkelanjutan,

6 Proporsi Penduduk Berusia | 1. Pemenuhan Standar Pelayanan | 1. Penyelenggaraan  pendidikan | 1, Penguatan kurikulum | 1. Peningkatan penggunaan
15 Tahun ke Atas yang Minimal (SPM]) Pendidikan; yang berkualitas dan pendidikan anak wusia dini, teknologi dalam pendidikan;
Berkualifikasi Pendidikan | 2. Percepatan wajib belajar 13 berkeadilan, pendidikan  dasar, dan | 2. Mendorong terciptanya
Tinggi Tahun (1 tahun pra sekolah dan | 2. Peningkatan kesejahteraan pendidikan menengah program pendidikan yang

12 tahun pendidikan dasar dan guru dan tenaga kependidikan; berbasis pengembangan inovatif dan kreatif yang siap
pendidikan menengah); . Peningkatan kualitas talenta dan karakter, digital menghadapi tantangan
3. Pemerataan dan peningkatan pendidikan guru dan tenaga literacy, dan kondisi lokal global;
akses pendidikan; kependidikan; daerah (termasuk kondisi | 3. Peningkatan akses
4. Perluasan dan  peningkatan | 4. Pemerataan dan peningkatan kebencanaan daerah); pendidikan tinggi, terutama
bantuan  pembiayaan  hagi kompetensi guru dan tenaga | 2. Penguatan dan pada program studi STEAM
peserta didik, khususnya bagi kependidikan; pengembangan  kurikulum {Scierce, Technology,
masyarakat berpendapatan | 5. Penguatan pemennuhan pendidikan menengah Engineering, Arts, and
rendah dan atau bagi yang kebutuhan guru dan tenaga kejuruan/ vokasi berbasis Mathematics);
memiliki prestasi; kependidikan yang didukung kondisi lokal, potensi, dan | 4. Penyelenggaraan pendidikan
5. Pemerataan penyediaan sarana dengan pemberian bantuan/ keunggnlan daerah, serta tinggi terutama pada
dan prasarana pendidikan dasar insentif khusus gurm dan meningkatkan program studi STEAM
dan menengah yang memenuhi tenaga kependidikan, terutama keterkaitannya dengan dunia {Science, Technology,
standar dan aman bencana, dan untuk pguru dan tenaga usaha dan dunia industri Engineering, Arts, and

sarana transportasi khusus
peserta  didik sesuai  kondisi

kependidikan terutama pada
Daerah dengan kesulitan akses

(DUDI);

3. Pengutan manajemen talenta

Mathematics) dan vokasi yang
berkualitas, berbasis

[ o —

V.37




Arah Kebljakan

MISI/ARAH (TUJUAN) TAHAP I TAHAP IV
PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA {Penguatan Fondasl TAHAP I TAHAP III {(Kepulauan Mentawal Maju
(Akseleras{ Transformasi) (Ekspansi Global) Berkelanjutan dan
PEMBANGUNAN Transformasi)
2025-2029 2030-2039 2035-2039 Bermartabat)
..... o e e 2040-2045
perlindungan sosial melalui : 1. Pemberdayaan masyarakat | melalui ! unggul melalui :

1. Pemerataan dan peningkatan lokal untuk diarahkan menjadi | 1. Pemberdayaan ekonomi | 1. Penguatan potensi ekonomi

kesehatan

akses layanan
universal dan  peningkatan
akses pendidikan anak usia

guru dan tenaga kependidikan,
serta tenaga kesehatan yang
berkualitas, terutama pada

mikro, kecil, dan menengah
yang inklusif dan berbasis
kerakyatan;

lokal yang unik dan bernilai
tinggi (unigue & high-value
economy}, serta peningkatan

dini, dasar, dan menengah; Deerah dengan kesulitan akses | 2. Pengembangan/peningkatan insentif fiskal & nonfiskal

2. Pemerataan penyediaan sarana layanan pendidikan. government-induced bagi investasi guna
dan praserana pendidikan dasar | 2. Perlindungan sosial adaptif, activides dalam  rangka memperluas kesempatan
dan menengah yang memenuhi terintegrasi, dan inklusif bagi peningkatan pergerakan ketja dan meningkatkan

standar dan aman bencana
serta sarana transportasi
¥husus peserta didik sesuai
kondisi daerah;

3. Peningkatan akses infrastruktur
pelayanan dasar (antara lain air
balku/fair minum, sanitasi,
rumah layak, energi/listrik) dan

seluruh kelompok masyarakat, orang dan barang yang akan pendapatan masyarakat di-
ferutama bagi kelompok mendorong peningkatan Daerah.

maijinal, rentan, dan geliat  kegiatan eckonomi
masyarakat di Daerah sulit melahai bertambahnya
akses dengan mengoptimalkan demand;

pemanfaatan sistem Repsosek | 3. Peningkatan kualitas sumber
apar tepat sasaran, tepat guna, daya manusia pada usia
dan efisien. produktif, terutama bagi

infrastruktur konektivitas masyarakat umum  baik
intraregion & interregion pada melalui upskilling maupun
Daerah sulit akses; reskilling;

4. Peningkatan akses rumah layak 4. Perluasan penyediaan
huni dan terjangkau sesuai bantuan  sosial, seperti
dengan karakteristik wilayah; bantuan pembiayaan

5. Percepatan pembangunan dan pendidikan, bantuan
penuntasan kemiskinan; pembiayaan kesehatan,

6. Perluasan dan  peningkatan bantuan pemenuhan dan
bantuan  pembiayaan  bagl peningkatan ketahanan
peserta didik, khususnya bagi pangan dan gizi, bantuan
masyarakat berpendapatan pemenuhan kebutuhan

rendah dan/atau bagi yang

hidup keluarga, bantuan
memiliki prestasi.

penyediasn tempat tinggal
yang layak, bantuan
pemberdayaan ekonomi dan
pekerjaan, bantuan/subsidi
energi, bantuan/subsidi

e
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Argh Kebijakan

2. Penpuatan Ekonomi digital.
3. Pengembangan Ekonomi Biru

MISI/ARAH [TUJUAN) . TAHAPIV =
PEMBANGUNANHNI;IKATDR UTAMA {Peng:;“m“n“rin dast TAHAP It TAHAP III {Kepulauan Mentawai Maju
PEMEBANGUNAN Transformasi) |Akseleras] Transformasi) |Ekapanei Global) Betkelanjutan dan
. 2025.2020 2030-2034 2035-2039 Bermartabat)
. . 2040-2045
Limbah ‘kesempatan  kerja,  dan
e e meningkatkan pentfapatan
masyarakat di Daerah.

Berbas_is Keunggulan Witavah

Rasio

Peningkatan produkﬁvitas

dan

Ke;na.ndixian dan Penguﬁ-taﬂ .

digitalisasi
teknologi;

dan kemajuan

5. Inovasi Pengembanpan kota

V.41

11 PDRB Industri | Peningkatan Produktivitas SDA Integrasi perckonomian daerah
Pengolahan dan pengembangan industri kreatif | optimalisasi  hilirisasi produk | dengan perekonemian regional, | pengaruh perekonomian daerah
serta hilirdsasi SDA serta daya saing produk domestik dan global terhadap perekonomian
regional, domestik dan global
12.a Rasic PDRB Akomodasi | 1. Integrasi konektivitas destinasi | 1. Pengembangan digitalisasi | 1. Penguatan ekosistem | 1, Inovasi Pengembangan
Mamin wisata, unggulan utama, berbasis inovasi dan teknologi ekonomi  kreatif berbasis kolaborasi dan partnership
strategis dan potensial; pariwisata  berdaya  saing kekayaan budaya dan dalam mengembangkan
. Inavasi Pengembangan global; intelektual yang didukung bisnis pariwisata;
pembangunan pariwisata | 2. Pengembangan SDM pariwisata talenta, infrastruktur dan | 2. Pengembangan ckonomi
berketanjutan {Sustainability yang kreatif dan inovatif yang pembiayaan; pariwisata sebagai salah satu
Tourism); berdaya saing global,; 2. Peningkatan inovasi pengerak utama
. Inovasi Pengembangan | 3. Inovast Pengembangan aktifitas Penngembangan ekonormi pertumbuhan ekonomi
pembangunan pariwisata dan pengalaman wisatawan kreatif  berkualitas dan Mentawai,
berbasis communitas (CBT), {local and authentic herkelanjutan; 3. Peningkatan partisipasi pada
budaya dan kearifan lokal. experiences); 3. Pengembangan industri rantai pasok ekonomi kreatif
. Inovasi Pengembangan | 4. Penguatan promosi pariwisata kreatif dan budaya kreatif global.
diversifikasi daya tarik destinasi melalui pembentukan yang berkualitas dan
wisata sesumi denpgan preferensi kelembagaan promosi satu berkelanjutan;
wisatawan mancanegara dan pintu yang terintegrasi dengan | 4. Penguatan rantal pasok
wisatan nusantata; promosi perdagangan dan industry pariwisata yang
. Penguatan integrasi investasi, adaptif, inklusif dan
Pengembangan Pariwisata Halal | 5. Inovasi Pengembangan kreatif berkelanjutan dengan
dengan industri pariwisata yang hub pada setiap destinasi dukungan penerapan blue,
adaptif dan berkelanjutan. unggulan. green dan sirkuler ekonomi,




Arah Kebijakan

MISI/ARAH (TUJUAN) TAHAP1 TAHAP IV
PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA (Penguatan Fondasi  TAHAP I TAHAP IIT [Kepulauan Mentawal Maju
PEMBANGURAN Transfor i) |Akselerasl Transformasi) (Ekspanei Globaly Berkelnnjutan dan
2025.2::102&195 2030-2034 2035-2039 Bermartabat)
2040-2045
3. Penguatan manajemen destinasi Mentawai;
wisata dan produk ekonomi | 4. Pemaksimalan desa-desa
kreatif; wisata sebagai wadah/ekspresi
4. Integrasi kebijaksanaan lokal preduk-produk ekonomi
dan produk-produk ekonomi kreatif;
kreatif; 5. Peningkatan efektifitas
5. Penguatan kompetensi sumber implementasi inovasi pada
daya manusia ekonomi kreatif; organisasi bisnis pelaku ckraf.
6. Peningkatan inovasi produk
kuliner dan kriya;
7. Pelaksanaan manejemen talenta
untuk mengidentifikasi dan
memperkuat sumber daya
manusia kreatif;
8. Fasilitasi penggunaan teknologi
untuk inovasi produk-produk
ekonomi kreatif,
14.a Proporsi jumlah UKM non | 1. Identifikasi dan perumusan 1. Pemaksimalan kolaborasi | 1. Inovasi UMKM berbasis | 1. Sinergi pariwisata dan
pertanian kebijakan UMKM yanp didasari | dengan multipihalk untuk | teknologi. 2. Penguatan local | produk UMKM sebagai identitas
potensi ekonomi daerah. 2. | implementasi inovasi. 2. | champions yang  berbasis | daerah. 2. Internasionalisasi
Fasilitasi kelengkapan data dan | Pemaksimalan kolaberasi dengan | potensi daerah.3. peningkatan | UKM.3. peningkatan
informasi UMKM. 3. Fasilitasi | multipihak untuk inovasi | kesiapsiagaan bencana usaha | kesiapsiagaan bencana usaha
jdentifikasi kebutuhan usaha | pemasaran. 3. Fasilitasi | kecil menengah kecil menengah

mikro kecil. 4. Penguatan literasi
keuangan usaha mikre. 5.
Penguatan UMEKM sektor
pariwisata. 6. Penguatan tata
kelola wusaha mikro kecil, 7.
Identifikasi dan fasilitasi UMKM
yang melakukan hilirisasi produk
unggulan, 8. Identifikasi teknalogi
tepat guna untuk inovasi produk
UMKM. 9. Penyediaan pelatihan
berbasis kebutuhan pelaku usaha.
10. Peningkatan jumlah dan

pemasaran produk UMEKM. 4.
Implementasi kebijakan rantai
nilai efektif untuk produk-produk
UMKM. 5. Fasilitasi investasi
untuk produk-produk unggulan
yang merupakan potensi daerah.
6. Pendampingan komprehesif
untuk usaha rintisan. 7. Inovasi
digital untuk
UMKM.8. peningkatan
kesiapsiagaan bencana usaha
kecil menengah

' o —
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Arah Kebijakan

MISI} ARAH (TUJUAN) TAHAP I TAHAP IV
PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA (Pengantan Fondasi TAHAP XI TAHAP I (Kepulauan Mentawai Maju
PEMBANGUNAN rransfo i) [Akselerasi Transformasi) |Ekspansi Global} Berkelapjutan dan
2025-2029 2030-2034 2035-2039 Bermartabat)
...... a . . 2040-2045
koperasi; perkualitasnya sumber daya
5, Pelatihan untuk sumber daya manusia pengelola koperasi;
manusia koperasi berdasarkan | 7. Peningkatan jumlah koperasi
kebutuhan Koperasi; yang bisa mengelola usaha di
6. Penguatan peran multipihak sektor rill berbasis potensi
e.g. universitas = dandunia ekonomi  Sumatra  Barat
industri) untuk meningatkan terutama koperasi  yang
aspek strategi dan inovasi berpotenst untuk
bisnis koperasi; internasionalisasi.
7. Penpuatan koperasi melalui
adopsi dan implementasi
inovasi digital.
1. Peningkatan jumlah koperasi
yang bergerak pada usaha
produktif berbasis pertanian
dan Kelautan;
9. Peningkatan kualitas koperasi
yang bisa berperan sebagai
koperasi contoh [tole model)
untuk koperasi produksi dan
-jasa; v . - . P -
9. Peningkatan kontribusi kaum
muda untuk berkiprah dalam
organisasi bisnis koperasi.
14.e ROA BUMD 1. Penguatan sumber daya BUMD. | 1. Kerjasama antar BUMD. . Ekspansi dan transformasi | Pemantapan capaian kinerja
2. Peningkatan kapitalisasi BUMD | 2. peningkatan kapasitas usaha digital. BUMD Mandiri
BUMD . BUMD Schat
15 Tingkat Pengangguran | 1. Mengembangkan program | 1. Meningkatkan investasi di . Membangun dan perbaikan | 1. Meningkatkan investasi di
Terbuka pelatihan  keterampilan dan berbagai sektor yang dapat infrastruktur yang dapat berbagai sektor yang dapat
pendidikan  vokasional bagi menyerap tenaga kerja, seperti mendukung  pertumbuhan menyerap tenaga  Kerja,
masyarakat, khususnya pam sekior pariwisata, pertanian, ekonomi dan menciptakan seperti sektor pariwisata,
pemuda yang  merpakan dan industri kreatif; lapangan kerja; pertanian, dan  industri
angkatan kerja potensial; 2. Peningkatan program pelatihan | 2. Meningkatkan investasi di kreatif;
2. Pengembangan usaha mikro, keterampilan dan pendidikan berbagai sektor_yang dapat | 2. Mengembangkan program
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2025-2029 2030-2034 2035-2039 Bermartabat}
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teknolog informasi, memperkuat | serta  mendorong  perusahaan | pengelolaan limbah  yang | mendapat akses yang setara
insentif kepada investor dalam | untuk terlibat dalam program | mendorong terciptanya | terhadap lapangan kerja formal
sektor padat karya, khususnya | magang dan reskilling.  2) ( pekerjaan formal serta | serta  perbaikan  terhadap
industri manufaktur, pertanian | Pengembangan sektor berbasis | memberikan insentif untuk kebijakan ketenapakerjaan
modern, dan pariwisata. 2] | teknologi melalui pengembangkan | investasi di sektor-sektor yang | untuk menpakomodasi

Penpembangan pendidikan vokasi
dan pelatihan melalui
pengembangan pendidikan vokasi
yang sesuai dengan kebutuhan
pasar kerja lokal dan global,

mendorong  kemitrasn  antara
dunia usaha dan lembaga
pendidikan  dalam  menyusun

kurilktulum vokasi. 3) melakukan
reformasi regulasi perizinan dan
investasi dengan cara melalknkan
penyederhanaan regulasi untuk
mempermudah perizinan usaha,
investasi, dan memulai bisnis di
daerah serta meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas
dalam proses pengurusan izin
usaha untuk meningkatkan
kepercayaan investor. 4)
Meningkatkan kapasitas UMKM
melalui pembinaan secara
berjenjang dan berkelanjutan serta
memberikan akses permodalan
kepada UMKM dengan petensi
untuk berkembang ke sektor
formal, serta membangun pusat
layanan terpadu untuk
mendulung pengembangan
UMEKM menjadi lebih kompetitif. 5)
mendorong pembangunan sektor

industri berbasis teknologi dan
mendorong inovasi teknologi di
sektor-sektor 1utama, seperti
manufaktur cerdas dan pertanian
digital, serta mendoreng inkubasi

startup teknologi yang bisa
menciptakan lapangan kerja
formal baru. 3} penguatan

jaminan sosial dan kesejahteraan
pekerja melalui peningkatkan
akses pekerja formal terhadap
program jaminan sosial, seperti
BPJS  Ketenagakerjaan, dan
memperbaiki kebijakan terkait
upah minimum yang proporsional
dengan produktivitas dan tingkat
inflasi. 4} Penataan
ketenagakerjaan di sektor
pertanian dan maritim melatui
meningkatkkan dukungen guna
modemisasi sektor pertanian dan
perikanan untuk meningkatkan
efisiensi dan menarik pekerja
formnal serta melakukan
diversifikasi produk dan
meningkatkan nilai tambah dari
sektor primer tersebut. 5}
Digitalisasi sektor publik dan
swasta melalui peningkatkan
penppunaan  teknologi  dalam

mendukung pembangunan
berkelanjutan. 2) Diversifikasi

ekonorni daerah melahi
mendorong pengembangan
ekonomi berbasis kluster di
berbagai sektor seperti
agroindustri, teknologi
informasi, pariwisata, dan jasa
keuangan serta
mengembangkan industri

kreatif yang memiliki potensi
besar untuk tumbuh sebagai
sektor formal. 3) Memperluas
Pasar Kerja Formal di Daerzh
Terpencil melalui mendorong
pengembangan  infrastruktur
ekonomi di daerah terpencil
untuk menarik investasi dan
membuka lapangan  kerja
formal di daerah tersebut serta
meningkatkan aksesibilitas dan
konektivitas antar wilayah di

dalam provinsi atau antar
kabupaten/kota. 4)
Optimalisasi pemanfaatan
sumber daya alam
berkelanjutan melalui
mendorong mvestasi pada
sektor  ekstraktif  dengan

pendekatan berkelanjutan dan

dinamika baru di pasar kerja.
2) meningkatkan ketahanan
ekonomi l!okal dan daerah
melalui kebijekan diversifikasi
ekonomi yang adaptif terhadap
perubahan pasar global dan
fluktuasi ekonomi serta
mengembangkan sektor-sektor
yang tahan terhadap krisis,
seperti  pertanian  modern,
teknologi  kesehatan, dan
logistik, 3) Mengembangkan
sistemn pendidikan dan
ketenagakerjaan yang
terintegrasi dengan
membangun sistem pendidikan
yang terintegrasi dengan
kebutuhan dunia kerja,
memastikan hulusan
pendidikan vokasi dan
perguruan tinggi siap masuk ke
lapangan kerja formal dan juga
meningkatkan  kerja sama
antara pemerintah daerah dan
sektor swasta dalam merancang
program ketenagakerjaan yang
berorientasi pada masa depan.
4 Pengembangan
kewirausahaan berbasis
teknologi dengan mendorong
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pengembangan kebijakan yang i 2. Pengembangan UMKM, kampanye penyadaran

mendukung kesetaraan gender memberikan dukungan khusus masyarakat tentang

di rumah tangga. kepada perempuan yang ingin pentingnya kesetaraan
memulai atau mengembangkan gender di tempat kerja dan
usaha mikro dan kecil dengan menginspirasi perubahan
memberikan akses ke modal, budaya yang positif.
pelatihan dan jaringan.

17.b Indeks Inovasi Daerah Mendorong pendirian pusat | Menggalakkan pembentukan | Mendorong kerjasama regional Memfasilitasi akses pembiayaan
inovasi lokal dan pelatihan | klaster inovasi sektor-sektor | dan internasional dalam riset ] dan sumber daya bagi startup
kreativitas untuk memperkuat | unggulan dan  memfasilitasi | dan  pengembangan, serta dan wusaha kecil menengah
kolaborasi antara berbagai | program  akselerator  untuk | memperluas jejaring kolaborasi | yang berfokus pada inovasi,
pemangku kepentingan. mempercepat pengembangan | antar Kabupaten/Kota dengan | serta membangun  platform

solusi inovatif yang berdampak | lembaga inovasi global untuk kotabaorasi antar

pada kesejahteraan masyarakat .

meningkatkan daya  saing
sektor munggulan daerah di
pasar global.

Kabupaten/Kota untuk berbagi
pengalamean dan sumber daya
dalam  mengimplementasikan

g U T ak

L

solusi inovatif berkelanjutan.

= = s a LT LA R R i PR S Y LW Ll ¥ ) -
18.a Propersi PDRB  Sektor | Hilirisasi SDA serta penguatan | Peningkatan produktivitas secara | Perekonomian daerah yang [ Perwujudan pendapatan

Pertanian, kehutanan dan | riset inovasi dan produktivitas masif dan perluasan sumber | terintegrasi dengan jaringan | masyarakat setara rata-rata
Perikanan tenaga ketja melalui pertumbuhan ekonomi melalui : | rantai plobal dan domestik | Nasional melalui 1) City

1) Industrialisasi koperasi melakui | 1} Pengembangan closed loop | serta ekspor yang kokoh | beautification dalam rangka
Tingkat produktifitas | hilirisasi komoditas unggulan | medel pertanian melalui' | melalui 1} Penguatan | membangun citra, karakter,
tenaga kerja pada | daerah, penguatan preses bisnis | penguatan kelembagaan dan | ekosistem dan lansekap | sekalipus meningkatkan daya
lapangan usaha sektor | dan kelembagaan, serta adopsi | pembiayaan  keperasi petani, | ekonomi hijau, antara lain | tarik pariwisata urban tourism,
pertanian, kehutanan dan teknologi. 2) Penguatan ekosistem | serta penguatan kolaborasinya perdagangan karbon, offsetting, | terutama pada Kawasan
perikanan riset dan inovasi IPTEK di daerah | dengan market, bank, dan | dan pajak karbon, | perkotaan.

dalam rangka mendukung | asuransi pertanian. | 2) Peningkatan raatai nilai

percepatan  tumbuh  kembang | 2) Peningkatan produltivitas dan | global melalui skema-skema

DUDI nasional yang berdaya saing { daya saing produk pertanian | kerjasama regional maupun

di tataran pglobal. 3) Peningkatan | yang terintegrasi dengan upaya | kera sama internasional

kapasitas dan akses informasi bagi | penguatan ketahanan & | lainnya.

meningkatkan
melalni

petani guna
produktivitasnya

kemandirian pangan dan water
prosperity melalui pengembangan
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24

ok T ) i ) = G
utilisasi dan | Teknologi

PEMBANGUNAN 6

19 Informasi dan | Teknologi dan | Transfromasi lay:
indonesia pemanfaatan Teknologi, Informasi | Kemunikasi (TIK) untuk inovasi : Komunikasi (TIK) untuk daya | pemerintahan dan inovasi
dan Komunikasi (TIK) : 1. Koordinasi multi pihak untuk { saing: bisnis berbasis digital :

1. Sinergitas kegiatan menjamin ketersediran | 1. Pembangunan TIK yang | 1. Pembangunan TIK yang
pembangunan TIK di infrastrulkctur TIK berkualitas mengedepankan inklusifitas mengedepankan inklusifitas
Kabupaten/Kota; dan merata; dan pemerataan layanan TIK; dan pemerataan layanan TIK;

2. Intensifikasi  literasi  digital | 2. Pembangunan TIK yang | 2. Pendampingan TIK untuk | 2. Koordinasi pemaksimalan
masyarakat Kabupaten/Kota; mengedepankan inklusifitas inovasi dan efektifitas layanan

3. Koordinasi pengentasan daerah dan pemerataan layanan TIK; intermasionalisasi  koperasi pemerintahan berbasis digital

. lemah sinyal di daerah terpencil | 3. Pendekatan efektivitas dan UMKM; dalam upaya meningkatkan
pada Kabupaten /Kota; pelayanan publik berbasis TIK; | 3., Fasilitasi  interaksi dan efisiensi, aksesibilitas, dan

4, Pembangunan TIK yang | 4. Koordinasi multi pihak untuk layanan sektor publik yang kualitas layanan
mengedepankan inklusifitas dan menjamin keamanan dalam memberikan ruang besar pemerintahan, serta
pemerataan layanan TIK; penggunaan teknologi digital; bagi partisipasi publik dalam memanfaatkan potensi

5. Pemaksimalan layanan publik | 5. Pendampingan koperasi dan pembangunan. inovasi teknelogi infoermasi
yang berkaitan dengan aktivitas usaha kecil menengah untuk untuk memenuhi kebutuhan
bisnis dan investasi di menjadikan teknologi  digital masyarakat;
Kabupaten/Kota; sebagai bagian dari strategi 3. Peningkatan wirausaba

6. Sosialisasi untuk peningkatan inovasi; berbasis  teknologi yang
liternsi digital di lingkungan { 6. Peningkatan jumlah mampii meningkatkan
bisnts dan sektor publik; masyarekat yang menguasai jejaring kemitraan bisnis dan

7. Peningkatan ketersediaan dan kemampuan  TIK melalui pasar melalui capaian inovasi
kualitas infrastruktur inkubasi dan pelatihan. TIK.
pendulung TIK termasuk di
daerah terpencil di
Kabupaten/¥ota;

8. Identifikasi kesiapan publik
untuk penerimaan dan
pengeunaan TIK;

9, Pendampingan dan edukasi TIK
bagi mereka yang memilikki
keterbatasan akses TIK sepert
penyandang _ disabilitas _dan

V.51 :




Arah Kebijakan

MISI/ARAH [TUJUAN) TAHAP I TAHAP IV
PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA (Penguatan Fondasi TAHAP II TAHAP Il {Kepulauan Mentawal Maju
PEMBANGUNAN Transfo i) {Akselerasl Transformasi) {Ekspansi Globat) Berkelanjutan dan
2025-2029 2030-2034 2035-2039 Bermartahat)
2040-2045

hama & pemupukan, telmologi (smart  farming, teknologi

pasca panen, dan pemasaran sensor, modifikasi cuaca,dan

pertanian melalui digital lainnya);

marketplace/ platform; 4. Penyediaan terintegrasi
3. Penyediaan bibit dan varietas infrastruktu resensial bagi

unggul untuk komoditas upaya peningkatan

pertanian unggulan yang produktivitas pertanian dan

bernilai tinggi yang dapat daya saing produk pertanian.

berpotensi masuk pasar

ekspor/global.

21 Pembentukan Modal Tetap | Penguatan Landasan Transformasi | {Akselerasi (Ekspansi dan Transformasi | Pemantapan  Capaian  Visi
Bruto terhadap PDRE (Modal trasnformasi) 1) Memberikan | Digital) 1) Mendorong | Pembangunan

Dasar); 1) Meningakatkan | Fasilitasi Akses Pembiayaan: | Investasi Digitalisasi dan | yakni :1) Mendorong
Infrastruktur: Investasi dalam | Meningkatkan akses ke | Transformasi Digital: | Peninglkatan Daya Saing Global:
pembangunan infrastruktur | pembiayaan melalui lembapga | Mendorong investasi dalam | Melibatkan sektor swasta dan
seperti jalan, jembatan, bandara, | kenangan dan pasar modal dapat | teknologi  digital, termasuk | publik dalam inisiatif untuk
pelabuhan, dan jaringan | membantu perusahaan | infrastruktur digital, e- | meningkatkan daya saing global
telekomunilcasi dapat | mengakses modal yang | commerce, dan solusi berbasis | melalui kebijakan regulasi yang
meningkatkan daya tarik bagi | diperlukan untuk proyek | teknologi untuk meningkatkan | mendukung dan lingkungan
investor. Infrastruktur  yang | investasi, 2) Mendorong | efisiensi operasional dan daya | bisnis yang
memadai akan mendorong ;| Pengembangan Kawasan | saing kondusif.2) Menderong
terciptanya lingkungan bisnis dan | Ekonomi Khusus (KEK): | daesrah 2} Meningkatkan | Peningkatan Konektivitas
iklim investasi yang kondusif yang | Membentuk kawasan ekonomi | Kerjasama Internasional: | Infrastruktur: Mengembangkan
apda akhirnya akan dapat | khusus dengan regulasi yang | mendorong peningkatan | infrastruktur yang mendukung
meningkatkan kesejahterasn | lebih  fleksibel dan insentif | hubungan yang baik dengan | konektivitas global, termasuk
masyarakat, 2) Meningkatkan | khusus untuk menarik investasi | negara Jlain dan lembaga | pelabuhan, jalan, dan sarana
Kemudahan Berbisnis: | ke wilayah Sumatera | keuangan internasional untuk | transportasi lainmya untuk
Meningkatkan kemudahan | Barat.  3) Meningkatkan | membuka peluang investasi | memfasilitasi perdagangan dan
berbisnis dengan memperbaiki | Promosi Investasi Asing | lintas negara dan | investasi internasional. 3}
regulasi, mengurangi birokrasi, | Langsung: Melalui promosi dan | meningkatkan akses terhadap | Kebijakan Perlindungan

dan menyederhanakan proses
perizinan akan dapat menarik
investor untuk berinvestasi di

fasilitasi investasi asing langsung,
akan dapat mempercepat aliran
modal asing ke dalam sektor-

modal
asing. 3) Meningakatkan
kemampuan Adopsi Industri

Investasi: Menyusun kebijakan
yang memberikan perlindungan
hulkum dan keamanan bagi

wilayah Sumatera | sektor usaha unggulan daerah. | 4.0: Mendukung transformasi | investor, baik domestik
Barat 3] Mendorong | Penguatan Pendampingan | industri dengan meningakikan | maupun asing, untuk
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memperivas keberadaannya di perdagangan mtemasmnal memadai, membantu perdagangan bebas dengan
berbagai pasar. 2} Mendorong | 2} Mendorong Riset dan | perusahaan dalam melakukan | mitra dagang potensial.
Pengunatan regulasi Sertifikasi dan | Pengembangan (R&D): | transaksi online dan | 2) Mendorong Peningkatan
Standarisasi: Memastikan bahwa | Mendukung keglatan riset dan | komunikasi lintas batas. | Efisiensi Logistik: mendorong
produk yang diekspor memenuhi | pengembangan untuk | 2) Mendorong peningkatan | upaya untuk terus
standar intermasional untuk dapat | meningkatkan kualitas produk | Promosi Ekspor Digital: | mengembanpgkan dan
meningkatkan kepercayaan | dan layanan ekspor, sekaligus | Mendorong dan mendukung | memperbaiki infrastruktur
konsumen  internasional dan | menciptakan produk baru yang | upaya promosi ekspor digital | logistik untuk memastikan

membuka akses ke pasar global
yang lebih Imas. 3) Mendorong
inisiasi Penyusunan Perjanjian

Perdagangan Bebas: mendorong
peningkatan dan  penguatan
perundingan dan
penandatanganan perjanjian
perdagangan bebas dengan
negara-negara  tertentu  untuk
memfagilitasi aliran barang dan
layanan, serta mengurangi
hambatan tarif dan non-tarif.

4) Mendukung peningkatan
Promosi Ekspor dan Pemasaran
Internasional: Metakukan
kampanye promosi ekspor dan
pemasaran internasional untuk
meningkatkan visibilitas dan citra
preduk. Partisipasi dalam
pameran dagang internasional
juga dapat menjadi langkah efektif.
Mendoreng Penggunaan Teknologi

dapat  diminati di pasar
internasional. 3) Mendorong
Pengembangan  Pasar Baru:

Mendorong perusahaan untuk
menjelajahi dan memasuki pasar-
pasar baru, dengan memberikan
dukungan keuangan, informasi
pasar, dan bantwan lainnya
untuk membantu perusahaan
mengidentifikasi pelnang di pasar
internasional. Fasilitasi Keuangan
untuk Ekspor; membantu
peningkatan akses yang mudah
dan terjangkau terhadap fasilitas
keuangan seperti kredit ekspor

dan asuransi kredit guna
membantu melindungj
perusahaan dari risiko

pembayaran dan meningkatkan
kemampuan pelaku usaha untuk
menawarkan syarat pembayaran
yang lebih baik kepada pelanggan

melalui kampanye pemasaran
online, kehadiran di platform e~
commerce internasional, dan
penggunaan media  sosial
3) Mendorong Peningkatan
Keamanan Data: Menetapkan

kebijakan dan regulasi yang
menjamin  keamanan  data
pelanggan dan  perusahaan

dalam transaksi ekspor digital,

Membangun kepercayaan
terhadap  keamanan  data
adalah kaanci untuk
kesuksesan ekspor digital.
Mengembangkan Sertifikasi
Digital: Membangun sistem
sertifikasi digital untuk
memastikan keamanan dan
kualitas produk dalam

perdagangan internasional.

rantai pasck ekspor berjalan
dengan efisien. Investasi dalam

pelabuhan, jaringan
transportasi, dan teknologi
informasi merupakan kunci

untuk  meningkatkan daya
saing. 3) Penguatan kepatuhan
terhadap Standar Internasional:
Meningkatkan pemahaman dan
kepatuhan terhadap standar
internasional, baik untuk
kualitas produk maupun
keamanan, untuk memastikan
bahwa produk ekspor
memenuhi persyaratan pasar
internasional. Mendorong
pnguatan prinsip Keberlanjutan
dan Ramah Lingkungan:
Memperhatikan prinsip
keberlanjutan dan  ramsh
lingkungan dalam kebijakan
ekspor. Produk yang dihasilkan

Informasi: Memanfaatkan | internasional. secars.  berkelanjutan adalah
teknologi informasi untuk preduk yang ramah lingkungan
meningkatkan  efisiensi proses dan meningkatan daya saing
bisnis, termasuk proses ekspor produk ekspor berbasis
dan impor, untuk dapat ekonomi hijau
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dalam mitigasi bencana dan
kesiapsiagaan menghadapi
bencana;

4. Peningkatanpelestarian dan
pengelolaan lingkungan;

5. Peningkatan kualitas
linglaungan dan permukiman.

MISI3 TRANSFORMAS!  TATA | 1. Reward dan Punishment. 1. Penguatan = kapasitas Menderong transfermasi digital | Menerapkan “e-government

2. Penguatan Fungsi ASN

tranformasl digital

] pemerintah

dengan

untuk menyediakan layanan?

| 3. Digitalisasi Tata Kelola { 2. Peningkatan Sistem Ment ASN. | menyediakan layanan publik | publik secara onling,
Pemerintahan 3. Penerapan Sistem | secara online unttirk' | mengurangi birokrasi manual,
Pemerintahan Berbasis | memudahkan akses | dan meningkatkan eﬁs:ensx
_ Eletronik secara Utuh. masyarakat serta transparansi.
TUJUAN Regulasi dan Tata Kelola | )
PEMBANGUNAN 9 | yang. Berintegritas dan )
. _Adaptif 1 .. N . . . . )
24 Indeks Reformasi Hukum Meningkatkan ketjasama antar | Mempercepat proses harmonisasi | Mengintensifkan kerja sama | Mendorong kemandirian dalam
instansi dan penguatan kapasitas | regulasi dan peningkatan | regional dan internasional | pembentukan regulasi,
ASN untuk meningkatican lmalitas | kompetensi ASN untuk | serta meningkatkan | penyesuaian dengan standar
regulasi di setiap kabupaten Kota. | merespons perubahan sosial dan | infrastruktur regulasi digital di | internasional, inovasi regulasi,
ekonomi di setiap Kabupaten | setiap Kabupaten Kota. serta penguatan monitoring
Kota. dan evaluasi,
25 Indeks Sistermn | 1. Ekspansi layanan publilk : 1. Pengotomatisan proses : 1. Pengotomatisan proses : 1. Inldusi digital :
Pemerintahan Berbasis B Penguatan kapasitas N Mengotomatisasi lebih B Mengotomatisasi lebih B Memastikan saksesibilitas
Elektronik pengelolaan dan sistem banyek proses banyak proses SPBE bagi semua lapisan
koordinasi pelaksanaan pemerintahan untuk pemerintahan untuk masyarakat
SPBE untuk membangun meningkatkan efisiensi. meningkatkan efisiensi, 2. Pengembangan  kapabilitas
SPBE yang terpadu di dalam R Menggunakan  kecerdasan B Menggunakan kecerdasan pemerintah :
dan antar instansi buatan untuk analisis data buatan untuk analisis B Meningkatkan kapabilitas
pemerintah daerah, dan pengambilan keputusan data dan pengambilan internal pemerintah dalam
¥ Menyempumakan regulasi | 2. Penggunaan teknologi baru : keputusan mengelola dan memelihara
tentang penyelenggaraan B Mengeksplorasi dan | 2. Penggunaan teknologi baru : sistem SFPBE.
SPBE. mengadopsi teknolegi baru B Mengeksplorasi dan
B Meningkatkan kapasitas seperti Internet of Things mengadopsi teknelogi

penyelenggara  SPBE  (Tim

{loT) untuk

perwujudan

baru seperti Internet of
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Arah Kebijakan

MISI/ARAH (TUJUAN) TAHAP 1 TAHAP IV
PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA (Penguatan Fondasi TAHAP It TAHAP II (Kepulauan Mentawai Maju
PEMBANGUNAN T fo i) |Akselerasi Transformasi) {Ekapanel Global) Berkelanjutan dan
202E-2029 2030-2034 2035-2039 Bermartahat)
e 2040-2045
2. Penguatan kinerja perangkat kelmbagaan dan SDM Pemda kelembagaan dan SDM | 2. Terwujudnya kinerja
daesrah untuk peningkatkan untuk mendukung pelayanan Pemda yang adaptif serta perangkat daerah  yang
kualitas pelayanan publik; publik berbasis elektronik; kompetitif untuk mendulkung adaptif, kompetitif serta
3. Peningkatan  penyelenggaraan | 3. Penguatan  sinergitas  tata pelayanan publik terintegrasi berdaya saing nasional dan
pelayanan publik yang efektif kelola pelayanan publik dan terpadu; global;

dan efisien berbasis elektronik; berbasis elektrenik; 3. Peningkatan penyelenggara | 3. Terwujudnya penyelenggara
4, Peningkatan partisipasi | 4. Mendorong partisipasi pelayanan  publik  yang pelayanan  publik  yang
masyarakat dalam perbaikan masyarakat dalam adaptif dan berdaya saing adaptif, kompetitif  dan

kualitas pelayanan publilk; mewujudkan layanan publk nasional; berintepritas berbasis digital;

5. Peningkatan aksesibilitas yvang berlualitas, inklusif, dan | 4. Peningkatan partisipasi | 4. Terwujudnya partisipasi

layanan publik yang berkelanjutan; bermakna {Meananingful bermakna {(Meananingful
berkualitas, inklusif dan | 5. Peningkatan aksesibilitas participation) masyarakat participation) masyarakat

berkelanjutan. layanan publilk yang sipil untuk peningkatan sipil untuk peninpkatan

berkualitas, inklusil, dan kualitas tata kelola kualitas tata kelola

berkelanjutan. pelayanan publik; pelayanan publik;
5. Peningkatan aksesibilitas | 5. Terwujudnya pemerataan

layanan publik yang terpadu
dan  terintegrasi  untuk
mewujudkan layanan publik
berkualitas, inklusif, dan
berkelanjutan.

aksesibilitas layanan publik
yang terpadu dan terintegrasi
untuk mewujudkan layanan
publik berkualitas, inklusif,
dan berkelanjutan.

27.a

Survey penilaian integritas
(SPI) KPK

Pembenahan proses promosi dan
mutasi pegawai yang mencegah

praktik kolusi, korupsi, dan
nepotisme @
1. Memastikan adanya

penyusunan dan penegakan

Penguatan upaya pencegahan

praktik suap/gratifikasi dalam

penyelenggaraan  pemerintahan

daerah !

1. Implementasi dan internalisasi
kebijakan, regulasi, mekanisme

Pengembanganpengawasan

internal yang inovatif sehingga
lebih proaktif dalam
pencegahan dan
pemberantasan pratik korupsi:
1. Penyelengparaan audit

Perwujudan pencegahan
korupsi  untuk  melahirkan
perilaltu  antikorupsi  bagi

seluruh pihak terkait dalam
penyelenggaran pemerintahan
daerah :

aturan mengenai sistem merit; pelaporan/pengelolaan berkala untuk mendeteksi | 1. Penyusunan preses dan alar

2. Penerapan sankst atan gratifikasi di instansi; penyalahgunaan  anggaran dari perencanaan  hingga

hukuman terhadap praktik | 2. Menegakkansanksi/hukuman dalam bentuk pelaksanaan pengadaan

suap/gratifikasi di instansi bagi penerimaan  suap/pratifikasi penyalahgunean perjalanan barang dan jasa sesuai

seluruh tingkat jabatan. dari pihak eksternal dalam dinas, mark up anggaran, peraturan perundang-
bentuk apapun secara adil dan penyalahgunaan pengadaan undangan;

konsisten; barang dan jasa, hingga | 2. Penguatan peran dan

3. Pelatihann  dan  komunikasi penyalahpunaan honar independensi  unit  kerja
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| MISI/ARAH (TUJUAN)

Arah Kebijakan

- TAHAP IV

maupun eksternal;

“PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA lpeng:‘mznm . TAHAPH B TAHAP ITT . (Kepulauan Mentawal Maju
- PEMEBANGUNAKR Transf y . (Akselerasi Transformasi) -{Ekepansi Global) _Berkelanjutan dan
ormasi) : 2030-2034. - 2035-2039 : Bemaxtabat}
ap 20252020 -+ i 20402045
suapfg:ratlﬁkam korupsi sehingga mendorong problty audit berkala untuk
4. Penguatan mekanisme | seluruh pegawai peduli | mendeteksi adanya masalah
pengaduan dan tindak lenjutnya | terhadap Gerakan Anti | dalam proses pengadaan
serta  perlindungan  terhadap | Korupsi. barang dan jasa;
pelapor baik dari pikak internal 4. Pengembangan vendor

management system;

5. Penegakan pengelolaan
benturan kepentingan dalam
proses pengadaan,;

6. Penyelengparaan pengadaan

dan pembayaran secara
elektronik yang sudah
disiapkan sesuai peraturan

perundang-undangan.

o3 Penyadamn ~hikim

*kepada’

8 2 Pengembangan

1 Pengembarigan kualitas SDM
an Sarpars,
‘Pénegakan Perda

serta Inovam 1

|"Mendoreng
 kemandiria

arakat,
kepatubai akan hukuni_ da
peraturdst  geria kehlduyax;_
yang harm;

Peng'tiatan

kc:rj.asama .claﬁ.

Pengembangan kuahtas SDM da.n

Penegakan Perda yang a.dapt.lf,

Menciptakan masy;é};i(at yang
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kondolidasi dengan berbagai pihak | Sarpars serta Inovasi Penegakan | inklusif dan berkelanjutan. patuh dan tast Peraturan
terkait. ) Perda. Daerah.

a9 Tingkat Kriminalitas Penguatan kerjasama dan | Pengembangan kualitas SDM dan | Menciptakan masyarakat | Menciptakan masyarakat
konsolidasi dengan berbagai pihak | Sarpras seria inovasi | Mentawai yang tertib, aman | Mentawai yang tertib, aman
terkait untuk ketertiban dan | penyelenggaraan ketertiban dan | dan nyaman. dan nyaman.
ketenteraman masyarakat. ketenteraman masyarakat.

30 Tingkat Partisipasi Pemilih | 1. Meningkatkan akses informasi | 1. Meningkatkan akses informasi | 1. Meningkatkan citra | 1. Memperkuat identitas lokal

dan kebebasan berpendapat, dan kebebasan berpendapat, Mentawai Mentawai dan memastikan

seb_gal daera.h




" MISI/ARAH (TUJUAN) °

Arah Kebijakan

TAHAP IV *

PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA IPenz::t;n:I;“:l dasi’ TAHAPII TAHAP III : (Kepulauan Mentawai Maju
- PEMBANGUNAN . Transf 1) (Akselerasi Transformasi) (Ekspansi Global) - - . Berkelanjutan dan
. i 27 5098.2029 ~ 2030-2034, 2035.2039 . - .. *» Bermartabat) |
""" - e e - e : 2040-2045- . -
tinggi, 2} perlu ditingkatkan | pemungutan pajak daerah yang | kemampuan layanan | kemampuan layanan
profesionalisme mansjemen dan | lebih baik, dan dapat | pemungutan pajak daerah yang | pernungutan pajak daerah yang
sumberdaya manusia sehingga | menghasilkan berbagai inovasi | lebih baik, dan dapat | lebih bail, dan dapat
terbangun kemampuan layanan | dalam intensifikasi dan | menghasilkan berbagai inovasi | menghasilkan berbagai inovasi
pemungutan pajak daersh yang | ekstensifikasi pemungutan pajak | dalam intensifikasi dan | dalam intensifikasi dan
lebih baik, sehingpga menghasilkan | daerah. 2) Penyempurnaan | ekstensifikasi pemungutan | ekstensifikasi pemungutan
berbagai inovasi dalam | database dan digitalisasi layanan | pajak daerah. 2} Penguatan | pajak daera 2)Pemantapan
intensifikasi dan ekstensifikasi | pajak deerah sesuai dengan | digitalisasi layanan  pajak | digitalisasi layanan  pajak
pemungutan pajak daerah. 3) | kebutuhan pemungutan | daerah sesuai dengan | daerah sesuai dengan
pengembangan  database dan | pelayanan yang dinamis dan 3) | kebutuhan pemungutan | kebutuhan pemungutan
digitalisasi layanan pajak deerah | penegakan disiplin yang lebih | pelayanan yang dinamis dan 3) | pelayanan yang dinamis dan 3)
sesuat dengan kebutuhan | baik tetap perlu dilakukan | penegakan disiplin yang lebih | penegakan disiplin yang lebih
pemungutan  pelayanan  yang | sehingga mampu meningkatkan | baik tetap perlu dilakukan | baik tetap perlu dilakukan
dinamis 4) penegakan disiplin | kesadaran dan kepatuhan wajib | sehingga mampu | sehingga mampu meningkatkan

yang lebih baik periu dilakukan
sehingga mampu meningkatkan
kesadaran dan kepatuhan wajib
pajak  Penguatan Peningkatan
penerimaan Pajak Daerah

pajak. 4) Penyempuraan
peratiran daerah serta sistern
dan prosedur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
yang lebih tingpi tetap
dibutuhkan sesuai dengan
perubahan kondisi linglungan,
Akselerasi Peningkatan
penerimaan Pajak Daerah

meningkatkan kesadaran dan
kepatuhan wajib pajak. 4]
Penguatan peraturan daerah
serta sistern dan  presedur
sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan yang
lebih tinggi tetap dibutuhkan

sesuai dengan  perubahan
kondisi lingkungan.
Pemantapan peningkatan

penerimaan pajek daerah

kesadaran dan kepatuhan wajib
pajak. 4) Pemantapan
peraturan daerah serta sistem
dan prosedur sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi
tetap dibutuhkan sesuai
dengan perubahan kondisi
lingkungan. Perwujudan
Peningkatan penerimaan Pajak
Daerah

33a

PDRB

Total Dana Pihak Ketiga [

1) mendukung penguatan
Jaringan Cabang Bank melalui
Ekspansi + fisik dengan
penambahan cabang di daerah-
daerah yang belum terjanglan. 2)
mendukung peningkatan
digitalisasi Layanan perbankan
guna memudahkan  nasabah
menyimpan dan mengelola dana
secara mandiri. 3) Edukasi Literasi

1) Mendukung pengembangan
Produk Syariash untuk menarik
nasabah yang menginginkan
produk perbankan yang sesnai

dengan  prinsip syariah. 2)
Mendukung peningkatan
Pelayanan Digital dengan
memperluas fitur-fitur  digital

yang menguntungkan nasabah,
seperti layanan mobile banking,

1) mendukung penggunaan
teknologi Al dan analitik big
data untuk memahami pola
nasabah dan METANCANT
strategi penghimpunan dana
yang lebih efektif. 2)
menduling perluasan operasi
bank ke luar negeri untuk
menangkap aliran Dana Pihak
Ketipa dari nasabah di pasar

1) mendukung konsolidasi
pasar melalui Merger dan
akuisisi untuk memperkuat
perbankan nasional dan
menciptakan  sinergi  delam
penghimpunan DEK. 2)
memfasilitasi penguatan
regulasi melalui bekerja sama
dengan  otoritas  keuangan

untuk menjaga stabilitas dan
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Arah Kebijakan

MISI/ARAH (TUJUAN) TAHAP I TAHAP [V
PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA (Penguatan Fondasl TAHAP II TAHAPF III (Kepulauan Mentawal Maju
PEMBANGUNAN Transformasi) |Akselerasi Transformasi) {(Ekspansi Global) Berkelnnjutan dan
2030-2034 2035-2039 Bermartabat)
2025-2029 2040-2045

ketenagakerjaan 3) Meningkatkan
pembinaan dan pegawasan dalam
rangka meningkatkan kepatuhan
pelaksanaan program jaminan
sosial ketenagakerjaan melalui Tim
Kepatuhan Bersama 4) Mendorong
pimpinan BUMD dan Dunia Usaha

beserta ekosistemnya terdaftar
sebagai peserta aktiif dalam
program Jjaminan sosial
ketenagakerjaan  atau  bentuk

lainnya 5) Melakukan upaya agar
seluruh pelayanan terpadu satu

pintu/pelayanan administrasi
terpadu mensyaratkan
kepesertaan aktif program jaminan
sosial ketenagakerjaan/bentuk
lainnya  sebapai salah satu
kelengkapan dokumen

pengurusan izin

bersama BPJS Ketenagakerjaan
dan Lembaga laiinnya guna
pemantauan dan evaluasi bagi
para pekerja baik penerima upah
maupun bukan penerima upah
terutama pekerja rentan terdaftar
sebagai peserta aktf dalam
program jaminan sosgial
ketenagakerjaan 4) Meningkatkan
pembinaan dan pegawasan dalam
rangka meningkatkan kepatuhan
pelaksanaan program jaminan
sosial ketenagakerjaan melafui
Tim Kepatuhan Bersama §)
Pengendalian secara kontinue
kepada BUMD dan Dunia Usaha
beserta ekosistemnya terdaftar
sebagai peserta aktiif dalam
program jaminan sosial
ketenagakerjaan atau bentuk

bersama BPJS Ketenagakerjaan
dan Lembaga lainnya pguna
pemantauan dan evaluasi bagi
para pekerja baik penerima
upah maupun bukan penerima
upah terutama pekerja rentan
terdaftar sebagai peserta aldif
dalam program jaminan sosial
ketenagakerjaan 4) Pembineaan
dan pegawasan dalam rangka
meningkatkan kepatuhan
pelaksanaan program jaminan
sosial ketenagakerjaan melalui
Tim Kepatuhan Bersama 35
Pengendalian secara kontinue
kepada BUMD dan Dunia
Usaha beserta ekosistemnya
terdaftar sebagai peserta aktiif
dalam pregram jaminan sosial
ketenagakerjaan atau bentuk

bersama BPJS Ketenagakerjaan
dan Lembaga lainnya puna
pemantauan dan evaluasi bagi
para pekerja baik penerima
upah maupun bukan penerima
upah terutama pekerjn rentan
terdaftar sebagal peserta aktif
dalam program jaminan sosial
ketenagakerjuan 4) Pembinaan
dan pegawasan dalam rangka
meningkatkan kepanthan
pelaksanaan program jaminan
sosial ketenagakerjaan melalui
Tim Kepatuhan Bersama 5)
Pengendalian secara kentinue
kepada BUMD dan Dunia
Usaha beserta ekosistemnya
terdaftar sebagai peserta altiif
dalam program jaminan sosial
ketenagakerjnan atau  bentuk

lainnya lainnya lainnva

33d Nilai Transaksi Saham per | 1. Melakukan penguatan literasi [ 1. Melakukan penguatan literasi | 1. Melakukan penguatan | 1. Melakukan penguatan
Kapita pasar modal sedini mungkin pasar medal sedini mungkin literasi pasar modal sedini literasl pasar modal sedini
kepada masyarakat; kepada masyarakat; mungkin kepada mungkin kepada

2. Penguatan literasi masyarakat | 2. Penguatan literasi masyarakat masyarakat; masyarakat;
terutama teknologi; terutama teknologi; 2. Penguatan literasi | 2. Penguatan literasi
3. Menciptakan iklim investasi dan | 3. Menciptakan iklim investasi rnasyarakat terutama rasyarakat terutama

perekonomian yang kondusif; dan perekonomian yang teknologi; teknologi;

4. Memberikan rasa aman bagi
masyarakat dalam mengakses
pasar modal;

5. Memberikan dukungan
terhadap penyiapan ekosistem
keuangan berkkelanjutan di
pasar modal;

kondusif; 4. Memberikan rasa
aman bagi masyarakat dalam
mengakses pasar modal;

4, Memberikan dukungan
terhadap penyiapan ekosistem
kevangan berkkelanjutan di

pasar modal;

3. Menciptakan iklim investasi
dan perekonomian yang
kondusif;

4. Memberikan rasa aman bagi
masyarakat dalam
mengakses pasar modal;

5. Memberikan dukungan

3. Menciptakan iklim investasi
dan perekenomian yang
kondusif;

4, Memberikan rasa aman bagi
masyarakat dalam
mengakses pasar modal;

5. Memberikan dukunpgan
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”";_Kebu

MISI/ARAH (TUJUAN) TAHAP I - TAHAP IV .
PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA (Penguitan Fondasi TAHAP II TAHAP III (Kepulauan Mentawal Maju
PEMBANGUNAN T formasi) {Alzselerasi Transformasi) {(Ekapansi Global) Berkelnnjutan dan
2025-2029 2030-2034 2035-203%9 Bermartabat)

) . . 2040-2045
35 Persentase  MoU  yang | 1.Memperkuoat kapasitas sumber | 1.Meningkatkan koordinasi dan | 1.Meningkatkan daya saing 1l.Memantapkan sinergi antar
ditindaklanjuti daya manusia di daerah melalui | kolaborasi antar pemerintah | daerah di tingkat global melalii | daerah maupun pusat dalam
pelatihan dan pendidikan yang | daerah dalam memmuskan dan | promesi investasi, kerjasama, | merumuskan dan
relevan dengan kebutuhan | melaksanakan propram | pariwisata, dan produk { melaksanakan program
pembangunan daerah. pembangunan yang | unggulan daerah di pasar | pembangunan yang
2 Mengoptimalkan  pemanfaatan | berkelanjutan. internasional. berorientasi pada pencapaian

sumber daya dan potensi lokal | 2.Memfasilitasi pertukaran | 2.Mendukung pengembangan | visi Indonesia Emas.
untuk meningkatkan daya saing | pengalaman dan transfer | infrastruktur yang memadai | 2.Memperkuat kerjasama antar
daerah  dalam  perekonomian | pengetahuan antar daerah untuk | untuk  menjadikan  daerah | daerah daelam pengembangan
nasional. meningkatkan efektivitas | sebagai pusat perdagangan | sumber daya manusia unpggul
3.Meningkatkan akses masyarakat | implementasi program | internasional dan logistik yang | guna mendukung transformasi
terhadap layanan dasar seperti | pembangunan. efisien. ekonomi Indomesia menuju

pendidikan, kesehatan, dan | 3. Mengembangkan model | 3.Menyediakan dukungan dan | negara maju.

infrastruktur publik lainnya. kerjasama antar daerah yang | fasilitasi bagi pelaku usaha | 3.Memperkuat ekosistem
4 Memperkuat tata kelola | inovatif dan berkelanjutan dalam | lokal dalam mengakses pasar | investasi yang kondusif di
pemerintahan daerah yang | mengatasi permasalahan | global melalui kerjasama antar | berbagai daerah untuk menarik
transparan, akuntabel, | pembangunan yang kompleks. daerah dan jaringan bisnis | investasi domestik dan asing

partisipatif, dan berorientasi pada

4.Mengoptimalkan sinergi antara

internasional,

yang berkelanjutan.

pelayanan masyarakat, seltor publik, swasta, dan | 4. Meningkatkan kualitas | 4.Mengoptimalkan

5. Menggalakkan Kerjasama lintas | masyarakat dalam mendukung | sumber daya manusia melalui | pemanfaatan potensi lokal dan
sektor, lintas deerah, dan lintas | transformasi pembangunan | pendidikan dan pelatihan yang | sumber daya alam dzerah
pemangku  kepentingan dalam | daerah. relevan dengan tuntutan pasar | untuk mendukung
rangka mempercepat | S.Memperkuat mekanisme | global untuk  mendukung | pertumbuhan ekonomi yang
pembangunan  daerah  secara | monitoring dan evaluasi untuk | ekspansi bisnis daerah ke | inklusif dan berkelanjutan.
berkelanjutan. mengukur dampak kebijakan | pasar internasional. 3.Meningkatkan kapasitas
6. Memperkuat kapasitas institusi | pembangunan daerah dan | 5.Membangun jejaring | infrastruktur dan konektivitas
pemerintah daerah dalam | memperbaiki kinerja pelaksanaan | kerjasama antar daerah baik di | antar daerah untuk
perencanaan, pelaksanaan, dan | program. dalam maupun di luar negeri | mempercepat distribusi barang
evaluasi kebijakan pembangunan. | 6.Menumbuhkan budaya | untuk memperluas  akses | dan jasa serta pelayanan publik

partisipasi masyarakat dalam | pasar, tekmologi, dan sumber | yang merata.
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Aroh Kebijakan

MISI/ARAH (TUJUAN) TAHAP I TAHAP IV
PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA (Penguatan Fondasl TAHAP IT TAHAP III {Kepulauan Mentawai Maju
PEMBANGUNAN ‘Transfo 1) [Akeelerasi Transformasi) {Ekspansi Global) Berkelanjutan dan
2025:2029 2030-2034 2035-2039 Bermartabat)
..... . I . 2040-2045
4. Kolaborasi antara pemerintah meningkatken koardinasi
daerah, aparat keamanan, dan dalam menjaga keamanan
komunitas lokal dalam wilayah.
membangun kesadaran akan Peningkatan kapasitas
pentingnya keamanan dan pengelolaan  bencana  dan
pertahanan wilayah. kesiapsiagaan dalam
menghadapi ancaman alam
yang  dapat mengganggu
keamanan dan ketertiban.
MISIS Ketabanan Sosial Budaya | 1. Pengakuan MHA. 1. Penpuatan Kelembagaan | Mendorong apresiasi ferhadap | Membina keémitraan dengan
dnn Ekologi 2. Penyusunan Ranji. masyarakat adat. identitas budaya lokal melalii | universitas, lembaga penelitian,

secara ekologis dan identitas

2, Trapsformnasi  implementasi

2. Penguatan kebudayaan lokal

- 3. Pemberdayaan Uma. 2. Pemberdayaan Masyarskat | program-program  pendidikan, | dan  organisasi internasional
1 4. Penpuatan inasyarakat tangguh Adat  dalam mendulung | festival budaya, dan kegiatan- | yang memililki  kepedulian
. . i bencana. . i - kelestarian lingkungan sosial | kegiatan seni yang melibatkan | terhadap pelestarian budaya.
.5; Menjamin kelestarian © ‘hayati'| budaya. - - %l | portisipasi aktif masyarakat.. . | .
dan budaya ' 3. Konservasi Berbaais i
Masyarakat sesuai dengan
repulasi vang berlaku. )
i TUJUAN Beragama Maslahat dan | :
PEMBANGUNAN.13 | Berkebudayzan Maju L . . . . T B . :
37 Persentase Warisan | 1. Pengidentifikasian dan | 1. Transformasi model dan | L. Pengembangan model dan | 1. Perwnjudan ketahanan sosial
Budaya yang Dilestarikan penguatan warisan budaya yang praktik  ketahanan  sosial praktik ketahanan sasial budaya yang berkelanjutan
akan dilestarikan; budaya berbasis kearifan lokal budaya lokal yang selaras dan perkembangan kemajuan
2. Pemantapan eksistensi dan dan lingkungan ekologi untuk dan adaptif dengan bangsa dan negara sebagai
fungsi kebudayaan lokel untuk dapat mempertahankan perkembangan global dan negara maju dan beradab ;
penguatan keseimbangan kesinambungan intervensi kebudayaan | 2. Eksistensi kebudayaan lokal
kehidupan yang berkelanjutan pembangunan ; dunia ; yang berdaulat dan berjaya

untuk menjalankan fungsi

masyarakat berbasis Agama dan ekonomi budaya melalui nilai, dalam era digitalisasi untuk yang signifikan puna menjaga
Budaya; fungsi dan dampak yang menghadapi perubahan keberlanjutan ekologi dan
3. Pemantapan model ebijakan signifilcan kesejahteraan global dan lingkungan jdentitas masyarakat
dan implementasi membangun masyarakat ; sebagai respon ketahanan berhadapan dengan
ketahanan keluarga dan | 3, Transformasi nilai dan praktik masyarakat terhadapn globalisasi yang ekspansif ;
lingkungan berbasis kearifan pendidikan formal, nformal dan ekpansi dan intervensi | 3. Perwujudan tingkat ekonomi
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Arah Kebijakan

MISI/ARAH [TUJUAN) TAHAP I TAHAP IV
PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA [Penguatan Fondasi TAHAP It TAHAP IIT (Kepulauan Mentawal Maju
PEMBANGUNAN fo ) |Akselerasi Transformasi) |[Ekspansi Glabal) Berkelanjutan dan
hzmozs-ztomag 2030-2034 2035-2039 Bermartabat)
_2040-2045
dan paradigma lokal.
a8 Indeks Kerukunan Umat | Peletakan Pondasi Regulasi | Membentuk Karakter Kemkunan | Memperkuat Struktur Organ | Kolaborasi Elemen Masyarakat
Beragama Kerukunan Umat Beragama (1) | Umat Beragama (l). Menjadikan | Kerukunan Umat Beragama (1). | untuk Kerukunan Umat
Memperkuat regulasi  tentanpg | materi kerukunan berapgama yang | Pelatihan Kepimimpinan | Beragama (1). Penggalangan
kerukunan utnat beragama sesuai | terintegrasi dalam kearifan lokal | Agama: Menyelenggarakan | Kemitraan antaragama;
dengan kearifan lokal dan adat | diajarkan kepada generasi muda | program pelatihan bapgi | Mendorong kolaborasi antara
istindat yang menjadi landasan | sgjalc dini (2). Penpuatan | pemimpin agama untuk | pemimpin agamsa dari berbagai
filosofis dalam kehidupan | terhadap kelompok dan aliran | memperkuat keterampilan | kepercayaan untuk mengatasi
bermasyarakat (2). Penguatan | keagamaan bahwa pentingnya | mereka dalam mempromosikan | isu-isu sosial dan ekonomi
Kebijakan Hukum: Meningkatkan | hidup bersama dan saling | dialog dan toleransi | bersama 2). Pengakuan
perlindungan hukum bagi | menghargai antaragama (2). Perkuat Peran | terhadap Konstribusi
minoritas agama dan masyarakat Forum Kerulkunan Umat | Masyarakat Beragama:
yang rentan terhadap diskriminasi Beragamsa {FKUB} dalam | Menpghargai dan  mengakui
berbasis agama melakukan konselidasi dan | kontribust positif yang
dialog antar umat beragama | diberikan oleh masyarakat
(3). Edukasi dan dialog | beragama dalam pembangunan
berkaitan pemeliharaan | sosial, ekonomi, dan budaya,
kerukunan,
toleransi, moderasi beragama,
dan wawasan kebangsaan
“"PEMBANGUNAN 14 -} Kesctaraa, - dan’
s o+ .| Masyarakat Inklusif - 73 e A ¥ S R ; SRR i . .
ag Indeks Pembangunan { Peningkatan akses layanan | Perluasan jaringan dukungan | Pengembangan model | Pencapaian pembangunan
Keluarga kesehatan, pendidikan keluarga, | keluarga dan koordinasi lintas | pembangunan keluarga | kualitas  keluarga  dengan
dan  program  pemberdayaan | sektor, dan mendorong inovasi | berbasis komunitas dan | Konsolidasi Pencapaian
ekonomi untuk meningkatkan | pembangunan  keluarga dan | penpuatan kerjasama antar- | program-program
kesejahteraan kelnarga. peningkatan kapasitas keluarga. keluarga untuk meningkatkan | pembangunan keluarga, inovasi
partisipasi keluarga dalam | Kelembagaan dan Penguatan
kehidupan sosial, dan advokasi | Sistem Monitoring dan Evaluasi
pembangunan keluarga. sehingpa  tercapai  kualitas
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s L Arah Kebijakan
MISI/ARAM (TUJUAN) TAHAP I - ) I S — TAHAD IV

PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA (Ponguatan Fondasi TAHAPIT - : TAHAP 111 {(Kepulauan Mentawal Maju
PEMBANGUNAN Transfo 1) [Akselerasl Transformesi) |[Ekapanei Global) ) Berkelanjutan dan
2025-2026 2030-2034 2035-2039 Bermartabat)
. - 2040-2045
memperkuat peran  setiap | Kabupaten/Kota, serta
Kabupaten/Kota dalam upaya | menjamin perlindungan yang
ini. efektif bagi anak-anak dalam

sitnasi khusus di setiap
daerah,

: T g
41 Indeks tutupan lahan Pengembangan Penelitian | Perlindungan  Keanekaragaman

Manfaat Sistem

Pengembangan Pengembangan

Keanekaragaman Hayati melalui : | Hayati melalui : 1) Peningkatan | Keanekaragaman Hayati Secara | Kerjasama Pengelolaan
1)  Penyelengparakan riset dasar | kualitas perlindungan kawasan | Berkelanjutan melalui : 1) | Keanekaragaman
dan terapan keanekaragaman | konservasi baik di darat, perairan | Pengembangan manfaat | Hayati antara Pemerintah,
hayat, 2) Pengembangan | umum dan periaran laut. 2) | industri kehutanan berbasis | Swasta dan Masyarakat Yang
pengalahan data dan | Peningkatan kualitas | kelestarian  keanekaragaman | Saling Menguntungkan
pendokumentasikan perlindungan  keanekaragaman | hayati. 2) Pengembangan | melalui : 1} Pengembangan
keanekaragaman hayati yang { tingkat ekosistem, tingkat spesies | manfaat industri perkebunan | model kerjasama pemerintah
standar global. 3) Pengembangan | dan tingkat genetik, 3) | berbasis kelestarian | dengan swasta, pihak asing,
SDM  Peneliti dan fasilitas | Peningkatan kualitas kerjasama { keanekaragaman hayati. 3} | masyarakat adat dengan
laboratorium penelitian | jejaring antar pengelola dan | Pengembangan manfaat | prinsip pengelolaan
keanekaragaman hayati. pemangku kepentingan kawasan | industrd pertandan  berbasis | berkelanjutan. 2)

konservasi. 4) Peningkatan | kelestarian  keanekaragaman | Pengembangan model

kualitas perlindungan | hayati. 4)  Pengembangan | kerjasama pemerintah

pemanfaatan keanekaragaman | manfaat indostri kelautan dan | dengan LSM, Perguruan Tinggi,
hayati yang berbasis masyakat | perikanan berbasis kelestarian | masyarakat adat dengan

lokal. keanckaragaman hayati. 5) | prinsip pengelolaan
Pengembangan sistem | berkelanjutan. 3) Peningkatan
perdagangan keanckaragaman | kerjasama Pemerintah,

hayati yang  menguntung | Perguruan Tinggi, Swasta dan
industri dan masyarakat lokal. | Masyarakat Lokal untuk

memperbanyak
penemuarn paten/ HAKI
keanekaragaman hayati.
42.a Indeks Kualitas | 1. Peningkatan kepedulian | 1. Pembudayaan perilaku | 1. Penerapan imbal jasa | Penguatan ketahanan
Lingkungan Hidup pemangkn  kepentingan dan masyarakat dalam menjaga lingkungan dalam | lingkungan.
masyarakat terhadap dan melestarikan lingkungan; pengelolaan  DAS, serta
lingkungan atau alam; 2. Penerapan dan pengembangan kawasan konservasi darat
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Arah Kebijakan

PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA (Penguatan Fondasi TAHAP I TAHAP IIT [Kepulauan Mentawal Maju
PEMBANGUNAN Transfo i) {Akselerasi Transformnsi) {Ekspansi Global) Berkelanjutan dan
2025-2029 2030-2034 2035-2039 Bermartabat)
R . . . s 2040-2045

Sampah lingkunganfalam; vang sadar lingkungan; 2, Pengelolaan sampah terpadu pengelolean sampah dengan
2. Peningkatan kerjasama dengan | 2. Penguatan pengawasan dan hulu-hilir dan  berbasis pengembangan circular

berbagai institusi pendidikan penegakan hukum yang masyarakat, dan integrasi eCONOmY;
dan penelitian untuk konsisten di setiap daerah; pengelolaan sampah dengan | 2. Penguatan koordinasi dan
meningkatkan riset, inovasi, dan | 3. Pengembangan sistem pengembangan circular kerja sama antar wilayah
teknologi dalam hal pengelolaan pengelolaan sampah dan economy. untuk pengelolann kawasan
dan pengolahan sampah sanitasi terpadu perkotaan perkotaan, salah satunya
terintegrasi; menuju zero solid waste city melahai pembentukan
3. Pengembangan instrumen dan mendulkung circular regulasi dan kelembagaan
kebijakan dalam pengelolaan economy pada kawasan pengelolaan lintas wilayah
dan pengolahan sampah perkotaan; dan lintas pemerintahan
maupun limbah; 4. Percepatan penyediaan sesuai dengan karakteristik
4. Percepatan penyediaan infrastruktur pengelolaan dan dan kebutuhan  daerah,
infrastruktur pengelolaan dan pengaolahan sampah dan termasuk kelembagaan
pengolahan sampah dan limbah. limbah. pelayanan  publik lintas
wilayah (layanan pengelolaan

persampahan).

42.c.2 Proporsi RT Dengan | 1. Peningkatan kepedulian | 1. Peningkatan partisipasi warga, | 1. Dukungan terhadap gaya | 1. Pengelolaan sampah terpadu
Layanan Penuh pemanglku  kepentingan dan keluarga, dapat menjalankan hidup masyarakat yang zero hulu-hilir dan  berbasis
Pengumpulan Sampah masyarakat terthadap fungsinya sebapai individu waste; masyarakat, dan integrasi

lingkunpan/alam; yang sadar linglkungan; 2. Pengelolaan sampah terpadu pengelolaan sampah dengan
2, Peningkatan kerjasama dengan | 2. Penguatan pengawasan dan hulu-hilir dan  berbasis pengembangan circular
berbagai institusi pendidikan penegakan hukum yang masyarakat, dan integrasi econony;
dan peneliian untuk konsisten di setiap daerah; pengelolzan sampah dengan | 2. Penguatan koordinasi dan
meningkatkan riset, inovasi, dan | 3. Pengembangan sistem pengembangan circular kerja sama antar wilayah
teknologi dalam hal penpelolaan pengelolaan sampah dan cconomy. untuk pengelolaan kawasan
dan pengolahan sampah sanitasi terpadu  perkotasn perkotaan, salah satunya
terintegrasi; menuju zero solid waste city melalui pembentukan
3. Pengembangan instrumen dan mendukung circular regulasi dan kelembagaan
kebijakan dalam pengelolaan econonty pada kawasan pengelolaan lintas wilayah
dan pengolahan sampah perkotaan; dan lintas pemerintahan
maupun limbah; 4. Percepatan penyediaan sesuai dengan karakterisdk
4. Percepatan penyediaan infrastruktur pengelolaan dan dan kebutuhan  daerah,
infrastruktur pengelolaan dan pengolahan sampah dan termasulk kelembagaan
pengolahan sampah dan limbah. limbah. pelayanan publik  lintas
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Arah Kebijakan

MISI/ARAH (TUJUAN) TAHAP I TAHAP IV
PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA (Penguatan Fondasi TAHAP It TAHAP IIT (Kepulnuan Mentawal Maju
PEMEBANGUNAN Transformasi) |Akselernei Traneformasi) {Eksprnsi Global) Berkelanjutan dan
2035-2029 2030-2034 2035-2039 Bermartabat)
2040-2045
energi surya.

1. Percepatan pemanfaatan | 1. Memfasilitasi pembangunan | 1. Meningkatkan | 1. Membangun Pembangkit
kendaraan dan transportasi listrik | wilayahh Kawasan Industd dan | pengembangan sumber daya, | Listrik Tenaga Surya (PLTS)

yang menggunakan energi bersih2.

Kawasan Ekonomi Khusus serta

potensi atau cadangan energi

Atap di gedung-gedung

Pengendalian dan pencegabhan | pembangunan infrastruktur | dari energi  terbarukan 2. | pemerintahan sebagai bentuk

pencemaran  lingkungan  dari | energi dan infrastrukiur | Meningkatkan penyediaan | penggunaan energi hijau. 2.

sektor energi 3. Penyediaan energi | pendukung lainnya dalam bentuk | energi bagi masyarakat, | Pemberdayaan masyarakat

dan pemanfaatan energi yang | penyediaan lahan maupun | terutama di daerah belum | untuk menunjang

berwawasan lingloangan insentif fiskal maupun non fiskal | berkembang, terisolir, terpencil | keberlanjutan instalasi EBT. 3.

lainnya dengan  pendekatan | dan daerah perdesaan dengan | Sosialisasi dan edukasi hemat

energi terbarukan. 2. Penelitian, | menggunakan sumber energi | energi melalui media elektronik

pengembangan dan penerapan | setempat 3. Mengalihkan | dan media sesial untuk

teknologi energi secara | penggunaan Pembangkit Listrik | meningkatkan kesadaran

berkelanjutan 3. Konservasi | Tenaga Diesel (PLTD) dan | pelaku usaha dan masyarakat

wilayah tangkapan air disekitar | menggantinya dengan | tethadap hemat energi 3.

lokasi sumber air dalam rangka | pembangkit listrik EBT Peningkatan jumilah dan

menjaga pasokan air serta kualitas tenaga teknik di bidang

mengurangi pendangkalan agar energi melalui kerjasama

energi air tetap terjaga 4. dengan kementerian terkait dan

Rehabilitasi lingkungan di daerah badan usaha melalui

sumber energi panas bumi dan peningkatan  kualitas  dan

air kuantitas pelatihan dan

pendidikan  bagi  aparatur

terkait. 4, Mendorong

masyarakat untuk lebih

menggunakan penggunaan

L kendaraan listrik, baik motor
maupun mobil listrik

43.b Prevalansi Ketidakcukupan | Memperkuat ketahanan sosial | Memantapkan ketahanan sosial | Mewujudkan ketangguhan | Mewujudkan Kepulauan

Konsumsi Pangan | budaya dan ekologi sebagai | budaya dan ekologi sebagai | manusia, masyarakat, beserta | Mentawal sebagai pusat

(Prevalence COf | landasan dan modal dasar | pendorong pembangunan sosial | alam dan lingkungan dalam | peradaban yang berkelanjutan
Undemourishment) pembangunan : ekonomi yang setara dan | menghadapi berbapai | di tingkat regional :

1. Pemberdayaan perempuan, | inklusif: perubahan : 1. Pertanian berbasis ekologi

pemuda penyandang | 1. Penguatan  sistemn  pangan | 1. Pengelolaan risiko bencana dan sumber daya lokal
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..... _ ' Arah'_ﬁebljs.lmn -

MISI/ARAH [TUJUAN) TAHAP 1 TAHAP IV
PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA (Penguatan Fondasl TAHAP IT TAHAP 1L {Kepulauan Mentawal Maju
PEMBANGUNAN Transfo 3) |Akeelernsl Tranaformasi) |Ekspansi Global) Berkelanjutan dan
2025-2029 2030-2034 2035-2039 Bermartabat)

. 2040-2045 .
infrastruktur konektivitas | 2. Penyediaan air baku dan dan infrastruktur
intraregion dan interregion; sistem transmisif konektivitas intraregion dan

3. Peningkatan ketahanan air di distribusinya. interregion;
kawasan rawan dan rentan - Peningkatan ketahanan air
terhadap bencana di kawasan rawan dan
hidrometeorologi dan/ atau rentan terhadap bencana
ketersediaan air. hidrometeorologi dan/atau
ketersediaan air,

43.c.2 Akses Rumah Tangga | 1. Percepatan  penyediran  air | 1. Pemerataan dan peningkatan | 1. Percepatan pemerataan dan | 1. Percepatan pemerataan dan
Terhadap  Sumber  Air minum perpipaan pada akses layanan air minum; peningkatan akses layanan peningkatan akses layanan

Minum Aman kawasan perkotaan; 2. Penguatan koordinasi dan air minum perpipaan; air minum perpipaan;

. Penguatan koordinasi dan kerja

sama antar wilayah untuk
pengelolaan kawasan
perkotaan, melalui
pembentukan regulasi dan
kelembagaan pengelolaan air

minum;

kefja sama antar wilayah
untuk pengelolaan kawasan
perkotaan, melali
pembentukan regulasi dan
kelembagaan pengelolaan air
minum;

3. Peningkatan pengawasan air

2. Penguatan koordinasi dan

kerja sama antar wilayah
untuk pengelolaan kawasan
perkotaan, melalui
pembentukan regulasi dan
kelembagaan pengelolaan air
minum;

. Penguatan koordinasi

dan
kerja sama antar wilayah
untuk pengelolaan kawasan
perkotaan, melalui
pemnbentukan regulasi dan
kelembagaan pengelolaan air
minum;

. Peninpkatan pengawasan air minum aman dan | 3. Peningkatan pengawasan air . Peningkatan pengawasan air
minum aman dan berkelanjutan., minum aman dan minum aman dan
berkelanjutan. berkelanjutan berkelanjutan

TUJUAN St Rl i L
BANGUNAN 17

Iiclimndi.

R

44 Indeks Rlis{‘:{o

(TRBI)

. Meningkatkan

H

kesiapsiagaan
menghadapi
bencana yang meliputi

pemetaan  risiko bencana,
perencanaan penanggulangan
bencana, peningkatan sistem
peringatan dini dan
infrastruktur kesiapsiagaan;

Memperkuat tata kelola
kesiapsiagaan terhadap
bencana yang meliputi

daerah  dalam

1. Memantapkan

apsiagaan
daerah dalam menghadapi
bencana dengan
terpetakannya potensi dan
risiko bencana serta kesiapan
sistem peringatan dini dan
infrastruktur kebencanaan;

2. Memantapkan tata kelola
kesiapsiagaan terhadap
bencana melalui peningkatan
kapasitas kelembagaan dalam

infrastruktur
kebencanaan dan
infrastruktur tahan
bencana;

2. Membangun tata kelola
kelembagaan
kebencanaan yang maju
melibatkan instansi

pemerintahan, organisasi
non  pemerintahan  dan

1. Memantapkan ketersediaan | 1. Memantapkan Ketersediaan

. Memantapkan tata kelola

. Mengelola manfaat sumber

infrastruktur  kebencanaan
dan infrastruktur tahan
bencana dengan tekmologi
maju;

kelemmbagaan kebencanaan
yang maju di daerah.

daya alam kawasan DAS dan
pesisir pantal sesuad dengan |
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'MISI/ARAH (TUJUAN)

‘Arah Kebijakan

TH”PIV T i .

FEMEBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA Ipeng:m:ndui TAHAP II TAHAP III {Kepulauan Mentawal Maju
PEMBANGUNAN Transfo 1) |Akselerasl Transformasi) (Ekspansi Global) Berkelanjutan dan
2025-2029 2030-2034 2035-2039 Bermartabat)
o 2040-2045

(EBT, transportasi elelektifikasi, masyarakat yang tangguh dan

pengelolaan limbah, industd adaptif dalam menghadapi

hijau, pembanpunan gedung, berbagai perubahan iklim dan

Nbs-nature based solution}; bencana.
3. Pengembangan kapasitas

kelembagaan dan instrumen

kebijakan pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan

hidup, termasuk untuk energi

baru terbarukan;
4. Penguetan standardisasi dan

regulasi dalam  pengelclaan

sumber daya alam dan

Ingkungan hidup, serta

kebijakan yang mendarong

perilaku  masyarakat untuk

melaksanakan aktivitas

kehidupan yang rendah karbon.
1. Peningkatan kapasitas | 1. Peningkatan ketahanan | 1.Peningkatan ketahanan | 1.Peningkatan ketahanan
pemangku kepentingan dan | keluarga dan lingkungan | keluarga dan  lingkungan | keluarga dan lingkungan
masyarakat yang tangggap iklim | pendukung berbasis kearifan | pendukung berbasis kearifan | pendukung berbasis kearifan
dan kepedulian terhadap | lokal; 2.Pengembangan teknologi | lokal melalui partisipasi aktif | lokal; 2. Pemantapan
lingkungan/alam. 2.Penguatan | berbasis riset dan inovasi di | dalam pembangunan secara | ketahanan daerah dan
kerjasama dengan berbagai | seluruh daerah untuk | inklusif, instrumen kebijakan | kapasitas pemerintah terhadap
institusi pendidikan dan penelitian | mendukung ketahanan pangan, | ekoniemi hijau dan biru yang | upaya pengendalian
untuk meningkatkan riset, inovasi, | air, dan energi, 3. penguatan | komprehensif, 2. Penerapan | perubahan iklim

dan

tekmelogi dalam hal

identifikasi kerakteristik potensi

kebencanaan,

mitigasi dan

adaptasi perubahan iklim (EBT,

transportasi

elektifikasi,

lengeloaan limbah, industri hijau,

pengawasan dan  penegakan
hukum yang konsisten di
berbagai daerah,
4. Peningkatan manusia dan

masyarakat yang tangguh dan
adaptif  dalam menghadapi

pembangunan gedung, NbS - | berbagai perubahan iklim dan
nature based solution); | bencana
3.Pengembangan kapasitas

dan pengembangan teknologi
untuk

peningkatan produktivitas dan
efisiensi;

B -et.-
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Areh Kebijakan

MIS1/ARAH (TUJUAN) TAHAP I TAHAP IV
PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA (Penguatan Fondasi TAHAP II TAHAP III (Kepulauan Meatawal Maju
PEMBANGUNAN Transformasi) [Akselerasl Transformasi) [Ekspansi Global) Berkelanjutan dan
2025-2029 2030-2034 2035-2039 Bermartabat)
2040-2045
MISI 8 Kesinambnngan ‘1. Efektifitas perencanasn dan | 1. Efekdifitas perencansan dan | 1. Efektifitas perencanaan dan | 1. Efektifitas perencansan dan
Pembangunan penganggaran, penganggaran penganggaran penganggaran.
2. Optimalisasi manajemen risiko. | 2. Penguatan identifikasi, analisis § 2. Penguatan identifikasi, | 2. Penguatan identifikasi,
3. Kensistensi Pengendaliag ‘dampak, pengembangan ¢ analisig dampak, analisis dampak,
. . . - | 4. Mekanisme penyesuaian/ |  stfategi, . serta. siétef.; . , pengembangan, - sirategi, | . pengembangan ‘stratept, |
_ ~perubahan .. -~ 1  pengawasan mansjemen risilké serta sistem penpawasan |°  serta sistem pen. SR
v 7 | 5. Penguatan transparansi gén - manajernen risilo - ;
............. i cketerlibatan masyarakat. ok
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MISI/SASARAN POKOK _

POKO | maselin TARGET
FEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA SATUAN -{20251“‘ C——— ——
PEMEBAKGUNAN o - : 2030 ° | 2034 2040 | 2045
8 Tingkat Kemiskinan % B83% | 674791 | 486-591 | 2,64-3,58 | 0,13-0,93
9 Salupen t;‘:;’e:;g;.’::n"am‘“a“ % 48,68 56,09 63,50 70,91 78,32
10 Persentase disabilitas bekerja di

sektor formal
| TRANSFORMASI EKONOMI

% 14,21 21,72 25,21 36,71 44,21

2.57 4,17 5,77 7,36 8,95

Industri

12.a Rasio PDRB Akomodasi Mamin rasio 0,98 1,15 1,69 2,41 3,55
13 Rasio PDRB Ekonomi Kreatif % 1,031 1,174 1,331 1,504 1,694
14.a Proporsi jumlah UKM  non rilai 9,47 10,76 12,04 13,32 14,61
pertanian
14.b Proporst jumlah IKM nilai 3,75 4,87 6,17 7,47 8,77
14.c Rasio Kewirausahaan rasio 1,68 2,68 4,18 5,68 7,08
Rasio Volume Koperasi .
14.d terhadap PDRB rasio 0,369 0,427 0,602 0,777 0,817
14.e RCA BUMD % 0,40436 0,410920 0,42532 0,41541 0,38446
15.a Tingkat Penganggnran Terbuka % 1,32 1,21 1,13 1,05 1,00
15.b Proporsi Penciptaan Lapangan % 22,14 34,05 51,85 57,28
Kerja. Formal
16 Tingkat Partisipasi Anglkatan % 72,74 73,24 74,24 74,74
Kerja Peremplian
17.b Indeks Inovasi Daerah indeks 45,78 47,66 51,92 54,51
- PQ&QKS B N T RN B
Proporsi PDRB Sektor
Pertanian,  kehutanan  dan % 47,34 46,50 45,40 43,87 40,45
Perikanan
18.a Tingkat produktifitas tenaga Rp
kerja pada lapangan usaha | .. oso ... | 19873 | 20460 | 209,64 | 213,67 | 220,72

sektor pertanian, kehutanan
dan perikanan

Indeks  masyarakat  digital
indonesia
+Integrasi - Elkon
- dati'Regional *
Persentase stabilitas dan
20 jumtah ketersediaan barang % 5 8 7 & 6
kebutuhan peokok
Pembentukan Modal Tetap
Bruto terhadap PDRB

22 ﬁ‘;ff;‘;;p porang  dan  Jasa % 44,76 58,57 72,38 86,19 100
' ; phdan™ ¢ ' HiBE 4 ' s B

Indeks 48,20 62,06 75,30

21 % 30,85 32,60 32,92 34,53 35,91

“Persentase RT vang memiliki '
23b akses terhadap hunian layak Yo 44,76 58,57 72,38 86,19 100
dan terjangkau

Persentase Desa Mandiri %

TRANSFORMASI: ~
KELOLA . :

2,326 4,651

V.85 -




MISI/BASARAN POKOK

TARGET

PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA SATUAN | ﬁ;‘:g;"
PEMBANGUNAN 2030 2034 2040 2045
42a ;;3;1;5 Kualitas  Linglungan | g 401 80,1 81,16 82,22 83,27 84,33
42.b KT crgan Akses  Sanitast % 8,75 18,08 27,41 37,46 47,50
Persentase Timbulan Sampah
42.c.1 Terclah Di Fagilitas Pengolahan % 12,64 32,36 52,09 71,81 o0
Sampah
Proporai RT Dengan Layanan
42.¢.2 Penuh Pengumpulan Sampah Y 28,87 51,65 69,43 87,21 100
SASARAN ™ | Berketchanan Energi, Alr ¥
POKOK 16 ‘Kemandirian Pangan -~ -
43.a.1 Konsumsi listrik per kapita kwh/kapita 280 414 548 682 816
Prevalansi ketidakcukupan
43.b konsumsi pangan (Prevalence of indeks 10,1 8,12 6,11 4,09 2,08
Undernourishment]
43.c.1 Kepasitas Alr Baku ma3/detik 0,01 0,02 0,03 0,05 0,06
Akses Rumah Tangga Terhadap
Sumber Air Minum Ama.n % 8 15,5 23 30,5
*Resiliensi - terhadap:; '
“dan Perubhahan Ll )
. . 191,40- 175,60- 159,80~
Indeks Risiko Bencana {IRBI) indeks 197,2 181,40 165,60 149,80
Indeks  Kuelitas Lingkungan | 40k, 80,1 81,16 82,22 83,27

Hidup

\Pﬁmbmgnmwj(nwﬂs ahan
yang Merata' dan Bexkea.dihn
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BAB VI

PENUTUP

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun sebagai pedoman
perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai dalam 20 {dua puluh) tahun ke depan juga dijadikan
arahan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut andil
dalam pembangunan selama kurun waktu dua puluh tahun ke
depan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Guna menjaga kesinambungan pembangunan, maka
pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan kaidah
pelaksanaan meliputi:

6.1.1 Konsistensi perencanaan dan pendanaan

Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi
pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara
berkelanjutan. Konsistensi antardokumen perencanaan dan
penganggaran diperlukan untuk memastikan perencanaan
berkualitas yaitu pada dokumen perencanaan jangka menengah
daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya. Perencanaan
berkualitas juga dibutuhkan untuk memberi pedoman yang jelas
bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat,

pemerintah daerah dan pelaku non pemerintah. Perencanaan

berkualitas juga harus didukung dengan kepastian penganggaran
A
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Gambar 6.1
Keterkaitan RPJPD Tahun 2025-2045
dengan Dokumen RPJPN 2025-2045, RPJPD Propinsi Sumatera Barat 2025-
2045 dan Dokumen Lainnya

Keterkaitan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan
dokumen RPJP Tahun 2025-2045 baik secara Nasional dan
Propinsi Sumatera Barat meliputi :

1) Periodisasi RPJP Daerah mengikuti periodisasi RPJP
Nasional.

2) Muatan RPJP Daerah selaras dengan jumlah sasaran visi,
misi pembangunan, arah pembangunan dan indikator
utama pembangunan dalam RPJP Nasional yang memuat 5
(lima) sasaran visi, 8 (delapan) misi pembangunan, 17
(tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima)
indikator utama pembangunan dengan memperhatikan

karakteristik, kewenangan, inovasi dan pengembangan

masing-masing daerah.




mulai dari hulu ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan
dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan,
yang mencakup pengarusutamaan gender dan inklusi
sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan
pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.

» Integratif, adalah keterpaduan pelaksanaan program dari
berbagai pemangku kepentingan pembangunan
(kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan

lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Skema Pendanaan
Sebagai upaya untuk menjamin pencapaian sasaran
pembangunan  daerah, perlu dilakukan  optimalisasi
pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan
secara lebih inovatif, integratif dan tepat sasaran. Disamping
itu perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas belanja dan
pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan
tahapan pembangunan. Berikut skema pendanaan dan
penganggaran dalam pencapaian sasaran pembangunan:
1) Memanfaatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga
internasional untuk pembiayaan proyek prioritas daerah.
2) Melakukan kerjasama pemerintah dengan badan usaha

3) Menerbitkan obligasi daerah atau Sukuk daerah untuk

membiayai pembangunan




a. Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen

-perencanaan

Konsistensi penjabaran pada dokumen perencanaan meliputi
konsistensi rumusan tujuan dan sasaran pembangunan
berikut indikator kinerja, konsistensi kebijjakan yang
dituangkan dalam program yang relevan hingga pada rumusan
kegiatan indikatif yang mendukung pencapaian target tujuan
perencanaan pembangunan. Konsistensi penjabaran ini
dilakukan antar dokumen perencanaan yang meliputi
konsistensi dokumen RPJPD dengan RPJPN, RPJMD dengan
RPJMN, RKPD dengan RKP dan RPJMD, Renstra Perangkat
Daerah dengan RPJMD, Renja Perangkat Daerah dengan RKPD
dan Renstra Perangkat Daerah.

Penentuan prioritas pembangunan daerah yang
diimplementasikan dalam program-program prioritas dengan
indikator keberhasilan yang terukur dan memiliki waktu.
Konsistensi perencanaan dan penganggaran

Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.
Risiko secara sederhana dapat dipahami sebagai segala
kemungkinan. kejadian yang dapat mengancam pencapaian
tujuan dan sasaran pembangunan schingga pembangunan
tidak bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan identifikasi

berdasarkan indikator kinerja sasaran dengan menentukan
. -]



6.1.3 Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional
memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan.
Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan non
pemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan
kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif
semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem
insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat
meningkatkan keterlibatan perilaku pembangunan secara luas
dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran
prioritas pembangunan nasional. Untuk pelaku pembangunan
unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan didalam sistem
manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran.

Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi
perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan,
pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat-daerah,
pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan
pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non

pemerintah, sistem intensif dapat berupa dukungan regulasi dan

fasilitas kemudahan lainnya.




d. Monitoring dan evaluasi: Tetapkan indikator kinerja dan
mekanisme pemantauan untuk mengukur pencapaian target.
Evaluasi berkala membantu mengidentifikasi risiko yang
muncul selama implementasi.

e. Koordinasi antarsektor: Koordinasi antara sektor dan tingkatan
pemerintahan sangat penting untuk mengurangi risiko
tumpang tindih dan konflik kebijakan.

f. Komitmen pemimpin: Pemimpin daerah harus berkomitmen
untuk mengelola risike dan memastikan implementasi RPJPD

sesuail rencana.

6.1.5 Mekanisme Perubahan.

Situasi sosial ekonomi politik yang tidak memiliki kepastian
menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen perencanaan.
Perencanaan yang adaptif dan responsif memerlukan ruang
penyesuaian atas faktor yang tidak bisa dikendalikan. Pada dalam
keadaan kahar (force majure) baik itu situasi geopolitik,
geoekonomi, bencana, dan berbagai penyimpangan pencapaian
sasaran yang mengindikasikan ketidaktercapainya tujuan dan
target pembangunan jangka panjang daerah dapat dilakukan
penyesuaian pada perubahan RPJMD melalui  evaluasi

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

VL 11 Yo B




dengan visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2025-2045 “Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan
Bermartabat” akan dapat mendukung perwujudan visi

pembangunan Indonesia Emas 2045.

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

FERPNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK



METADATA 5 (LIMA} INDIKATOR SASARAN VIS]

DAN 45 (EMPAT PULUH LIMA]) INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

I. METADATA INDIKATOR SASARAN VISl

Nama Indikator

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp
Juta/ kapita)

Definisi

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang
penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas
dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pada suatu daerah.

Rumus Perhitungan

PDRB 4pus
PDRB Kapita =—F
Per Rapitaspys populasi

Ket:
PDRB ,pug = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
populasi = jumlah penduduk suatu Daerah

Interpretasi

Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda
pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup
penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak
mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah
tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang
ketidaksetaraan ekonomi.

Sumber Data

Badan Pusat Statistik

Frekuensi Terbit

Tahunan

B el S w

Nama Indikator

"Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan (persen}

Definisi

Persentase PDRB Sub sektor perikanan terhadap total PDRB atas dasar
harga berlaku.

Sub-sektor perikanan terdiri dari perikanan laut dan perikanan darat.
Perikanan laut meliputi penangkapan dan budidaya ikan di laut, muara, dan
sungai. Sementara itu, perikanan darat meliputi penangkapan di perairan
umum, seperti sungai, waduk, dan rawa, serta budidaya di darat, seperti
tambak, kelam, dan keramba.

Rumus Perhitungan

Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan,pyg

PDRB Sub sektor Perikanan
= = ADHB 1 00%
PDRBapus

Ket:
PDRB apug = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

[nterpretasi

Semakin tinggi persentase kontribusi Sub sektor perikanan terhadap PDRB
suatu daerah, menandakan semakin baik pula kinerja dan produktivitas
sektor perikanan di Daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan
kuantitas, kualitas, dan nilai produksi perikanan di Daerah tersebut.

Sumber Data

Badan Pusat Statistik

Frekuensi Terbit

Tahunan




QsrimEGon

Nama Indikator

Rasio Gini {indeks)

Definisi

Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur
ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat
ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus
yaitu aspek visual mefalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek
matematis.

Rumus Perhitungan

KoefisienGini =1— Y.i=, {6 X (Fe; + Fey 1)

Ket:

p; = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i
¥; = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i

n =jumlah ohservasi

Interpretasi

Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara

0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang

rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat

ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut

Todaro {2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut:

a. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 - 0,70 menandakan pemerataan
sangat timpang.

b. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 - 0,49 menunjukan ketimpangan
sedang.

c. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 - 0,35 menunjukan
pemerataan relatif baik.

Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara

garis diagonal (perfect equality} dan kurva Lorenz. Semakin jauh jarak kurva

Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.

Sumber Data

Badan Pusat Statistik

-Frekuensi Terbit

Tahunan

1.3 §
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Nama Indikator

kb Raigh

[xar bt telpertitag

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {nilai)

Definisi

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
adalah hasil evaluasi kinerja terhadap Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilakukan cleh Pemerintah Pusat.

Rumus Perhitungan

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
EKPPD = {(CKM + CKUP) x 0,75 + (PKM) x 0,25}

Ket:

CKM = Capaian Kinerja Makro

CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
PKM = Perubahan Kinerja Makro

Interpretasi

Skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah didapat melalui
akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan, dan
perubahan kinerja makro. Semakin besar nilai EKPPD maka kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah semakin lebih baik.

Sumber Data

Kementerian Dalam Negeri

Frekuensi Terhit

Tahunan

]

Nama Indikator

i L RRD B3 el

ey

Indeks Pembangunan Manusia (indeks)

Definisi

Indeks Pembangunan Manusia {IPM} merupakan pengukuran perbandingan
dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara.
IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari
pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara
termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang.

Rumus Perhitungan

‘ IPM = \fTceschnton X Iperiiditan X Tpengetuaran X 100

Ket:

Tkesehatan = indeks harapan hidup
Iyendidikan = indeks pendidikan
Lyengetuaran = indeks standar hidup layak

Interpretasi

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan
gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan
manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh
suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negarafdaerah,
menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian
IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

‘sangat tinggi IPM 280
tinggi’ 170=<1PM <80
sedang :60<IPM <70
rendah :IPMi < 60

Sumber Data

Badan Pusat Statistik

Frekuensi Terbit

Tahunan

——
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II. METADATA 45 (EMPAT PULUH LIMA} INDIKATOR UTAMA PEMIBANGUNAN

.Nama Indlkator "

USIa Harapan H:dup (tahun)

Definisi

Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir
pada suatu tahun tertentu.

Rumus Perhitungan

Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur {Age
Specific Death Rate/ASDR} yang datanya diperoleh dari catatan registrasi
kematizn secara bertahuntahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel
kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik,
maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro
Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack.

Interpretasi

Semakin tinggi usta harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin
baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah
tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat,
termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Sumber Data

Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan

Frekuensi Terbit

SP: 10 tahunan
SUPAS: 10 tahunan

' Nama Indlkator

Angka Katlan Ibu (per 100 000ke|ah|ran hldup)

Definisi

Angka Kematian lbu {AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal
dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau
penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus
insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari
setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.00G0
kelahiran hidup.

Rumus Perhitungan

Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan
masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi
jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000.

AKI = {JKI/JLH} x 100.000

Keterangan:
AKI : Angka kematian ibu
IKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan

masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu
JLH : Jumlah kelahiran hidup

Interpretasi

Indikator Angka Kematian Ibu {AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk
memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari
komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKl sangat penting
karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu
dan anak di suatu negara atau wilayah.

Sumber Data

Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus {SUPAS)

Frekuensi Terbit

Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS):
10 tahunan




Nama Indlkator

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkufos:s {treatment

coverage).

Definisi

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis {treatment coverage)
(%)

Rumus Perhitungan

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung
berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan
dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah
kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.

Interpretasi

Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan
tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya
Penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan.

Indikator ini mencakup dua aspek penting:

a. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan
untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita
tuberkulosis.

b. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampua sistem kesehatan
untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu
yang didiagnosis dengan tuberkulosis.

Sumber Data

Kementerian Kesehatan,

Frekuensi Terbit

Tahunan

[ Nama Indikator

Angka Keberhasulan Pengo atan Tuberkulosm (treatment success rate)

Definisi

Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan
pengobatan lengkap

Rumus Perhitungan

Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan
dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan
dilaporkan.

Interpretasi

Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan
merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan
lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas
program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.

Sumber Data

Kementerian Kesehatan

Frekuensi Terbit

Tahunan




2, Dasar

3, Cakap

4, Mahir

Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum"” jika paling sedikit
75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar
minimal “cakap”.

Rumus Perhitungan

. e s ® ,satdik min.SKM
Shsatdikemir, Sk = L
Keterangan :
satdik min.SKM =  Satuan pendidikan yang mencapai standar minimum

pada asesmen tingkat nasional untuk membaca
literasi dan numerasi.
n = jumlah satuan pendidikan

interpretasi

Misalkan persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi
minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca sebesar
29,16 persen. Artinya ada sebanyal 29,16 persen satuan pendidikan di
Indonesia atau sebanyak 83.808 satuan pendidikan yang telah mencapai
standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi
membaca (paling sedikit 75 persen peserta didik pada satuan pendidikan
tersebut memiliki level hasil belajar minimal dengan kategori cakap.

Sumber Data

Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi

Frekuensi Terbit

Tahunan

RN RataratallamalSekolah

' Nama Indikator

Rata-rata Lam kolah(ahu)

Definisi

Rerata waktu {dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15
tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang
pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas
(RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat
pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak
memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. lfazah yang dimiliki
akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun)
berdasarkan ketentuan berikut:

a. Tidak punya ijazah = 0 tahun;

b. SD = 6 tahun;

¢. SMP =9 tahun;

d. SMA = 12 tahun;

e. D1/D2 =14 tahun;

f. D3 = 15 tahun;

g. D4 = 16 tahun;

h. 51 =17 tahun;

i. 52 =19 tahun;

j.§3=22tahun.

Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi
perhitungan berikut ini:

1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun;

#ﬂ
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Nama Indikator

et SR e

pPenduduk Berusiat Tahun ke Atas yang

erkuallﬂkam

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkuallf“ kasi nan.

Tinggi {persen)

Definisi

a. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi
pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15
ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang
perguruan tinggi.

Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100 persen

¢. Jenjang pendidikan tinggi mencakup =
® Diplomal-lV

51-

52

52 terapan

53

Rumus Perhitungan

Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan
tinggi =

Jumlah penduduk berusia 15 tahun ketas yang lulus/
berijazah pendidikan tinggi

0
Jumiah penduduk 15 tahun keatas x100%

Interpretasi

®  Positif

® Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas vyang
berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari
segi pendidikan semakin baik.

Sumber Data

Susenas, Badan Pusat Statistik

Frekuensi Terbit

Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

1M persentase JPekeriajLulusan]PendidikaniMenengahRTingeilBekerjaldilBidang KeahlianjMenenga

ringgi
Nama Indikator

Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan M"énengda_h Tinggi Bekerja di Bidaﬁg
Keahlian Menengah Tinggi {persen)

Definisi

@ Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi merupakan penduduk
berusia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau
pendidikan tinggi.

4 Bidang keahlian menengah (semi-skilled) adalah bidang kerja yang
membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan
dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang
umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental
tingei.

@ Bidang keahlian tinggi (skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan
pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas
pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas
yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi.

@ Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke
atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan
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13 Gakupanlk epesertaan Jaminan Sosial etenagakerjaan

- = e

Nama indikator

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (persen)

Definisi

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang
digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi
pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki
Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian
{JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.

Rumus Perhitungan

Cakupan laminan Sosial Ketenagakerjaan:

__ jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan

~ jumlah penduduk yang bekerja

Ket :

Peserta = peserta penerima upah (PPU), jasa konstruksi dan pekerja
bukan penerimah upah.

Penduduk yang bekerja = penduduk bekerfa yang berusia 15-65 tahun.

Interpretasi

Semakin tinggi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan semakin
tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko
seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan kematian. Manfaat yang
diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi
pengembalian ke pasar kerja dan beasiswa bagi anak.

Sumber Data

BPIS Ketenagakerjaan dan BPD, Susenas

Frekuensi Terbit

Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan maret dan september setiap
tahunnya

Nama Indlkator

e r—— ———— A Ce—— R A TR W R mer

Persentase dlsablhtas bekerja di sektor formal (persen)

Definisi

Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas
berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih
hambatan  diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran,
mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan
berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan
mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat
keparahan rendah, sedang, sampai parah.

Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang
disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh
tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan dan buruh/karyawan/pegawai
{status pekerjaan.

Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi
penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan dan
terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja.

Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adaltah
penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.
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6 WR=5:0 PDRBIAKOModasiMamin

£ T ——

Nama Indikator

3

Rasio PDRB Akomodasi Mamin {persen)

Definisi

Kontribusi sektor akomodasi mamin terhadap PDRB suatu Daerah yang
bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi
sektor akomodasi makan minum terhadap PDRB.

Rumus Perhitungan

Kontribusi PDRB Sektor Akomodasi Maminappg

__ PDRB Sektor Akamodasi Maminapxe

0,
PDRBapsp ¥ 100%

Ket:
PDRB 5pug = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Interpretasi

Semakin tinggi persentase kontribusi sektor akomodasi mamin suatu
Daerah terhadap PDRB, menandakan semakin baik pula kinerja dan
produktivitas sektor akomodasi mamin di Daerah tersebut. Ini menunjukkan
adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai jasa pada sektor
akomodasi mamin di Daerah tersebut,

Sumber Data

Badan Pusat Statistik

Frekuensi Terbit

Tahunan

TNREG S DR EReromireaii)

Nama Indikator

Rasio PDRB Ekonomi Kreatif {persen)

Definisi

Merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh selutuh unit usaha
dalam satu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa
akhiryang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Dengan
demikian, proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian dari PDRB
yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang
termasuk:

1. Fesyen

Kuliner

Kriya

Film,Animasi dan Video

Pengembang Permainan

Aplikasi

Musik

Seni Pertunjukan

Fotografi

0. Desain Komunikasi Visual

. Televisi dan Radio

12. SeniRupa

13. Desain Produk

14. Periklanan

15. Penerbitan

16. Arsitektur

17. Desain Interior

BOBONOUL AW
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Nama Indikator

Rasio Kewirausahaan (persen)

Definisi

Merupakan perbandingan jumlah orang vang berusaha dibantu buruh tetap
di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun
yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar. berusaha
atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau
pekerja tetap yang dibayar.

Rumus Perhitungan

Rasio Kewirausahaan:

Berusaha dibantu oleh buruh tetap daerah

Total anghatan kerja daerah

Mama Indikator

Interpretasi Mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga
kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap,
semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

Sumber Data Survei Angkatan Kerja Nasional {Sakernas).

Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit Tahunan
D 18RS sio,Volume Koperasiterhadap DR I I I e

Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (persen)

Definisi

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan
antara volume usaha koperasi terhadap PDRB (ADHB). Volume usaha
koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta
penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku
tertentu.

Rumus Perhitungan

Rasio volume Koperasi terhadap PDRB:

_ volume usaha koperasi daerah

PDRBApHE
Interpretasi Semakin besar rasio volume koperasi daerah terhadap PORB
merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap
perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi Kementerian Koperasi dan

UKM.
Badan Pusat Statistik

Frekuensi Terbit

Tahunan
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tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak
persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat
memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi
ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi.
Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan
dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja
antarkelompok tersebut,

Sumber Data

Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional {Sakernas)

Frekuensi Terbit

Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

paYRToporsibenciptaanlapanganiKerjalformal i

Nama Indlkator

Propor5| Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)

Definisi

Tenaga kerja formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan
utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh
tetap/ buruh dibayar dan buruh karyawan/pegawai.

Rumus Perhitungan

Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal {%):

(;:‘:t_s}’i) x 100%..1 = 1,2,3......7

1=1Yi

o~
1)
o

Jumlah Pekerja darl Status Pekerjaan Utama ke-/
Berusaha sendiri

Berusaha dlbantu buruh tidak tetap

Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar
Buruh/Karyawan/Pegawal

Pekerja bebas di pertanlan

Peker)a bebas dl nonpertanian

Peker|a keluargaftak dibayar

-qm:h.hr.bl\:-:s

WwowWwowun

Interpretasi

Nilai proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%) menunjukkan seberapa
dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam
pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin
tinggi nilai persentasinya maka semakin dominan kekuatan ekonomi
nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal

Sumber Data

Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional {Sakernas)

Frekuensi Terbit

tahunan

[ Nama Indlkator

Tlngkat Part|5|paS| Angkatan Kerja Perempu (%)

Definisi

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase
jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja
perempuan.

Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang
bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan
penggangguran.

Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin
perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
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j = adalah nomor inovasi

MAX (10,n) = nilai yang lebih besar antara 10 atau n

SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah {maks = 63)
SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah {maks = 187)

Interpretasi

Semakin tinggi nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) suatu daerah maka semakin
efektif dan efien penggunaan sumberdaya dalam pencapaian tujuan
pembangunan. Adapun kriteria/klasifikasf Indeks Inovasi Daerah (I1D}, yaitu:
Sangat Inovatif : 60,01-100,00

Inovatif : 35,00-60,00

Kurang Inovatif : 0,01-34,99

Tidak Dapat Dinilai : 0

Sumber Data

Kementerian Dalam Negeri

Frekuensi Terbit

Tahunan

VTV TS

Naa Indikator

-

PDRBSektorPertanian?

kehutanan(dan|Perikanan]

e M ) =y sy e rom——— T

Proporsi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (persen) |

Definisi

Kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB suatu
Daerah yang bersumber dari Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan
yang mencerminkan proporsi nilai tambah Sektor Pertanian, kehutanan dan
Perikanann terhadap PDRB.

Rumus Perhitungan

Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikananspig

— PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikananappp x 100%
PDRBApHE
Ket:
PDRB 4nug = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Interpretasi

Semakin tinggi persentase kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan
Perikanan suatu Daerah terhadap PDRB, menandakan semakin baik pula
kinerja dan produktivitas Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan di
Daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas,
dan nilai produksi Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan di Daerah
tersebut.

Sumber Data

Badan Pusat Statistik

Frekuensi Terbit

Tahunan

, ka'

Nama Indikator

Produktifitastenagaikeriaipadallapanganiusaha Sektonpertanianikehutanantdanlperil

Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan {Rp Jt/orang)

Definisi

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan terhadap produk berupa barang dan jasa dengan
tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan
waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam
pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan pertanian,
kehutanan dan perikanan.

—_
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P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan
Januari s.d Desember

Interpretasi Semakin tingginya persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang
kebutuhan pokok menunjukkan terjaminnya stabilitas dan terpenuhi
kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat dengan harga yang dapat
dikendalikan

Sumber Data Data ketersediaan barang kebutuhan pokok dan total kebutuhan yang

dikumpulkan oleh urusan pemerintahan Bidang Perdagangan

Frekuensi Terbit

Tahunan

L —

3 1eemBentukan Modal[T St pBTUto terizdap EDRB]

P i 8

Nama Ind|kator

Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadapPDRB (persen)

Definisi

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang
modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak
merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal
dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta
mesin dan peralatan,PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai
dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto {%
PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB.

Rumus Perhitungan

Pembentukan Modal Tetap Bruta terhadap PDRB {persen) :

= m X 100%

Ket:

PMTBapyk = Total PMTB berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran (Miliar
Rupiah)

PDRBapuk = Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar
Rupiah)

Interpretasi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada
suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan,
pembuatan, pembelian, termasuk perbaikan besar, transfer atau barter
barang modal, sewa beli (financiol leasing), serta pertumbuhan aset sumber
daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal
mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain,
serta sewa beli pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana
alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Sumber Data

Badan Pusat Statistik

Frekuensi Terbit

Triwulanan dan Tahunan
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B3P Rijyang memilikiakses terhadaplhunian)iayak danjterjanckauly

Persentase RT yang memlllkl akses terhadap hunian Iayak dan terjangkau.

Nama Indlkator

(persen)

Definisi

Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan
berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni,
terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak
huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenubhi:

a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas
bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh
seluruh lapisan masyarakat.

b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan
tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi
persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut
menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik
Fungsi}.

Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah
daerah (kabupaten/ kota) maka pengukuran Indikator ini dapat
menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap,
dinding dan lantai rumah memenuhi syarat,

2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai
perkapita 2 7,2 m?

3. Memiliki akses air minum layak

4. Memiliki akses sanitasi layak

Rumus Perhitungan

Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara
menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut:
JRTHLTB

- e— 0
PHLTB IRT x 100%

Ket:

PHLTB = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;
JRTHLTB = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;
JRT = Jumlah rumah tangga

Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara
menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria
{ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air
minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak).

JRTHLTB (proksi)

1009
IRT x100%

PLHTB (proksi) =

Ket:

PHLTB ([proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau,
berkelanjutan;

JRTHLTB ({proksi) = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau,
berkelanjutan;

JRT = Jumlah rumah tangga

Interpretasi

Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari
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Nama Indikator

 —— gy r—

Indeks Reformasi Hukumindeks)

Definisi

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di
bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkuaiitas bersih dan
akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks
Reformasi Hukum {IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi
hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi
dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Rumus Perhitungan

Penghitungan IRH didasarkan pada 4 {empat) variabel sebagaiberikut:

a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan
harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%.

b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yangberkualitas,
dengan bobot 25%.

¢. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasilreviu,
dengan bobot 35%.

d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%.

Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data

administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Kategori penilaian [RH:

No Kategori Angka Predikat

1 AA >80-100 Istimewa

2 A >80-80 Sangat Baik
3 BB »>70-80 Baik

4 B >60-70 Cukup Baik
5 CcC »50-60 Cukup

] C >30-50 Buruk

7 D 0-30 Sangat Buruk

Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri
(self-ossesment) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri.
Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi
terhadap self-assesment tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil
Penilaian.

Interpretasi

Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-
komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan

Sumber Data

Kementerian Hukum dan HAM

Frekuensi Terhit

Tahunan
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Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik

Interpretasi

data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip
vang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang pelayanan publik.
Prinsip-prinsip tersebut adalah:
1. Keadilan {Fairness);
2. Partisipast (Participation);
3. Akuntabilitas {Accountability);
4. Transparansi (transparency);
5. Berdayaguna (usefuf);
6. Aksesibilitas (occessibility)
Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai
ketentuan peraturan perundang undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan,
Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik,
Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dibasilkan melalui
persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian.
Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi
melalui Formulir FO1 {Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir FO2
(Evaluator) dan Formulir FO3 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks
Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:

No Range Nilai Kategori Makna

1 0-1,00 F Gagal

2 1,01-1,50 E Sangat Buruk

3 1,51-2,00 D Buruk

4 2,01-2,50 C- (dengan catatan) Cukup

5 2,51-3,00 C Cukup

6 3,01-3,50 B- (dengan catatan} Baik

7 3,51-4,00 B Baik

8 4,01-4,50 -A Sangat Baik

9 4,51-5,00 A Pelayanan

Prima
Sumber Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Frekuensi Terbit

Tahunan
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Sumber Data

Komisi Pemberantasan Korupsi {KPK)

Frekuensi Terbit

Tahunan

Naa Indikator

s Pembangunan

Hukum

Indeks Pembangunan Hukum (indeks)

Definisi

Indeks Pembangunan Hukum (IPH) adalah indeks yang mengukur capaian
kinerja pembangunan hukum melalui pengukuran pilar yang merupakan
komponen dalam pembangunan hukum Indonesia antara lain Budaya
Hukum, Materi Hukum, Kelembagaan Hukum, Penegakan Hukum, serta
Informasi dan Komunikasi Hukum.

Rumus Perhitungan

a. IPH merupakan alat untuk menyusun kebijakan pembangunan hukum
yang berbasis bukti.

b. IPH disusun berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang tercantum
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¢. IPH dinilai berdasarkan pilar-pilar hukum, seperti budaya hukum, materi
hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan informasi dan
komunikasi hukum,

d.IPH diukur dengan berbagai metode, seperti survei masyarakat,
wawancara pakar, dan pengumpulan data administrasi.

e.IPH tahun 2022 menggunakan survei masyarakat di 34 provinsi,
wawancara 9 pakar, dan data administrasi dari 17 kementerian/lembaga.

Interpretasi

Semakin tinggi nilai indeks pembangunan hukum maka semakin baiknya
penyelenggaraan hukum dalam suatu daerah.

Sumber Data

Kementerian Hukum dan HAM

Frekuensi Terbit

Tahunan

Nama Indikator

Tingkat Kriinlitas (prsen)

Definisi

Tingkat kriminalitas adalah angka yang menunjukkan tingkat kerawanan
kejahatan atau tindak pidana di suatu daerah pada waktu tertentu.

Rumus Perhitungan

Tingkat kriminalitas dihitung dengan formulasi:

— Jumlah tindak pidana yang ditangani selama 1 tahunx 10.000

Jumlah penduduk

Interpretasi Semakin tinggi angka kriminalitas, maka semakin rendah tingkat keamanan
di suatu wilayah
Sumber Data Kepolisian/ Kesbangpol

Frekuensi Terbit

Tahunan
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pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai
pembangunan di daerah,

Sumber Data

Badan Keuangan Daerah (BKD)/ BPS

Frekuensi Terbit

Tahunan

.. Naa .ln&ika.tor T

T Total Dana Pihak Ketiga /PDRB [persen}

Definisi

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik
perorangan maupun badan usaha vang diperoleh bank dengan
menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh
bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank
baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
maupun Bank Perekonomian Rakyat {(BPR- BPRS) di suatu daerah provinsi.
Produk Domestik Regional Bruto {PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto
yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas
dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang
dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak
Ketiga/PDRB adalah persentase rasiototal dana pihak ketiga perbankan di
suatu daerah terhadap PDRB tersebut pada suatu waktu tertentu

Rumus Perhitungan

Total dana pihak ketiga dihitung dengan formulasi:
Total dana pihak ketiga
= x 100%

PDRB ADHB

Interpretasi

Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran
perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau
pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB
menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana
peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan
tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada
semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.

Sumber Data

Badan Keuangan Daerah (BKD}/ BPS/ OJK

Frekuensi Terbit

Tahunan
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A7 PDRBUasa

Nama Indlkator

Proporsi PDB Jasa Keuangan (Ruplah)

Definisi

Rasio PDRB yang bersumber dari sektor .jasa keuangan mencerminkan
proporsi nilai tambah sektor jasa keuangan terhadap PDRB ADHB

Rumus Perhitungan

Formulasi proporsi PDRB !asa Keuangan adalah:

_ Nilai sektor Jasa Keuangan
PDRB ADHB

x 100%

Interpretasi Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh aktivitas sektor jasa
keuangan menunjukkan adanya aktivitas ekonomi di suatu daerah agar
bertumbuhnya perekonomian daerah dan berdaya saing.

Sumber Data Badan Keuangan Daerah {BKD)/ BPS/ OIK

Frekuensi Terbit

Tahunan

:B, [vang dltlndaklamutl

Nama Indikator

Persentasi MoUvang dltmdaklanjutl {persen)

Definisi

Perbandingan jumlah kerja sama yang ditindak lanjuti dengan jumlah kerja
sama vang disepakati dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan dan
kualitas kerja sama

Rumus Perhitungan

Formulasi proporsi PDRB Jasa Keuangan adalah:

Jumlah MoU yang ditindaklanjuti

= Q,
Total MoU yang dibuat selama 1 tahun x 100%

Interpretasi

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat,
daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan
efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kerja sama daerah dapat
dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga atau lembaga atau pemerintah
daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Semakin tinggi persentase MoU yang ditindaklanjuti berarti
semakin meningkatnya hubungan kejasama keduabelas pihak yang lebih
teknis/operasional.

Sumber Data

Sekretariat Daerah

Frekuensi Terbit

Tahunan

B, (SRS EREE)

Nama Indikator

lndeks Daya Samg Daerah (persen)

Definisi

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah alat ukur untuk menilai
kemampuan suatu daerah dalam bersaing, berkembang, dan meningkatkan
kesejahteraan penduduknya. Aspek-aspek yang diukur dalam [DSD, antara
lain: Kemampuan ekonomi daerah, Fasilitas wilayah atau infrastruktur, Iklim
berinvestasi, Sumber daya manusia.
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